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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokaatuh 

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga 

buku prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Tidar ini dapat 

disusun. Prosiding ini berisikan hasil-hasil penelitian serta hasil produk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan  oleh dosen, peneliti, mahasiswa 

pascasarjana serta para penulis dari lembaga atau instansi lainnya  dari displin ilmu 

Ekonomi, manajemen dan akuntansi yang mana telah di seminarkan pada acara 

Seminar Nasional dan call for paper Fakultas Ekonomi pada tanggal 15 November 2017 

di gedung Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Artikel yang dikirim ke panitia 

diseleksi yang mana sebagian artikel di publikasikan di jurnal yang ada di Fakultas 

Ekonomi Universitas Tidar dan sebagian di masukkan dalam prosiding ini setelah di 

seminarkan. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Rektor Universitas Tidar, Bapak Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M. Pd. Yang telah 

mendukung serta memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional 

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. 

2. Wakil Rektor Bidang 1, Bapak Prof. Dr. Joko Widodo, M. Pd yang telang 

memberikan dukungan kepada panitia dan memebantu susksesnya acara . 

3. Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Hadi Sasana, M. Si. , yang telah mendukung, 

membantu dan memfasilitasi serta membantu sepenuhnya bagi suksesnya acara 

Seminar, 

4. Bapak/Ibu segenap panitia yang telah rela dengan ikhlas untuk meluangkan 

waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membantu dan demi mensukseskan acara 

Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 

5. Bapak/Ibu pemakalah, yang telah bersedia membagi dan menseminarkan 

makalahnya  

Akhir kata, semoga buku prosiding ini dapat memeberikan manfaat bagi kita 

semua, dan mampu menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya bidang ekonomi serta dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam upaya 

membangun bangsa dan negara. Kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan di 

sana-sini dan jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun 

tetap kami terima demi kesempurnaan prosiding ini. 
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Terima Kasih, Salam FE Setara... 

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh 

Magelang, 25 November 2017 

Ketua, 

 

Emma Dwi Ratnasari, S.E., M.Si 

                                                                                     NIP. 198509052015042002 

  



 
Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper 

v 
 

DAFTAR ISI 

 

PELATIHAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA 

UMKM DESA BALESARI 

Yustirania Septiani, Rian Destiningsih, SE, M.SI, Jurni Hayati, SE, MSc. ………………..1 

 

EFEKTIFITAS PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 BAGI 

UMKM TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN 

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA 

KPP PRATAMA DI SEMARANG 

Nirsetyo Wahdi, Suratman, Christera Vika Agnesia…………………………………….....9 

 

 

PENGEMBANGAN  MODEL  MANAJEMEN  PENDAMPINGAN PTK DENGAN  

PENDEKATAN  RESEARH  CLINIC BAGI GURU IPS SMP DI KABUPATEN PATI 

SWIDARTO ………………………………………………………………………………… 21 

 

LAUT DAN PEREKONOMIAN BERBASIS KELAUTAN 

Eko Hermawati A.S…………………………………………………………………………...27 

 

MODEL SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DENGAN STRATEGI 

KOLABORASI BAGI GURU SMP NEGERI  DI KABUPATEN BANYUMAS 

Bahrodin………………………………………………………………………………………..35 

 

DOMINASI PERUSAHAAN ASING  DALAM BISNIS PELAYARAN NASIONAL 

Yulida Army Nurcahya………………………………………………………………………45 

 

HUBUNGAN ANTARA LEVERAGE DAN RATING OBLIGASI PERUSAHAAN-

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

Deni Ramdani1, Chaidir Iswanaji  ...........................................................................................57 
 

PENINGKATAN MUTU MELALUI PENILAIAN KINERJA DALAM 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Shintya Novita Rahmawati, Andres Pramono Hadi ……………………………………...63 

 

PEMBINAAN EDUKASI JASA KEUANGAN dan PEMBUATAN LAPORAN 

KEUANGAN UNTUK PETANI DURIAN di DESA TEGALSARI KECAMATAN 

CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG 

Endang Kartini Panggiarti, Shintya Novita Rahmawati, Andhatu Achsa  ……………..71 

 

ANALISIS PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM 

RANGKA UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN 



 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR 2017 

vi 
 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BALESARI 

KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG 

Emma Dwi Ratnasari, Eva Wulandari,  Gentur Jalunggono……………………………...77 

 

PENGARUH JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI KEPALA RUMAH TANGGA 

TERHADAP KONSUMSI IKAN DI INDONESIA 

Nur Afiyah Maizunati…………………………………………...……………………………87 

 

MODEL SUPERVISI KLINIS DENGAN PENDEKATAN PEER COACHING GROW 

ME DALAM PENILAIAN AUTENTIK PADA GURU MTS NEGERI 

DI KABUPATEN BREBES 

Ma’mun Hanif ………………………………………………………………………………...99 

 

  



 
Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper 

1 
 

PELATIHAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK 

MENINGKATKAN KINERJA UMKM DESA BALESARI 

 

Yustirania Septiani, S.Pd, M.Sc, Jurusan Ekonomi Pembangunan, 

Universitas Tidar 

yustirania.septiani@gmail.com 

Rian Destiningsih, SE, M.SI, Jurusan Ekonomi Pembangunan, 

Universitas Tidar 

riandestiningsih24@gmail.com 

Jurni Hayati, SE, MSc. , Jurusan Ekonomi Pembangunan, 

Universitas Tidar 

jurni.hayati@gmail.com 

 

Abstrak 

Pelatihan Laporan Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan UMKM Makanan Ringan dan UMKM Kerajinan Bambu mengenai 

sistem pembukuan yang benar dan cara menghitung harga pokok penjualan 

sehingga UMKM Makanan Ringan dan UMKM Kerajinan Bambu mampu 

memahami dan mempraktekkan sistem pembukuan yang benar dan dapat 

menentukan harga pokok penjualan. Permasalahan yang terdapat di lapangan 

memperlihatkan bahwa UMKM masih menerapkan sistem pembukuan yang 

sederhana sehingga tidak dapat terlihat keuntungan dan kerugian tiap waktu 

nya. Serta dalam menentukan harga pokok penjualan masih manual tidak 

memperhitungkan biaya-biaya tambahan seperti biaya sewa karena mereka 

menggunakan barang  pribadi. 

Metode yang digunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Hasil 

yang diperoleh yakni 1) pelaku UMKM mampu  memahami lebih baik mengenai 

sistem pembukuan yang benar sehingga mampu memisahkan mengenai harta 

yang dimiliki UMKM, 2) pelaku UMKM mampu mengaplikasikan sistem 

pembukuan yang baik di pembukuan Usaha para pelaku UMKM dan 3) pelaku 

UMKM mampu menentukan harga pokok penjualan barang dengan lebih baik 

sehingga barang yang di produksi mampu berkembang lebih luas. 

Kata Kunci : Sistem Pembukuan, Harga Pokok Penjualan, Keuangan  
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PENDAHULUAN 

Desa Balesari merupakan 

desa binaan Universitas Tidar 

(Untidar) Magelang yang ingin 

dijadikan sebagai desa wisata. Desa 

Balesari berada di lereng Gunung 

Sumbing yang memiliki panorama 

alam yang indah dengan udara yang 

sejuk sehingga cukup berpotensi 

menjadi desa wisata. Universitas 

Tidar Magelang berkomitmen akan 

mengembangkan Desa Wisata Bale-

sari agar dapat membantu pereko-

nomian warga sekitar Desa Balesari. 

Desa Balesari memiliki antusiasme 

yang cukup tinggi dalam berwira-

usaha, diantaranya yaitu UMKM 

kerajinan bambu dan makanan 

ringan.  

Usaha Mikro Kecil Me-

nengah (UMKM) kerajinan bambu 

di Desa Balesari merupakan usaha 

turun temurun. Bahan baku yang 

berupa bambu mudah untuk di-

peroleh sehingga para pengrajin 

tidak mengalami kesulitan. Dari segi 

produksi, para pengrajin menghasil-

kan satu produk dalam waktu ± 2 

hari dengan tenaga kerja keluarga 

sendiri. Untuk profit yang didapat-

kan setiap satu produknya mencapai 

Rp19.500,-, dikarenakan harga yang 

ditetapkan oleh tengkulak jauh lebih 

rendah jika dijual kepada konsumen 

akhir. Walaupun demikian, para 

pengrajin tetap menjual produknya 

kepada para tengkulak dikarenakan 

pesanan dari konsumen akhir sangat 

jarang didapatkan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pola pe-

masaran produk masih kurang 

efisien. Namun apabila para peng-

rajin mau menjualkan produknya 

langsung kepada konsumen, mereka 

masih susah dalam hal sarana 

transportasi menyebabkan keengga-

nan untuk memasarkan produksi-

nya sendiri, karena biaya transpor-

tasi akan menambah total biaya 

produksi. Dilain pihak, pembukuan 

dalam usaha tersebut juga masih 

jauh dari optimal, apalagi sampai 

dengan penentuan harga pokok 

penjualan dimana HPP bisa menjadi 

tolak ukur profit yang dapat dicapai. 

Sedangkan modalnya masih sedikit 

dan cenderung modal didapat dari 

pinjaman pengepul. Adapun masa-

lah lainnya yaitu masih kurangnya 

modal, promosi ke media sosial 

masih belum memadai untuk terkait 

konektivitas jaringan yang juga 

masih kurang, tingkat pendidikan 

masih kurang dan usaha yang 

dijalankan bukan merupkan peker-

jaan utama. 

UMKM lainnya dalam pe-

ngabdian di Desa Balesari ini adalah 

usaha makanan ringan. Usaha ini 

juga merupakan usaha turun 

temurun, namun berbeda dengan 

UMKM kerajinan bambu dalam hal 

pemasaran dikarenakan pemasaran 

makanan ringan lebih baik, atau 

dengan kata lain produk makanan 

ringan ini sudah  terdistribusi 

dengan lancar ketangan konsumen. 

Dalam segi produksi, para pelaku 

usaha mendapatkan profit Rp 

11.000,- per kilogramnya dengan 

bantuan 2 karyawan yang setiap 

harinya diberi upah sebesar Rp 

8.000,- per kilogramnya. Adapun 

masalah yang terkait didalam usaha 

makanan ringan ini antara lain 

belum ada pelatihan dari peme-

rintah terkait sarana dan prasarana 

pendukung (koperasi unit bersama, 
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transportasi jalan masih kurang, 

jaringan internet masih kurang, dan 

bantuan permodalan), serta sistem 

organisasi masih tradisional. 

Permasalahan prioritas mitra 

dalam hal ini UMKM kerajinan 

bambu dan makanan ringan antara 

lain : 

a. Masih belum adanya pemaham-

an mengenai sistem pembukuan 

di UMKM makanan ringan dan 

UMKM kerajinan bambu di Desa 

Balesari. 

b. Masih belum adanya penggunan 

sistem pembukuan yang baik di 

UMKM makanan ringan dan 

UMKM kerajinan bambu di Desa 

Balesari 

c. Masih belum adanya pelatihan 

terkait harga pokok penjualan 

terkait pembukuan di UMKM 

makanan ringan dan UMKM 

kerajinan bambu di Desa 

Balesari. 

 

METODE 

Metode dilakukan dengan meng-

gunakan metode ceramah, tuto-

rial, dan diskusi. Adapun sis-

tematika pelaksanaan kegiatan 

pengabdian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Langkah 1 (Metode Ceramah): 

Peserta diberikan pengetahuan 

agar memiliki keterampilan 

untuk menerapkan sistem 

pembukuan yang baik dan 

dapat menentukan harga po-

kok penjualan sehingga 

UMKM makanan ringan dan 

UMKM kerajinan bambu tidak 

mengalami kerugian.  

b. Langkah 2 (Metode Tutorial): 

Peserta pelatihan diberikan 

materi sistem pembukuan dan 

cara menghitung harga pokok 

penjualan. 

c. Langkah 3 (Metode Diskusi): 

Peserta pelatihan diberikan 

kesempatan untuk mendis-

kusikan permasalahan yang 

berkaitan dengan sistem pem-

bukuan dan penentuan harga 

pokok penjualan UMKM yang 

selama ini dihadapi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Peserta UMKM makanan ringan dan 

UMKM kerajinan bambu mem-

punyai gambaran pentingnya sistem 

pembukuan. Sebagai pengusaha 

yang akan memulai usaha bukan 

hanya urusan modal yang di miliki 

untuk membuka usaha atau men-

jalankan usaha. Tetapi perlu adanya 

sistem kerja yang cerdas, pandai dan 

mahir untuk dapat menjadi pengu-

saha yang sukses. 

Walaupun dimulai dari usa-

ha kecil, tentunya untuk menjalan-

kan hal tersebut sangat membutuh-

kan sekali ketelitian dalam membuat 

pembukuan keuangan. Sehingga 

dalam menggunakan uang kas 

usaha membutuhkan cara untuk 

menjaga cash flow dengan tepat dan 

mampu mengendalikannya secara 

akurat. Agar usaha yang di jalankan 

akan berjalan dengan lancar dan 

berkembang. Dengan memulai 

membuat pembukuan yang seder-

hana menjadikan lebih teliti dan 

mengetahui keuntungan dan keru-

gian usaha yang di jalani. Dalam 

membuat pembukuan keuangan 
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yang sederhana, hanya perlu 

mengerti beberapa pencatatan yang 

penting untuk dicatat di setiap arus 

keuangan.  

2. Peserta UMKM makanan ringan dan 

UMKM kerajinan bambu menge-

tahui penggunaan sistem pembu-

kuan yang sederhana yang dapat 

diaplikasikan dalam usaha UMKM 

pesert. Sehingga para peserta atau 

pelaku UMKM dapat memantau 

pengeluaran dan pendapatan me-

reka. Pembukuan keuangan Seder-

hana dibagi menjadi tiga kelompok 

a. Buku kas pengeluaran 

Buku kas pengeluaran atau 

belanja adalah buku kas yang 

berhubungan 

dengan semua pengeluaran 

atau belanja dalam usaha. 

Seperti yang Anda ketahui 

pengeluaran untuk belanja 

bahan baku, operasional 

maupun gaji karyawan. 

b. Buku kas penjualan/ pema-

sukan 

Buku kas penjualan/pema-

sukan adalah buku kas yang 

berhubungan dengan semua 

penjualan produk yang di 

produksi sebuah usaha. Buku 

kas penjualan berfungsi un-

tuk mencatat dan mengeta-

hui semua uang pemasukan 

atau penjualan yang telah di 

dapat 

c. Buku kas utama 

Buku kas utama ada-

lah Penggabungan antara bu-

ku kas penjualan dengan 

buku kas pengeluaran. Se-

hingga hasil yang di dapat 

antara keuntungan dengan 

kerugian dapat di lihat secara 

jelas di dalamnya. 

Setelah biaya belanja atau 

pengeluaran dan hasil pen-

jualan atau pemasukan di 

gabung jadi satu maka akan 

secara jelas berapa keuntung-

an atau kerugian. Sehingga 

ketikaakan memulai usa-

ha, biasakan dari membuat 

pembukuan keuangan yang 

sederhana seperti contoh 

diatas. Dengen demikian 

akan semakin terbiasa untuk 

lebih teliti dalam mencatat 

keuangan usaha. Karena 

sebuah usaha kecil sangat 

penting sekali untuk tertib 

administrasi untuk perkem-

bangan bisnis. Jika anda tak 

mau repot menulis di buku 

tulis pakai saja aplikasi yang 

membantu Anda mencatat 

keuangan secara otomatis. 

3. Peserta UMKM makanan ringan dan 

UMKM kerajinan bambu menge-

tahui penentuan yang baik dalam 

hal penentuan harga pokok 

penjualan. Harga Pokok Penjualan 

adalah biaya yang muncul dari 

barang yang diproduksi  dan dijual 

dalam kegiatan bisnis. Harga Pokok 

Penjualan pada umumnya ada pada 

perusahaan dagang. Karena 

kegiatan utama perusahaan dagang 

adalah memperjualbelikan barang 

dagangan. 

Harga Pokok penjualan setidaknya 

memiliki dua manfaat diantaranya: 

 Sebagai patokan untuk me-

nentukan harga jual. 

 Untuk mengetahui laba yang 

diinginkan perusahaan. Har-

ga jual yang lebih besar dari 
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harga pokok penjualannya 

akan memperoleh laba, dan 

sebaliknya harga jual yang 

lebih rendah dari harga 

pokok penjualan akan 

mengalami kerugian. 

Secara sederhana Harga pokok 

penjualan adalah biaya yang dike-

luarkan untuk memperoleh barang 

dagang atau bisa juga disebut harga 

perolehan dari barang yang dijual. 

Penghitungan HPP merupakan 

perbandingan seluruh biaya yang di 

keluarkan untuk mendapatkan 

barang yang di jual  dengan hasil 

dari barang-barang yang di jual 

(nilai-nilai dan harga jual). 

Unsur yang mempengaruhi Laporan 

Harga Pokok Penjualan adalah 

 persediaan barang dagangan 

awal (+) 

 pembelian barang dagangan 

(+) 

 beban angkut pembelian (+) 

 retur pembelian dan 

pengurangan harga (–) 

 potongan pembelian (–) 

 persediaan barang dagangan 

akhir (–) 

 

1. Menghitung Pembelian Bersih 

Unsur-unsur menghitung pembelian 

bersih diantaranya adalah: 

– pembelian kotor, 

– biaya angkut pembelian, 

– retur pembelian dan pengurangan 

harga, 

– retur pembelian, 

– potongan pembelian. 

 

Rumus pembelian bersih : 

(Pembelian + Ongkos Angkut 

Pembelian) – (Return Pembelian + 

Potongan Pembelian) = Pembelian 

Bersih 

 

2. Menghitung Persediaan Barang 

Rumus persediaan barang : 

Persediaan Awal+Pembelian Bersih 

= Persediaan Barang 

 

 

3. Menghitung Harga Pokok Penjualan 

Tabel 3.1 Perhitungan Harga Pokok Penjualan 
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Tabel 3.2 Perhitungan Harga pokok Penjualan 2 

KESIMPULAN 

1. Kegiatan pengabdian masya-

rakat yang terprogram dan 

berkelanjutan akan mening-

katkan pengetahuan bagi 

UMKM di Desa Balesari 

Kecamatan Windusari Kabu-

paten  Magelang terkait pen-

tingnya sistem pembukuan 

2. Kegiatan pengabdian masya-

rakat akan meningkatkan pe-

ngetahuan bagi UMKM di 

Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Mage-

lang terkait penggunaan sis-

tem  pembukuan sederhana 

3. Pembentukan UMKM yang 

lebih memiliki kemampuan 

dalam hal harga pokok pen-

jualan 
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Abstrak 

 

Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan 

aturan  perpajakan bagi UMKM,  telah mengeluarkan PP No.46 tahun 2013, tepatnya 

berlaku mulai 1 Juli 2013. Pajak di PP ini dihitung dari omzet setiap bulannya sebesar 

1% dan bersifat final. Kategori UMKM adalah wajib pajak yang omzetnya atau 

peredaran usahanya tidak melebihi dari Rp. 4,8 milyar per tahun. Adapun tujuan dari  

penelitian ini untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak dan  penerimaan 

pajak penghasilan selama delapan belas bulan sebelum dan sesudah penerapan PP 

No.46 Tahun 2013,  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari serta 

UMKM yang mana yang diuntungkan dengan berlakunya PP 46 tahun 2013. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diperoleh dari beberapa sumber, yang paling utama adalah berasal dari KPP 

Pratama Semarang Gayamsari. Analisis data menggunakanAplikasi SPSS 19. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan di KPP 

Pratama Semarang Gayamsari. Setelah penerapan PP 46 Tahun 2013, pertumbuhan 

jumlah wajib pajak UMKM meningkat di awal tahun 2014. Hasil menunjukkan bahwa 

jumlah rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan setelah diterapkannya PP 46 Tahun 

2013 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diterapkannya peraturan tersebut. 

Sedangkan UMKM yang mana yang diuntungkan dengan berlakunya PP46 tahun 

2013, yaitu pajak dikenakan atas dasar tarif 1% dari omzet dan bersifat final. Jika 

UMKM dengan tingkat keuntungan lebih dari 8%, maka PP46 tahun 2013 lebih 

menguntungkan karena pajak yang dibayar lebih rendah, jika dibandingkan dengan 

tarif  PPh Umum. Tetapi jika tingkat keuntungan UMKM lebih rendaf dari 8%, maka 

pajak yang dibayar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan tarif 

umum. Jumlah pajak akan sama baik menggunakan tarif PP 46 tahun 2013 atau tarif 

umum ketika tingkat laba sebesar 8%. Bagi UMKM yang baru berdiri dan belum 

memperoleh keuntungan merasa bahwa dengan ditetapkannya pajak 1% dari omzet 

melalui PP46 merasa tidak adil, karena UMKM merasa untung saja belum sudah 

dikenakan pajak. 

Kata Kunci : Pajak penghasilan, PP 46 tahun 2013, UMKM 
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1. PENDAHULUAN 

Pemerintah terus berusaha me-

lakukan kegiatan pembangunan nasio-

nal secara bertahap yang bertujuan 

untuk mensejahterakan rakyat. Pemba-

ngunan nasional yang dilakukan dapat 

berupa perbaikan sarana dan prasarana 

serta infrastruktur publik yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk 

melakukan pembangunan, pemerintah 

perlu memikirkan kembali langkah apa 

yang dapat ditempuh untuk mengum-

pulkan dana, sehingga tidak lagi ber-

gantung dengan dana dari pihak ke-

tiga. Salah satu langkah yang dapat 

ditempuh untuk mengumpulkan dana 

pembangunan negara adalah dengan 

meningkatkan sumber penerimaan ne-

gara sehingga dalam membiayai pem-

bangunan dapat dilakukan dengan 

mandiri. Sumber dana dalam negeri 

yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan nasional berasal dari 

sektor perpajakan. Waluyo (2012:2) 

menyatakan bahwa pajak merupakan 

salah satu sumber pembiayaan negara 

untuk membiayai pembangunan nasio-

nal untuk kepentingan bersama. Pene-

rimaan negara dari sektor pajak diama-

natkan kepada Kementerian Keuangan 

yang dalam hal ini adalah Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). 

Berdasarkan hasil riset yang 

dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) 

pada tahun 2013, diketahui penerimaan 

pajak mencapai Rp 921,4 triliun atau 

75,48 persen dari total pendapatan 

negara.  Selain itu, pada enam tahun 

terakhir rata-rata pajak memberikan 

kontribusi sebesar 73,52 persen dari 

total pendapatan negara. Hal tersebut 

membuktikan bahwa penerimaan nega-

ra yang berasal dari sektor perpajakan 

tetap menjadi primadona bagi Indone-

sia dalam rangka mewujudkan pem-

bangunan nasional. 

Mustikasari (2007) dalam Corry 

(2013) menyatakan bahwa di Indonesia 

masihmenunjukkan adanya tax gap 

yaitu kesenjangan antara penerimaan 

pajak yang seharusnya terhimpun de-

ngan realisasi penerimaan pajak yang 

dapat dikumpulkan setiap tahunnya. 

Hal tersebut menyimpulkan bahwa 

meskipun angka penerimaan pajak 

yang tertera di dalam APBN terlihat 

besar sesungguhnya penerimaan pajak 

di Indonesia masih rendah.  Target 

penerimaan pajak yang terus mening-

kat menuntut DJP untuk mengoptimali-

sasikan penerimaan pajak yang dipatok 

diatas seribu triliun atau mencapai 

Rp1.310,2 triliun pada APBN 2014.  

Angka ini naik sebesar Rp117,2 triliun 

atau tumbuh sekitar 9,8 persen diban-

dingkan dengan target pajak dalam 

APBN-P 2013 sebesar Rp 1.192,9 triliun.  

Reformasi pajak adalah salah satu 

upaya yang telah dilakukan dalam 

rangka meningkatkan jumlah peneri-

maan pajak. Reformasi sendiri berarti 

perubahan yang mendasar.Suatu sis-

tem perpajakan hendaknya memiliki 

sifat quasi constitutional. Yang berarti 

sistem tersebut berlaku dalam jangka 

panjang dan tidak dapat sebentar-

sebentar dilakukan reformasi. Salah 

satu bentukprogram kerja strategis DJP 

adalah memperluas basis pajak, terma-

suk kepada sektor-sektor yang selama 
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ini tidak terlalu banyak digali potensi-

nya. Menurut DJP, sektor-sektor yang 

akan digalipotensinya karena belum 

tersentuh secaramaksimal diantaranya 

sektor UMKM, yaitu pelaku Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah yang 

memilikitempat usaha di pusat-pusat 

perbelanjaan dansektor properti. 

Perekonomian Indonesia se-

sungguhnya secara riil digerakkan oleh 

parapelaku UMKM.Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) adalah meru-

pakan sektor ekonomi yang mempun-

yai peran cukup besar dalam perekeno-

mian nasional. Berdasarkan data Pro-

duksi Domestik Bruto (PDB) tahun 

2011, UMKM mempunyai kontribusi 

kurang lebih 57% total PDB. Namun 

demikian apabila dibandingkan dengan 

kontribusi UMKM terhadap peneri-

maan pajak, terdapat miss-matchdimana 

kontribusi UMKM pada penerimaan 

perpajakan sangat kecil, yaitu kurang 

lebih 0.5% daritotal penerimaan pajak. 

Menurut Direktur Penyuluhan Pelaya-

nan dan Hubungan Masyarakat (P2Hu-

mas) Ditjen  Pajak, Kismantoro Petrus, 

pada tahun 2012 kontribusi UMKM 

terhadap total perekonomian sekitar 

57,94 persen, tetapi kontribusinya ter-

hadap penerimaan negara dari pajak 

tergolong kecil yaitu sebesar 0,7 persen 

(Admin: www.sindonews.com, 28 Juni 

2013).Dan fakta di lapangan menunjuk-

kan tumbuhnya UMKM tidak seiring 

dengan jumlah kenaikan penerimaan 

pajak (Setyaningsih, 2013). Jumlah 

UMKM yang dari tahun ke tahun 

semakin meningkat, memberikan pelu-

ang kepada pemerintah untuk membi-

dik sektor ini dalam upaya ekstensifika-

si pajak. Ketidakimbangan kontribusi 

UMKM tersebut merupakan suatu indi-

kasi bahwa tingkat ketaatan UMKM 

dalam memenuhi kewajiban perpaja-

kan masih sangat rendah. Dari besar-

nya penerimaan negara yang berasal 

dari sektor UMKM,  maka akan berpo-

tensi besar pula jumlah penerimaan 

pajak dari sektor tersebut. Namun, hal 

tersebut tidak mudah karena dimung-

kinkan adanya berbagaipenafsiran dari 

Wajib Pajak UMKM dalam hal perpaja-

kannya. 

Menanggapi hal itu maka baru-

baru ini pemerintah merubah lagi 

peraturan perpajakan atas penghasilan 

dari usaha Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu.Peraturan ter-

sebut tertuang dalam Peraturan Peme-

rintah No. 46 Tahun 2013 yang berlaku 

mulai 1 Juli 2013.Peraturan perpajakan 

yang baru ini memiliki kelebihan yaitu 

tarif yang dianut lebihkecil dari tarif 

yang sebelumnya yaitu 1% dari 

omset.PP No.46 Tahun 2013 berlaku 

untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / 

atau Badan yang memiliki penghasilan 

bruto tertentu, yaitu penghasilan yang 

kurang dari 4,8 miliar rupiah terbatas 

pada penghasilan dariusaha.  

Seperti pada kebanyakan kasus 

adanya perubahan juga menimbulkan 

pro dan kontra. Niat baik pemerintah 

untuk memberikan kemudahan dan pe-

nyederhanaan aturan perpajakan serta 

memberikan kesempatan masyarakat 

untuk berkontribusi dalam penyeleng-

garaan negara sepertinya tidak disam-

but dengan baik oleh masyarakat khu-
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susnya UMKM. Pemerintah berpenda-

pat, bahwa adanya perubahan tarif dan 

dasar perhitungan seharusnya sangat 

menguntungkan bagi Wajib Pajak 

UMKM karena dapat memberi kemu-

dahan dan penyederhanaan cara pem-

bayaran pajak.  Pada kenyataan di 

lapangan, Wajib Pajak UMKM justru 

memberikan respon negatif, karena 

pajak yang dibayarkan lebih besar 

dibandingkan pajak yang dibayar de-

ngan menganut peraturan lama, yaitu 

UU PPh No.36 Tahun 2008. Apalagi 

dengan tidak adanya kompensasi keru-

gian serta tidak adanya PTKP (Pengha-

silan Tidak Kena Pajak), untung rugi 

tetap dikenakan pajak 1% dari omset. 

Sehingga beberapa pelaku UMKM 

menolak atau bahkan pura–pura tidak 

tahu akan adanya peraturan baru 

tersebut. Kalimat “memberi kemuda-

han pembayaran pajak untuk UMKM” 

sepertinya tidak dapat mengajak Wajib 

Pajak UMKM untuk lebih disiplin 

membayar pajak, dibuktikan dengan 

masih banyaknya UMKM yang memi-

liki peredaran bruto tinggi tetapi tidak 

membayar pajak. (Resyniar, 2013) 

Belum banyak dilakukan pene-

litian terkait dengan PP No.46 Tahun 

2013 karena memang peraturan ini 

baru berlaku per tanggal 1 Juli 2013, 

sehingga belum banyak data yang bisa 

diperoleh.  Penelitian mengenai penera-

pan PP No.46 Tahun 2013 terhadap 

tingkat partumbuhan wajib pajak dan 

penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada 

KPP Pratama Manado dilakukan oleh 

Hakim dan Nangoi (2015) menunjuk-

kan bahwa terjadi penurunan pertum-

buhan wajib pajak  dan penerimaan 

pajak masih dalam kategori sangat 

kurang. Beberapa penelitian telah di-

lakukan mengenai penerapan dan 

persepsi wajib pajak terhadap PP no 46 

tahun 2013,  diantaranya oleh Setya-

ningsih dan Ridwan (2013) yang 

menunjukkan bahwa wajib pajak 

UMKM belum memahami perpajakan 

secara umum serta tata cara perhitu-

ngan pajak, dan partisipan merasa 

terbebani dengan berlakunya ketentuan 

PP No.46 tahun 2013 sehingga cende-

rung melakukan negosiasi pajak. 

Penelitian lain dilakukan oleh Syahdan 

dan Rani (2014) yang menunjukkan 

banyaknya resistensi terhadap penge-

naan pajak 1% dari omset, akan tetapi 

UKM merasa lebih nyaman dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya 

sebagaimana turut serta dalam pening-

katan penerimaan negara. Di sisi lain, 

sebelum adanya PP 46 Tahun 2013, 

Mutiah dkk (2011) menunjukkan impli-

kasi dari adanya pajak untuk UMKM. 

Tampaknya dengan adanya pajak  

memberikan dampak atau implykasi 

yang cenderung mengarah pada kere-

potan, mereka merasa banyak yang 

harus dikerjakan terkait adanya pajak 

yang dikenakan.  Hal ini mungkin, 

karena manfaat yang ditimbulkan dari 

adanya pajak itu tidak secara langsung 

dapat mereka rasakan, sehingga para-

digma yang muncul adalah sesuatu 

yang cenderung berkonotasi negatif. 

Penelitian mengenai kemauan memba-

yar pajak salah satunya oleh dilakukan 

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) 

yang menunjukkan bahwa kesadaran 
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membayar pajak berpengaruh positif 

terhadap kemauan membayar pajak. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kesadaran yang dimiliki wajib 

pajak maka semakin meningkatkan 

kemauan membayar kewajiban perpa-

jakan. 

Fenomena hasil penelitian yang 

telah dijelaskan sebelumnya memo-

tivasi peneliti untuk melakukan peneli-

tian lebih lanjut. Penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menganalisis kontri-

busi suatu entitas pajak terhadap pene-

rimaan pajak telah banyak dilakukan. 

Maka yang dilakukan peneliti pada 

penelitian kali ini adalah membahas 

bagaimana efektifitas penerapan PP 46 

Tahun 2013 dan kontribusi wajib pajak 

UMKM dengan membandingkan per-

tumbuhan jumlah wajib pajak dan 

penerimaan pajak sebelum dan sesudah 

diterapkannya peraturan tersebut. Lo-

kasi penelitian adalah KPP Pratama 

Semarang Gayamsari selain untuk 

memberi batasan pada penelitian ini, 

dengan mempertimbangkan wilayah 

kerja KPP Pratama Semarang Gayam-

sari merupakan kawasan industri yang 

dapat mendukung perkembangan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen yaitu pertumbu-

han jumlah wajib pajak (x1) dan 

penerimaan pajak penghasilan (x2) di 

KPP Pratama Semarang Gayamsari 

dengan kurun waktu sebelum dan se-

sudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 

yaitu tahun 2012 - 2014 dengan data 

break down per bulan.Selain dua vari-

able tersebut penulis menambahkan 

analisis diskriptif dengan membuat 

formula untuk mengetahui sebenarnya 

UMKM yang mana yang diuntungkan 

dan UMKM mana yang dirugikan 

dengan adanya PP 46 tahun 2013, 

sebagai jawaban adanya pro dan kon-

tra, karena tidak semua UMKM merasa 

diuntungkan dengan berlakunya PP 46 

tahun 2013. Variabel independen 

adalah kondisi – kondisi atau karakeris-

tik yang oleh peneliti dimanipulasi da-

lam rangka untuk menerangkan hubu-

ngannya dengan fenomena yang diob-

servasi.  

Variabel yang digunakan da-

lam penelitian ini adalah Tingkat Per-

tumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan 
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Pajak  Penghasilan selama tahun 2012 - 

2014. Definisi operasional dari masing – 

masing variabel penelitian sebagai 

berikut :  

1. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib 

pajak 

Tingkat pertumbuhan wajib pajak 

merupakan jumlah wajib pajak 

terdaftar yang terdaftar di KPP 

Pratama Semarang Gayamsari se-

lama kurun waktu 3 tahun  sejak 

Januari tahun 2012 sampai dengan 

Desember 2014. Rentang waktu ini 

dipilih karena PP 46 berlaku mulai 

tanggal 1 Juli 2013, sehingga 

mewakili data jumlah wajib pajak 

terdaftar sebelum dan setelah pene-

rapan PP 46 Tahun 2013.  

2. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan 

Pajak Penghasilan  

Penerimaan pajak penghasilan me-

rupakan realisasi penerimaan pajak 

KPP Pratama Semarang Gayamsari 

selama kurun waktu 3 tahun sejak 

Januari 2012 sampai dengan De-

sember 2014.Rentang waktu ini 

dipilih karena PP 46 berlaku mulai 

tanggal 1 Juli 2013, sehingga jumlah 

penerimaan tersebut menunjukkan 

data sebelum dan setelah penera-

pan PP 46 Tahun 2013.Jumlah 

penerimaan pajak penghasilan 

adalah jumlah penerimaan pajak 

PPh Pasal 25 Orang Pribadi dengan 

kode Mata Anggaran Penerimaan 

(MAP) 41125-100, Pasal 25 Badan 

(kode MAP 41126-100), dan PPh 

Final untuk wajib pajak UMKM ( 

kode MAP 411128-420).  

3. UMKM yang mana yang diuntung-

kan sehubungan dengan PP 46 

Tahun 2013. 

Sehubungan dengan WP ada me-

rasa diuntungkan dan ada yang m-

erasa di rugikan dengan berlakunya 

PP 46 tahun 2013, maka perlu 

dianalisi perhitungan UMKM yang 

bagimana yang diuntungkan dan 

dirugikan dengan menganalisis be-

rapa % keuntungan dari omzet 

untuk mengetahui bahwa UMKM 

tersebut diuntungkan atau dirugi-

kan dengan berlakunya PP 46 tahun 

2014.  

Penelitian ini mengambil studi 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Semarang Gayamsari, dengan 

mempertimbangkan di wilayah kerja 

KPP Pratama Semarang Gayamsari 

yang meliputi KecamatanGenuk, Pedu-

ungan dan Gayamsari merupakan ka-

wasan perdagangan dan industri yang 

dapat mendukung perkembangan Usa-

ha Mikro, Kecil dan Menengah (UM-

KM). KPP Pratama Semarang Gayam-

sari berlokasi di Gedung Keuangan 

Negara (GKN) I,  Jalan Pemuda No.2 

Lantai 2 dan 4, Kota Semarang 

Unit sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan penerimaan 

pajak KPP Pratama Semarang Gayam-

sari dan laporan perkembangan jumlah 

wajib pajak terdaftar. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuali-

tas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelaja-

ri dan kemudian ditarik kesimpulan ( 

Sugiyono 2012: 115). Populasi dalam 

penelitian ini wajib pajak OP dan Ba-

dan yang terdaftar di KPP Pratama 

Semarang Gayamsari. 

Untuk menentukan sampel, 

peneliti menggunakan non probability 

sampling yaitu purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimba-

ngan tertentu. Sampel dalam penelitian 

ini adalah wajib pajak UMKM dalam 

hal ini adalah wajib pajak Orang Priba-

di dan Badan yang memiliki omset 
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kurang dari 4,8 miliar sesuai dengan 

kriteria PP 46 Tahun 2013. 

 

3. PEMBAHASAN 

Nilai mean tingkat partum-

buhan wajib pajak tertinggi dicapai 

oleh kelompok sebelum diterapkannya 

PP No.46 tahun 2013 , sedangkan nilai 

tingkat pertumbuhan wajib pajakmaximum 

berada pada kelompok sebelum di-

terapkannya PP No.46 tahun 2013  se-

besar 873 tetapi nilai tingkat pertumbu-

han wajib pajak minimum berada pada 

kelompok sesudah diterapkannya PP 

No.46 tahun 2013 sebesar 285. 

 

Statistik Deskriptif  tingkat 

pertumbuhan wajib pajak sebelum 

dan sesudah  diterapkannya PP No.46 

tahun 2013 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 

2015 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa ting-

kat pertumbuhan wajib pajak sebelum 

diterapkannya PP No.46 tahun 2013 

mempunyai rata-rata tingkat pertum-

buhan wajib pajak yang lebih tinggi 

dibanding dengan rata-rata tingkat per-

tumbuhan wajib pajak sesudah diterap-

kannya PP No.46 tahun 2013. Hasil uji 

statistik ini mengindikasikan bahwa 

tingkat pertumbuhan wajib pajak sebe-

lum diterapkannya PP No.46 tahun 

2013 diukur dengan jumlah wajib pajak 

yang lebih baik dibanding dengan ting-

kat pertumbuhan wajib pajak sesudah 

diterapkannya diterapkannya PP No.46 

tahun 2013. Pada semester pertama 

tahun 2013, wajib pajak yang men-

daftarkan diri jauh lebih banyak dari-

pada semester kedua. Ini berarti 

dengan adanya PP 46 tahun 2013 tidak 

membuat para pelaku UMKM antusias 

untuk mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak. Tahap ini masih merupakan 

sosialisasi mengenai PP 46 tahun 2013 

kepada para pelaku UMKM. Masih 

banyak pelaku UMKM yang belum 

mendaftarkan diri karena belum 

paham sepenuhnya mengenai kewaji-

ban perpajakan. Pada tahun 2014, 

sudah banyak pelaku UMKM yang 

mempunyai kesadaran untuk men-

daftarkan diri sebagai wajib pajak.Hal 

ini dapat dilihat dari pertumbuhan 

jumlah wajib pajak yang mendaftarkan 

diri di awal tahun 2014. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya PP 

46  tahun 2013 , terdapat pertumbuhan 

jumlah wajib pajak yang cukup signifi-

kan,  akan tetapi peraturan tersebut 

baru berdampak di semester kedua se-

telah pemberlakuan peraturan tersebut 

yaitu di awal tahun 2014. Jumlah 

pelaku UMKM yang mendaftarkan diri 

setelah penerapan peraturan tersebut 

meningkat cukup signifikan dikarena-

kan kegiatan sosialisasi dan ektensifi-

kasi yang dilakukan oleh petugas KPP 

Pratama Semarang Gayamsari  sejak 

diterapkannya peraturan tersebut.  

Penerimaan Pajak Penghasilan 

Nilai mean penerimaan pajak 

tertinggi dicapai oleh kelompok 

sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 

2013 yaitu 3737037361 sedangkan nilai 

Descriptive Statistics

18 255 873 470.11 127.789

18 284 671 400.94 98.269

18

WP sebelum

WP Sesudah

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation
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penerimaan pajak maximum berada 

pada kelompok sebelum diterapkannya  

PP No.46 tahun 2013 sebesar 

2079886409 dan nilai penerimaan pajak  

minimum juga berada pada kelompok 

sesudah diterapkannya  PP No.46 

tahun 2013 adalah sebesar 2079666409. 

 

 

Statistik Deskriptif penerimaan pajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP 46 

Tahun 2013 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukan bah-

wa penerimaan pajak sesudah diterap-

kannya  PP No.46 tahun 2013 mem-

punyai rata-rata penerimaan pajak 

yang lebih tinggi dibanding dengan 

rata-rata penerimaan pajak sebelum 

diterapkannya  PP No.46 tahun 2013. 

Hasil uji statistik ini mengindikasikan 

bahwa penerimaan sesudah  diterap-

kannya  PP No.46 tahun 2013 diukur 

dengan jumlah penerimaan pajak yang 

lebih baik dibanding dengan penerima-

an pajak sebelum diterapkannya  PP 

No.46 tahun 2013.  Dari tabel 4.4 

Penerimaan Pajak Penghasilan KPP 

Pratama Semarang Gayamsari dapat 

dilihat bahwa terdapat kenaikan pene-

rimaan pajak yang cukup tinggi setelah 

diberlakukannya PP 46 Tahun 2013. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan PP 46 tahun 2014 

memberikan peningkatan penerimaan 

pajak penghasilan yang cukup signifi-

kan di KPP Pratama Semarang 

Gayamsari. 

 

4. SIMPULAN 

Dengan semakin adanya kese-

derhanan dan kemudahan atas peng-

hitungan, penyetoran dan pelaporan 

pajak terutang dapat membantu wajib 

pajak UMKM  dalam menjalankan ke-

wajiban perpajakan sehingga akan 

mendorong kepatuhan sukarela wajib 

pajak dan tentu saja meningkatkan 

kontribusinya terhadap penerimaan 

negara.Dari hasil pembahasan yang 

telah dibahas sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. PP Nomor 46 ini sejatinya mengan-

dung tiga tujuan utama kemudahan 

tertib administrasi, transparansi 

dan peningkatan kontribusi masya-

rakat dibidang pembangunan.Oleh 

karena itu sudah selayaknya PP 46 

dijadikan instrumen untuk menu-

tup defisit penerimaan pajak di 

tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak 

setempat. 

Descriptive Statistics

18 296450617 10814557278 2249811986 2337124819

18 2079886409 9443608180 3787037361 1960896784

18

Penerimaan sebelum

penerimaan sesudah

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation
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2. Dengan penerapan PP 46 Tahun 

2013, pelaku UMKM yang sudah 

terdaftar dan rutin membayarpajak, 

memudahkan mereka dalam meng-

hitung,membayar, dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya. Jumlah 

pajak yang dibayarkan oleh pelaku 

UMKM akanberkurang bila diban-

dingkan dengan penghitungan 

menggunakan Pasal 17 Undang-

Undang PajakPenghasilan. UMKM 

akan mendapatkan NPWP. Dengan 

mendapatkan NPWP, pelaku 

UMKM tersebut akan beralih dari 

usaha informal menuju usaha 

formal. Maka usaha tersebut akan 

mendapatkan akses ke lembaga 

keuangan. UMKM akan memiliki 

akses kredit perbankan untuk 

mengembangkan usahanya menjadi 

perusahaan menengah kemudian 

menjadi besar. 

3. Terdapat perbedaan antara tingkat 

pertumbuhan wajib pajak sebelum 

dan sesudah diterapkannya PP No. 

46 Tahun 2013. Tingkat pertumbu-

han jumlah Wajib Pajak PP No. 46 

setiap bulannya terus mengalami 

peningkatan. Dengan demikian hal 

ini menunjukkan bahwa upaya 

ekstensifikasi yang dilakukan oleh 

KPP Pratama Semarang Gayamsari 

untuk  menjaring wajib pajak 

UMKM bisa dikatakan tercapai 

dengan baik. 

4. Terdapat perbedaan antara peneri-

maan pajak sebelum dan sesudah 

diterapkannya PP No. 46 Tahun 

2013. Dengan kontribusi yang 

diberikan oleh wajib pajak UMKM, 

penerimaan pajak penghasilan di 

KPP Pratama Semarang Gayamsari 

mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan.Hal ini menunjukkan 

efektivitas penerapan PP 46 Tahun 

2013 bagi wajib pajak UMKM 

sekaligus bagi realisasi penerimaan 

pajak KPP Pratama Semarang 

Gayamsari. 

5. Sedangkan UMKM yang mana 

yang diuntungkan dengan ber-

lakunya PP46 tahun 2013, yaitu 

pajak dikenakan atas dasar tarif 1% 

dari omzet dan bersifat final. Jika 

UMKM dengan tingkat keuntungan 

lebih dari 8%, maka PP46 tahun 

2013 lebih menguntungkan karena 

pajak yang dibayar lebih rendah, 

jika dibandingkan dengan tarif  PPh 

Umum. Tetapi jika tingkat keuntu-

ngan UMKM lebih rendaf dari 8%, 

maka pajak yang dibayar akan lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan 

menggunakan tarif umum. Jumlah 

pajak akan sama baik mengguna-

kan tarif PP 46 tahun 2013 atau tarif 

umum ketika tingkat laba sebesar 

8%.  

6. Bagi UMKM yang  usahanya masih 

rugi dan masih awal-awal usaha 

merasa bahwa Pajak 1% dari omzet 

yang ditetapkan melalui PP46, 

menganggap tidak adil karena, 

untung saja belum sudah dikena-

kan pajak. 

 

Keterbatasan dalam penelitian 

ini periode penelitian yang terlalu 

singkat, dikarenakan PP 46 Tahun 2013 

ini baru berlaku, jadi sampel yang 

digunakan terlalu sedikit. Selain itu 

tidak ada keterlibatan dari pelaku 

UMKM secara langsung untuk menge-

tahui pendapat mereka. 

 

Saran untuk peneliti berikutnya: 

1.  Peneliti berikutnya agar mengguna-

kan periode waktu yang lebih lama 

misalnya kurun waktu tahunan. 

Dengan periode waktu penelitian 

yang lebih lama diharapkan dapat 

memonitor bagaimana dampak pe-
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rubahan Undang-Undang perpaja-

kan yang baru terhadap penerimaan 

pajak. 

2. Keterlibatan para wajib pajak secara 

langsung. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui pendapat mereka ten-

tang perubahan aturan tersebut. 

3. Penelitian yang melibatkan wajib 

pajak secara langsung juga dapat 

mencari tahu masalah-masalah apa 

saja yang dihadapi oleh wajib pajak 

terkait dengan tata cara pembayaran 

pajak. Hal tersebut nantinya dapat 

dijadikan masukan bagi kantor-

kantor pelayanan pajak, tidak hanya 

di Semarang  tetapi juga di daerah 

lain. Tujuannya adalah untuk mem-

berikan pelayanan terbaik bagi wajib 

pajak dan wajib pajak menjadi 

nyaman dan taat dalam membayar 

pajak. 

4. Sebagai warga Negara yang baik, 

sebaiknya selalu mendukung prog-

ram pemerintah melalui peningka-

tan kepatuhan wajib pajak dengan 

membayar pajak yang semestinya. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model pendampingan penulisan 

PTK dengan pendekatan Research Clinic  yang layak untuk meningkatkan profesionalitas guru 

IPS. Metode penelitian Research and Development (R&D). Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner/angket, wawancara, studi dokumentasi, observasi, dan FGD. Uji 

validitas menggunakan validasi model dilakukan oleh pakar, praktisi dan ahli. Teknik analisis 

data menggunakanteknik analisis kuantitatif dan kualitatatif.  Sedangkan analisis data deskriptif 

kualitatif, peneliti menggunakan display data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan 

kesimpulan. Simpulan penelitian bahwa model manajemen pendampingan yang selama ini 

dilaksanakan dalam kategori baik; Model manajemen pendampingan PTK dengan pendekatan 

Research Clinic sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalitas guru IPS 

SMP Negeri di Kabupaten Pati. 

 

Kata kunci: Pengembangan Model Manjemen, Pendampingan,  PTK, Research Clinic. 

    

Abstract 

 

This study aims to build a mentoring model. Classroom-Based Action Research (CAR) 

with a Research Clinic approach appropriate to improve the professionalism of Social Science 

teachers. Research Methods Research and Development (R & D). Technical data using 

questionnaire/questionnaire, interview, documentation study, observation, and Focus Group 

Discussion (FGD). Validity test using validation model by experts, practitioners and experts. 

Data analysis techniques using quantitative and qualitative analysis techniques. Analysis of 

qualitative descriptive data, research using data view, data reduction, data verification and 

withdrawal. The research conclusion is the management model of mentoring which has been 

implemented in good category; The model of CAR mentoring management with Clinical 

Research approach is very important and needed to improve the professionalism of Social 

Science teachers of Senior High Scool in Pati.  

 

Keywords: Development of Management Model, Mentoring, Classroom-Based Action 

Research (CAR), and Research Clinic 
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1. PENDAHULUAN 

Budaya meneliti dan menulis 

dikalangan guru belum tumbuh dan 

berkembang sesuai harapan. Hal ini, 

terbukti dari minimnya penelitian yang 

dihasilkannya. Faktor rendahnya buda-

ya meneliti disebabkan masih lemah-

nya kesadaran dan sudut pandang 

guru dalam memahami arti pentingnya 

penelitian. Sanjaya (2013:17) berpanda-

ngan bahwa guru tidak hanya bertugas 

menyampaikan ilmu pengetahuan 

(transfer of knowledge) saja, tetapi ditun-

tut berperan sebagai researcher/peneliti. 

Print (2003:16) peran guru sebagai 

researcherdibutuhkan untuk mendu-

kung efektivitas kinerja pembelajaran-

nya serta membangun citra positifnya 

di bidang penelitian pendidikan baik 

dalam bentuk kualitatif, kuantitatif 

maupun penelitian tindakan kelas 

(PTK).  

Profesionalitas guru dalam ber-

PTK menjadi sebuah tuntutan untuk 

kepentingan penilaian kinerja guru 

(PKG) dan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB). Keluarnya, Pera-

turan Menteri Pendayagunaan Apara-

tur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2009, tentang jabatan 

guru dan angka kreditnya, menggaris-

kan bahwa seorang guru wajib melaku-

kan kegiatan pengembangan keprofe-

sian berkelanjutan (PKB), yang meliputi 

sub unsur pengembangan diri, salah 

satunya adalah melaksanakan peneliti-

an tindakan kelas (PTK). Dari hasil 

pengamatan peneliti di lapangan me-

nunjukkan bahwa, upaya meningkat-

kan kemampuan profesionalitas guru 

dalam berPTK sudah banyak dilakukan 

di Kabupaten Pati, antara lain: work-

shop, Bintek (Bimbingan Teknis), 

pelatihan, dan  IHT (In House Training). 

 Berdasarkan hasil studi penda-

huluan diperoleh gambaran kondisi 

pendampingan PTK yang selama ini 

dilaksanakan di Kabupaten Pati, antara 

lain:      (1) perencanaan pendampingan 

PTK masih kurang, baik dari aspek tu-

juan, sasaran, program kerja dan keter-

libatan para pihak; (2) pelaksanaan 

pendampingan PTK masih lemah, baik 

dalam aspek koordinasi antar pihak, 

kerjasama antar pihak, dan keterlaksa-

naan kegiatan pendampingan; (3) 

evaluasi pendampingan PTK belum 

menyeluruh baik dari aspek instrumen 

maupun tindak lanjut; (4) pendamping,    

dilihat dari aspek kompetensi, kualifi-

kasi, kemampuan dalam melaksanakan 

tugas dan penggunaan strategi dalam 

pendampingan PTK masih kurang dan 

belum optimal;    (5) peserta pendampi-

ngan (guru IPS), dilihat dari aspek 

kompetensi,  kualifikasi dan komitmen 

dalam menyelesaikan tugas-tugas 

dalam pendampingan PTK masih 

kurang;  (6) sarana prasarana masih 

kurang dan terbatas baik dari aspek 

tempat, buku panduan, dan media;(7) 

materi pendampingan PTK masih 

bersifat umum, kurang spesifik dan 

relevan baik dari aspek metodologi, 

teori pembelajaran, teori bidang studi 

ke-IPS-an, analisis data dan tata tulis 

ilmiah. (8) waktu pendampingan sedi-

kit sehingga ketercukupan waktu 

dalam menyelesaikan tugas pendam-

pingan PTK.    

Data MGMP IPS Kabupaten Pati 

menunjukkan kemampuan guru dalam 

PTK  masih rendah. Dari hasil pelati-

han PTK tahun 2015 yang dilaksanakan 

oleh MGMP IPS terhadap 50 orang 

guru baru 10 (20%) yang mampu 

praktik menyusun PTK  dengan baik 

sedangkan 40 (80%) masih mengalami 
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kesulitan. Hasil penelitian lisnawati 

(2013:15) menjelaskan bahwa kemam-

puan guru IPS di Kabupaten Pati masih 

rendah. Hal ini terbukti: kemampuan 

guru dalam membuat judul (65,3%), 

menyusun latar belakang, dan perumu-

san masalah (56,2%), kajian teori, 

kerangka berpikir dan hipotesis tinda-

kan (70,2%), metodologi penelitian 

(55,4%), hasil dan pembahasan (69,3%), 

simpulan saran nilai yang diperoleh 

(75,2%). 

Idealnya pendampingan harus 

memberikan solusi secara konkrit 

untuk pendampingan PTK; (3) teknik 

observasi dengan instrumen lembar 

observasi, digunakan untuk mengamati 

kegiatan penyelenggaraan pendampi-

ngan penulisan PTK; (4) teknik studi 

dokumentasi dengan instrumen field 

research digunakan untuk mencatat 

dokumen; (5) teknik Focus Group 

Discussion (FGD), instrumen yang 

digunakan adalah lembar evaluasi, 

refleksi, dan saran. 

Teknik analisis data mengguna-

kan teknik analisis kuantitatif dan 

kualitatatif.  Teknik analisis kuantitatif 

digunakan untuk pengelompokan/ 

pengkategorian data yang dilakukan 

berdasarkan pedoman konversi skala 

empat (skala Likert), pengelompokan 

kategori skor data masing-masing 

instrumen. Sedangkan analisis data 

deskriptif kualitatif, peneliti meng-

gunakan display data, reduksi data, 

verifikasi data dan penarikan kesim-

pulan.  

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian penda-

huluan terhadap manajemen pendam-

pingan  PTK selama ini diperoleh gam-

baran bahwa secara umum dipersepsi 

responden baik.  Hal ini didasarkan 

pada hasil distribusi jawaban respon-

den tentang  kinerja sistem manajemen 

dan komponen sistem manajemen pen-

dampingan PTK. Kinerja sistem  mana-

jemen meliputi: perencanaan, pelaksa-

naan, evaluasi dan tindak lanjut secara 

total berkategori baik dengan rerata 

skor sebesar 109,25 berada pada 

rentang (95-123). Kategori baik tersebut 

terdistribusi untuk variabel perencana-

an pendampingan diperoleh hasil rata-

rata 41,10 berada pada rentang  (35-45) 

dalam kategori baik. Pelaksanaan pen-

dampingan PTK diperoleh nilai rerata  

sebesar 46,35 berada pada rentang 39-

51 dalam kategori baik. Evaluasi dan 

tindak lanjut diperolen nilai rerata skor 

sebesar 21,90 berada pada rentang 19-

25 dalam kategori baik.  

Komponen sistem pendampi-

ngan PTK bagi guru IPS di Kabupaten 

Pati yang selama ini dilaksanakan 

meliputi: pendamping PTK, peserta 

pendampingan PTK, sarana dan prasa-

rana pendampingan PTK, materi pen-

dampingan PTK, dan waktu pendampi-

ngan PTK. Secara umum total kompo-

nen sistem dipersepsikan oleh respon-

den dalam kategori baik, dengan rerata 

skor sebesar  167,10 berada pada ren-

tang (147-191). Kategori baik tersebut, 

terdistribusi pada jawaban responde 

untuk variabel  pendamping PTK di-

peroleh hasil rerata nilai sebesar 41,00 

berada pada rentang (35-45) dalam 

kategori baik; peserta pendampingan 

PTK diperoleh hasil rerata nilai sebesar 

34,10 berada pada rentang (31-41) 

dalam kategori baik; sarana dan 

prasarana diperoleh hasil rerata nilai 

sebesar 25,85 berada pada rentang (21-

28) dalam kategori baik; materi 

pendampingan PTK diperoleh hasil 

rerata sebesar 43,75 berada pada 
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rentang (37-48) dalam kategori baik; 

waktu pendampingan PTK diperoleh 

hasil rerata nilai sebesar 22,40 berada 

pada rentang (19-25) dalam kategori 

baik. Temuan hasil penelitian pendahu-

luan mengenai kondisi fakual pendam-

pingan penulisan PTK bagi guru IPS 

SMP Negeri di Kabupaten Pati dapat 

disajikan dalam bentuk diagram  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Pengembangan model manajemen pen-

dampingan PTK dengan pendekatan 

Research Clinic bagi guru IPS SMP 

Negeri di Kabupaten Pati didapatkan 

dari hasil analisis kebutuhan yang 

meliputi: analisis kinerja sistem, kom-

ponen sistem dan pendekatan Research 

Clinic. Secara total dari hasil analisis 

kebutuhan pendampingan PTK dengan 

Research Clinic dalam kategori sangat 

penting dengan rerata skor sebesar 

471,05 berada pada rentang (565-665).  

Kategori sangat penting tersebut 

terdistribusi untuk aspek kinerja sistem 

manajemen pendampingan PTK yang 

meliputi: analisis kebutuhan perenca-

naan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak 

lanjut berkategori sangat penting, 

dengan rerata skor sebesar 135, berada 

pada rentang (124-152) dalam kategori 

sangat penting. Kategori sangat penting 

tersebut terdistribusi variabel analisis 

kebutuhan perencanaan pendampingan 

diperoleh hasil rata-rata 50,10 berada 

pada rentang  (46-56) dalam kategori 

sangat penting. Analisis kebutuhan pe-

laksanaan pendampingan PTK dipero-

leh nilai rerata  sebesar 56,80 berada 

pada rentang (52-64) dalam kategori 

sangat penting. Analisis kebutuhan 

evaluasi dan tindak lanjut diperolen 

nilai rerata skor sebesar 28,35 berada 

pada rentang (26-35) dalam kategori 

sangat penting. 

Aspek komponen sistem mana-

jemen pendampingan PTK secara total 

berkategori sangat penting dengan 

rerata skor sebesar 212 berada pada 

rentang     (192-236). Kategori sangat 

penting tersebut terdistribusi pada 

variabel analisis kebutuhan pendam-

ping dengan rerata skor sebesar 51,15 

berada pada rentang (46-56) dalam 

kategori sangat penting. Analisis 

kebutuhan peserta pendampingan de-

ngan rerata skor sebesar 47,70 berada 

pada rentang (42-52) dalam kategori 

sangat baik. Analisis kebutuhan sarana 

dan prasarana diperoleh rerata skor 

sebesar 31,90 berada pada rentang (29-

36) dalam kategori sangat penting. 

Analisis kebutuhan materi pendampi-

ngan PTK diperoleh rerata skor sebesar 

54,05 berada pada rentang (49-60). 

Analisis kebutuhan waktu pendampi-

ngan PTK diperoleh rerata skor sebesar 

28,00 berada pada rentang (26-32). 

Aspek analisis kebutuhan pendekatan 

Research Clinic diperoleh rerata skor  

sebesar 123,40 berada pada rentang 

(117-144) dalam kategori sangat pen-

ting. Temuan desain model pendampi-

ngan PTK dengan pendekatan Research 

Clinic bagi guru IPS SMP Negeri di 

Kabupaten Pati di sajikan berikut. 
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Model manajemen pengemba-

ngan pendampingan PTK dengan pen-

dekatan Research Clinic bagi guru IPS 

SMP Negeri di Kabupaten Pati ternyata 

respon merespon sangat positif. Hal ini 

terbukti rerata skor dari hasil analisis 

kebutuhan pendampingan PTK dipero-

leh rerata sebesar 471,05 berada pada 

rentang rentang (565-665) dalam kate-

gori sangat penting.  

 

3. SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dikemukakan simpulan 

bahwa: (1) model manajemen pendam-

pingan PTK bagi guru IPS SMP Negeri 

di Kabupaten Pati selama ini dalam 

kategori baik; (2) pengembangan model 

manajemen pendampingan PTK de-

ngan pendekatan Research Clinic  sangat 

penting dan dibutuhkan oleh guru IPS 

SMP Negeri di Kabupaten Pati. 

 Berdasarkan simpulan hasil pe-

nelitian di atas, maka terdapat bebe-

rapa saran yang perlu diimplikasikan 

adalah sebagai berikut: (1) guru IPS 

hendaknya senantiasa meningkatkan 

kompetensi dan kualifikasinya dalam 

berPTK untuk keperluan pengemba-

ngan keprofesian berkelanjutan (PKB); 

(2) MGMP IPS sebagai wadah organi-

sasi bagi guru IPS hendaknya mem-

fasilitasi dan mengadakan pembinaan 

untuk pengembangan diri guru. (3) 

Guru Inti sebagai pendamping hendak-

nya meningkatkan kompetensi dan 

kualifikasinya serta memberikan pen-

dampingan PTK secara tuntas; (4) 

Kepala sekolah hendaknya memberi-

kan kemudahan dalam hal perijinan 

dan akomodasi bagi guru yang hendak 

mengikuti pendampingan PTK; (5) 

pengawas rumpun IPS hendaknya 

menigkatkan pembinaan dan monito-

ring serta evaluasi kegiatan guru, 

MGMP IPS dalam pengembangan diri. 

untuk meningkatka.  
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Abstrak 

 

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki 17.504 pulau dengan panjang pantai 

mencapai 95.181 km
2
 serta luas wilayah laut sebesar 5,4 juta km

2
 dari total luas teritorian 

Indonesia sebesar 7,1 juta km
2
. Terdapat 12.827 desa yang berada di wilayah tepi laut. 

Wilayah laut yang luas, ternyata belum mampu untuk mendongkrak perekonomian di 

Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari PDB Indonesia, dimana sektor perikanan, hanya tumbuh 

sebesar 5.15 persen. Wilayah laut juga belum bisa mensejahterakan para nelayan. Nilai Tukar 

Petani (NTP) sektor Nelayan dan Pembudidaya Ikan bulan Oktober 2017 berkisar 104,62. 

Meskipun NTP sektor ini lebih tinggi daripada NTP total yaitu 102,78, akan tetapi kesejahteraan 

nelayan belum maksimal. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Oktober 2017 sebesar 111,77  

Gerakan gemari yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak serta merta mendongkrak 

konsumsi ikan dari masyarakat Indonesia. Konsumsi kalori yang berasal dari konsumsi ikan, 

baru berkisar 2,32 persen. Konsumsi bahan makanan pokok, masih mendominasi sebagian besar 

tingkat konsumsi makanan masyarakat Indonesia. Menariknya, konsumsi rokok mendominasi 

pengeluaran rumah tangga. 

Produksi perikanan tangkap masih lebih kecil dari produksi perikanan budidaya. Selama 

tahun 2015 perikanan budidaya memproduksi sebesar 15.634 ton ikan, sedangkan untuk 

perikanan tangkap memproduksi sebesar 6.678 ton ikan. 

Potensi laut di Indonesia belum termanfaatkan secara maksimal mengingat laut merupa-

kan aset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

Kata Kunci : laut, perikanan, ekonomi, potensi 

 

 

 

Abstract 

 

Indonesia as an archipelagic country, has 17,504 islands with coastal length reaching 

95,181 km2 and sea area of 5.4 million km2 from total Indonesian territorial area of 7.1 million 

km2. There are 12,827 villages in the seaside region. 

The vast sea area, it has not been able to boost the economy in Indonesia. This can be 

seen from the GDP of Indonesia, where the fishery sector, only grew by 5.15 percent. Marine 

territory also has not been able to prosper the fishermen. Farmer's Farmer Exchange Rate 

(NTP) of Fisherman and Fish Cultivation in October 2017 is around 104.62. Although the NTP 

sector is higher than the total NTP of 102.78, but the welfare of fishermen has not been 

maximized. The Fisherman Exchange (NTN) exchange rate in October 2017 was 111.77 

The fun movement proclaimed by the government, does not necessarily boost the 

consumption of fish from the people of Indonesia. Consumption of calories derived from fish 

consumption, only about 2.32 percent. Consumption of staple food, still dominates most of the 

level of food consumption of Indonesian society. Interestingly, cigarette consumption dominates 

household expenditure. 
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Capture fishery production is still smaller than the production of aquaculture fishery. During 

2015 aquaculture produces 15,634 tons of fish, while for capture fishery produces 6,678 tons of 

fish. 

The sea potential in Indonesia has not been fully utilized since the sea is a huge asset 

for Indonesia's economic growth. 

 

Keywords: marine, fishery, economy, potential 
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Laut Dan Perekonomian Berbasis Ke-

lautan  

Indonesia sebagai negara kepu-

lauan, memiliki 17.504 pulau dengan 

panjang pantai mencapai 95.181 km2 

serta luas wilayah laut sebesar 5,4 juta 

km2 dari total luas teritorian Indonesia 

sebesar 7,1 juta km2. Terdapat 12.827 

desa yang berada di wilayah tepi laut.  

  

Produk Domestik Bruto Pada Sub-

sektor Perikanan  

Laut yang begitu luas ini, me-

miliki potensi yang besar untuk men-

dongkrak perekonomi Indonesia. Di-

lihat dari Produk Domestik Bruto, 

subsektor perikanan di Indonesia ter-

catat berproduksi sebanyak 317.091,8 

milliar rupiah pada tahun 2016 dan 

memberi sumbangan sebesar 2,56 

persen terhadap total seluruh PDB. 

Subsektor perikanan itu sendiri menca-

kup perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya. Dibandingkan dengan tahun 

2015, produksi perikanan dari sisi PDB 

naik sebesar 9.75 persen.  

Perekonomian Indonesia tahun 

2016 secara keseluruhan tumbuh se-

besar 5,02 persen. Dilihat dari 17 sektor 

yang terdapat dalam PDB, sektor jasa 

keuangan dan asuransi memiliki per-

tumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,90 

persen. Disusul oleh sektor informasi 

dan komunikasi yaitu sebesar 8,87 

persen. Sedangkan 3 sektor yang me-

miliki pertumbuhan terkecil adalah 

sektor pertambahan dan penggalian 

yang tumbuh sebesar 1,06 persen, 

sektor administrasi pemerintah, perta-

hanan, dan jaminan sosial wajib tum-

buh sebesar 3,19 persen, disusul 

dengan sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan yang tumbuh sebesar 

3.25 persen.  

Sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan terdiri dari 3 subsektor 

yaitu subsektor pertanian, peternakan, 

perburuan, dan jasa pertanian, subsek-

tor kehutanan dan penebangan kayu, 

dan subsektor perikanan. Dari ketiga 

subsektor tersebut, subsektor perikanan 

memiliki pertumbuhan yang tertinggi, 

yaitu 5,15 persen. Pertumbuhan untuk 

subsektor pertanian, peternakan, per-

buruan, dan jasa pertanian sebesar 3,16 

persen, sedangkan untuk subsektor 

kehutanan dan penebangan kayu me-

miliki pertumbuhan yang negatif yaitu 

sebesar -1,73 persen.   

 

Nilai Tukar Nelayan Oktober 2017  

Untuk melihat keberhasilan 

pembangunan, selain data tentang per-

tumbuhan ekonomi juga diperlukan 

data pengukur tingkat kesejahteraan 

penduduk, khususnya petani. Salah 

satu komponen dalam mengukur ting-

kat kesejahteraan petani adalah Nilai 

Tukar Petani (NTP). NTP merupakan 

rasio antara indeks harga yang diterima 

petani (It) dengan indeks harga yang 

dibayra petani (Ib) dalam persentase. It 

merupakan indicator tingkat pendapa-

tan produsen pertanian, sedangkan Ib 

dari sisi kebutuhan petani baik untuk 

konsumsi maupun biaya produksi. 

Secara konsepsional, NTP merupakan 

pengukur kemampuan tukar produk 

pertanian yang dihasilkan petani de-

ngan barang/jasa yang diperlukan 

untuk konsumsi rumah tangga dan 

keperluan untuk memproduksi produk 

pertanian.  

Nilai Tukar Petani (NTP) ini 

terdiri dari beberapa subsektor. Subsek-

tor tersebut adalah subsektor Tanaman 

Pangan, Hortikultura, Tanaman Perke-

bunan Rakyat, Peternakan, dan sub-

sektor Nelayan dan Pembudidaya Ikan.   
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Untuk Bulan Oktober 2017, Ni-

lai Tukar Petani secara total sebesar 

102,78. Angka ini dapat diartikan pe-

tani mengalami surplus harga komo-

ditas pertanian naik lebih besar dari 

kenaikan harga barang/jasa konsumsi 

dan biaya produksi.Untuk masing-

masing subsektor, pada bulan Oktober 

2017, Subsektor tanaman pangan me-

miliki NTPP sebesar 101,50. Subsektor 

Hortikultura, memiliki NTPH sebesar 

101,38. Subsektor Tanaman Perkebunan 

Rakyat memiliki NTPR sebesar 100,87. 

Subsektor peternakan memiliki NTPT 

sebesar 107,52. Subsektor perikanan 

memiliki NTNP sebesar 104,62. Perika-

nan ini terbagi dalam perikanan laut 

dan perikanan budidaya. Untuk perika-

nan laut diukur dengan NTN (Nilai 

Tukar Nelayan), sedangkan untuk 

perikanan budidaya diukur dengan 

NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.  

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

pada Oktober 2017 sebesar 111,77. NTN 

ini naik sebesar 0.08 persen dibanding-

kan dengan bulan September 2017. 

Untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 

(NTPi) pada bulan Oktober 2017, 

sebesar 99,52. Dibanding September 

2017, terjadi penurunan sebesar 0,10 

persen disebabkan oleh turunnya harga 

ikan nila dan ikan bandeng.  

Dari kondisi Nilai Tukar Petani 

tersebut, dapat diartikan bahwa nela-

yan memiliki kesejahteraan lebih tinggi 

dibandingkan dengan petani pada sub-

sektor yang lain. 

 

Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat 

Indonesia  

Pangan merupakan kebutuhan 

dasar setiap manusia. Kemampuan 

masyarakat dalam mengakses makanan 

dari sisi kuantitas maupun kualitas 

menentukan asupan gizi yang pada 

akhirnya mempengaruhi kualitas sum-

berdaya manusia sekaligus memberi-

kan gambaran kondisi kesejahteraan 

(Ariani, 1993). Oleh karena itu, persoa-

lan kerawanan pangan dapat menjadi 

penghambat dalam mewujudkan kese-

jahteraan. Pemerintah menjadikan keta-

hanan pangan sebagai salah satu prog-

ram unggulan pembangunan.   

Informasi mengenai konsumsi 

dan pengeluaran penduduk Indonesia 

diperoleh melalui Survei Sosial Ekono-

mi Nasional (Susenas). Susenas meru-

pakan survei berbasis rumah tangga 

yang dilaksanakan oleh BPS secara ru-

tin pada bulan Maret dan September 

untuk mengumpulkan data sosial eko-

nomi rumah tangga termasuk konsum-

si dan pengeluaran.  

Indikator ketahanan pangan 

yang dapat diturunkan dari data 

pengeluaran adalah pangsa pengelua-

ran pangan yang diukur dari persen-

tase pengeluaran untuk makanan terha-

dap total pengeluaran. Indikator ini 

menggambarkan kerentaan ekonomi 

yang dihadapi rumah tangga. Rumah 

tangga yang mengalokasikan sebagian 

besar pengeluaran untuk makanan atau 

rumah tangga dengan pengeluaran pa-

ngan tinggi lebih rentan terhadap 

kekurangan makanan dibandingkan 

dengan rumah tangga dengan pengelu-

aran pangan yang rendah. Jika rumah 

tangga dengan pengeluaran pangan 

yang tinggi mengalami penurunan pen-

dapatan atau terjadi gejolak harga 

pangan, mereka lebih berpeluang un-

tuk mengurangi jumlah makanan yang 

dikonsumsi atau mengkonsumsi maka-

nan dengan kualitas yang rendah.   

Hasil dari Survei Sosial Ekono-

mi Nasional yang dilaksanakan pada 

September 2016, setiap penduduk Indo-
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nesia membelanjakan rata-rata sebesar 

Rp 1.018.258,- selama satu bulan 

dimana Rp 525.544,- untuk membeli 

berbagai komoditi makanan dan sisa-

nya untuk non makanan. Jumlah 

pengeluaran tersebut setara dengan 

56,61 persen dari rata-rata pengeluaran 

total setiap penduduk dalam sebulan. 

Pengeluaran pangan untuk penduduk 

di pedesaan sebesar 59,71 persen, jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan pen-

duduk perkotaan sebesar 47,16 persen. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat 

kesejahteraan dan ketahanan pangan 

daerah pedesaan lebih rendah diban-

dingkan dengan daerah perkotaan.  

Dilihat dari rata-rata konsumsi 

kalori per kapita per hari menurut 

kelompok barang, September 2016, 

komsumsi kalori yang berasal dari ikan 

masih kecil. Dari 2.101,50 Kilo kalori 

yang dikonsumsi, hanya 2,32 persen 

berasal dari ikan/udang/cumi/kerang. 

Konsumsi kalori yang mendominasi 

masih berasal dari kelompok padi-

padian, yaitu sebesar 41,11 persen. 

Untuk daerah perkotaan, konsumsi 

kalori yang berasal dari kelompok ikan 

2,23 persen, sedangkan untuk daerah 

pedesaan sebesar 2,43 persen.    

Untuk rata-rata konsumsi pro-

tein per kapita per hari menurut kelom-

pok barang, September 2016, konsumsi 

protein yang berasal dari ikan berkisan 

8,18 gram, berkisar 13,36 persen dari 

total konsumsi protein sebesar 61.23 

gram. Daerah perkotaan konsumsi pro-

tein yang berasal dari ikan sebesar 8,02 

gram, sedangkan daerah pedesaan 

sebesar 8,35 gram.  

Rata-rata pengeluaran konsumsi 

per kapita per minggu untuk ikan/-

udang/cumi/kerang hanya sebesar Rp 

37.800,-. Pengeluaran untuk konsumsi 

ikan ini masih lebih rendah dibangkan 

dengan pengeluaran untuk daging 

yaitu Rp 51.725,- dan lebih tinggi 

daripada pengeluaran untuk telur dan 

susu yaitu sebesar Rp 28.119-. Sedang-

kan pengeluaran untuk padi-padian 

sebesar Rp 60.435,- lebih rendah diban-

dingkan dengan pengeluaran untuk 

rokok sebesar Rp 62.585,-. Hal ini me-

nunjukkan bahwa ikan, belum mendo-

minasi pola konsumsi masyarakat 

Indonesia.  

Untuk daerah perkotaan rata-

rata pengeluaran konsumsi per kapita 

per minggu untuk ikan/udang/cumi/-

kerang hanya sebesar Rp 40.859,-. Pe-

ngeluaran untuk konsumsi ikan ini 

masih lebih rendah dibangkan dengan 

pengeluaran untuk daging yaitu Rp 

59.753,- dan lebih tinggi daripada pe-

ngeluaran untuk telur dan susu yaitu 

sebesar Rp 35.644,-. Sedangkan penge-

luaran untuk padi-padian sebesar Rp 

54.785,- lebih rendah dibandingkan de-

ngan pengeluaran untuk rokok sebesar 

Rp 61.173,-.  

Untuk daerah pedesaan rata-

rata pengeluaran konsumsi per kapita 

per minggu untuk ikan/udang/cumi/-

kerang hanya sebesar Rp 34.445,-. 

Pengeluaran untuk konsumsi ikan ini 

masih lebih rendah dibangkan dengan 

pengeluaran untuk daging yaitu Rp 

42.921,- dan lebih tinggi daripada 

pengeluaran untuk telur dan susu yaitu 

sebesar Rp 19.868,-. Sedangkan 

pengeluaran untuk padi-padian sebesar 

Rp 66.631,- lebih rendah dibandingkan 

dengan pengeluaran untuk rokok 

sebesar Rp 64.132,-.  

Pengeluaran konsumsi rokok 

dan tembakau, baik di perkotaan mau-

pun pedesaan merupakan persentase 

pengeluaran lebih tinggi dibandingkan 

dengan pengeluaran bahan makanan.   
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Produksi, Luas, dan Produktivitas 

Perikanan 

Produksi perikanan tangkap 

masih lebih kecil dari produksi perika-

nan budidaya. Selama tahun 2015 

perikanan budidaya memproduksi se-

besar 15.634 ton ikan, sedangkan untuk 

perikanan tangkap memproduksi sebe-

sar 6.678 ton ikan.  

Dari 6.678 ton ikan yang dipro-

duksi oleh perikanan tangkap, 6.205 

ton ikan berasal dari perikanan tangkap 

di laut, sedangkan 473 ton berasal dari 

perikanan tangkap di perairan umum. 

Jumlah perahu yang digunakan untuk 

perikanan tangkap di laut, selama 

tahun 2015, perahu tanpa motor 

sebanyak 143.135 buah, perahu motor 

temple sebanyak 246.882 buah, dan 

kapal motor sebanyak 178.312 buah. 

Sedangkan perahu yang digunakan 

untuk perikanan tangkap di perairan 

umum, perahu tanpa motor sebanyak 

135.262 buah, perahu motor temple 

sebanyak 63.904 buah, dan kapal motor 

sebanyak 628 buah.   

Untuk perikanan budidaya, dari 

15.634 ton ikan, 10.174 ton ikan berasal 

dari budidaya laut, 2.499 ton ikan 

berasal dari tambak, 2.043 ton ikan 

berasal dari kolam, 194 ton berasal dari 

karamba, 536 ton berasal dari jaring 

apung,, 41 ton berasal dari jaring 

tancap, dan 148 ton berasal dari mina 

padi.   

Perikanan yang berasal dari 

laut, masih mendominasi produksi ikan 

di Indonesia, baik dari perikanan budi-

daya, maupun dari perikanan tangkap. 

Artinya laut masih merupakan tempat 

terbaik bagi produksi ikan.  

Luas area usaha budidaya peri-

kanan, tahun 2015 untuk budidaya laut, 

seluas 285.527 hektar. Area tambak se-

luas 715.846 hektar, kolam seluas 

189.196 hektar, karamba seluas 883 hek-

tar, jaring apung seluas 1.912 hektar, 

jaring tancap 64 hektar, dan mina padi 

seluas 128.447 hektar.  

Produktivitas perikanan budi-

daya per hektar sebagai  berikut : budi-

daya laut sebesar 35,63 ton per hektar, 

tambak 3,49 ton per hektar, kolam 10,80 

ton per hektar, karamba 219,47 ton per 

hektar, jaring apung 280,16 ton per 

hektar, jaring tancap 638,31 ton per 

hektar, dan mina padi sebesar 1,15 ton 

per hektar. Rata-rata produktivitas 

perikanan budidaya adalah 11,83 ton 

per hektar.   

Dari data di atas jaring tancap 

memiliki produktivitas tertinggi diban-

dingkan dengan lainnya. Disusul de-

ngan jaring apung, karamba, budidaya 

laut, kolam, tambak, dan mina padi.  

 

Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan  

Jumlah rumah tangga/perusaha-

an yang bergerak di sektor perikanan 

tahun 2015 sebesar 2.487.921 rumah 

tangga. Terdiri dari 863.417 rumah 

tangga/perusahaan perairan tangkap 

dan 1.624.504 rumah tangga/perusaha-

an perikanan budidaya. Untuk rumah 

tangga perikanan tangkap, sebanyak 

564.008 rumah tangga/perusahaan ada 

di perikanan tangkap laut, dan 299.409 

rumah tangga/perusahaan perikanan 

tangkap di perairan umum.  

Jumlah rumah tangga/perusaha-

an yang bergerak di perikanan budida-

ya selama tahun 2015, 168.163 rumah 

tangga/perusahaan bergerak di bidang 

budidaya laut, 266.432 rumah tangga/-

perusahaan tambak, 935.405 rumah 

tangga/perusahaan kolam, 62.065 ru-

mah tangga/perusahaan karamba, 

29.355 rumah tangga/perusahaan jaring 
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apung, 6.241 rumah tangga/perusahaan 

jaring tancap, 156.843 rumah tangga-

/peprusahaan mina padi. Total seluruh 

rumah tangga/perusahaan budidaya 

sebesar 1.624.504.  

 

Penanaman Modal Dalam Negeri 

Subsektor Perikanan  

Subsektor perikanan belum bisa 

menarik para investor. Hal ini bisa 

dilihat dari investasi yang ditanamkan 

di subsektor ini. Investasi di sektor 

perindustrian masih menjadi investasi 

terbesar di Indonesia, baik investasi 

tersebut berasal dari dalam negeri mau-

pun dari luar negeri. Para investor 

belum tertarik berinvestasi di bidang 

perikanan.  

Dilihat dari banyaknya proyek 

tahun 2016, investasi dalam negeri 

pada bidang perikanan hanya sebesar 

19 dari 668 proyek pertanian. Perin-

dustrian merupakan proyek terbesar 

yang dilirik investor dalam negeri yaitu 

sebanyak 3.541 proyek dari 7.511 

proyek yang digarap oleh investor 

dalam negeri.  

Nilai proyek investasi tahun 

2016 di perikanan pun baru sebesar 2,6 

miliar rupiah, dari 21.671.0 miliar 

rupiah investasi di sektor pertanian. 

Sedangkan investasi perindustrian 

sebesar 106.783.7 miliar rupiah dari 

216.230,8 miliar rupiah investasi yang 

ditanamkan oleh investor dalam negeri.   

Penanaman Modal Luar Negeri Sub-

sektor Perikanan  

Investasi yang berasal dari luar 

negeri, kondisinya hampir sama de-

ngan investasi yang berasal dari dalam 

negeri. Perikanan belum bisa menarik 

minat investor luar negeri. Sektor 

perindustrian masih menjadi sektor 

yang favorit juga untuk para investor 

dari luar negeri.  

Dilihat dari banyaknya proyek 

tahun 2016, investasi luar negeri pada 

bidang perikanan hanya sebesar 124 

dari 1.182 proyek pertanian. Perindus-

trian merupakan proyek terbesar yang 

dilirik investor luar negeri yaitu se-

banyak 9.563 proyek dari 25.321 proyek 

yang digarap oleh investor luar negeri.  

Nilai proyek investasi tahun 

2016 di perikanan pun baru sebesar 

43,3 juta dolar, dari 1.759,5 juta dolar 

investasi di sektor pertanian. Sedang-

kan investasi perindustrian sebesar 

16.687,6 juta dolar dari 28.964.1 juta 

dolar investasi yang ditanamkan oleh 

investor luar negeri.   

Inflasi Subsektor Perikanan  

Inflasi merupakan kenaikan har-

ga barang dan jasa secara umum di-

mana barang dan jasa tersebut merupa-

kan kebutuhan pokok masyarakat atau 

turunnya daya jual mata uang suatu 

negara. Inflasi ini menggambarkan 

persentase kenaikan harga sejumlah 

barang dan jasa yang secara umum 

dikonsumsi rumah tangga. Ada barang 

yang harganya naik dan ada yang 

tetap. Namun, tidak jarang ada ba-

rang/jasa yang harganya justru turun. 

Hitungan perubahan harga tersebut 

tercakup dalam suatu indeks harga 

Indeks Harga. Persentase kenaikan 

Indeks Harga dikenal dengan inflasi, 

sedangkan penurunannya disebut 

deflasi.  

Untuk mengukur tingkat inflasi 

di sektor pertanian, dihitung dengan 

menggunakan harga produsen, dimana 

pengumpulan harga produsen pertani-

an dilakukan oleh BPS pada setiap 

bulan.  
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Selama tahun 2016, inflasi harga 

produsen sebesar 1,89 persen. Untuk 

sektor pertanian, terjadi inflasi harga 

produsen sebesar 2,40 persen. Kenaikan 

harga tertinggi ada di subsektor peter-

nakan yaitu sebesar 4,83 persen, 

sedangkan kenaikan harga terendah 

ada di subsektor tanaman bahan maka-

nan sebesar 1,67 persen. Untuk kenai-

kan harga subsektor perikanan sebesar 

2,36 persen. Artinya harga-harga di 

subsektor perikanan, tidak terlalu ber-

gejolak. Inflasi harga produsen yang 

melebihi angka dua digit menjadi war-

ning bagi para pengambil kebijakan.  

Demikian gambaran perekono-

mian di bidang kelautan yang ada di 

Indonesia. Sepertinya perlu perhatian 

banyak pihak, agar perekonomian 

semakin baik. Rupanya masih banyak 

pekerjaan rumah bagi pemerintah un-

tuk mewujudkan perekonomian Indo-

nesia yang berbasis jasa pertanian, 

perikanan, dan sumber daya alam. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model faktual dan mengembangkannya 

menjadi model supervisi akademik kepala sekolah dengan strategi kolaboratif yang layak bagi 

guru SMP. Penelitian ini menggunakan metode R&D. Data model supervisi akademik kepala 

sekolah dikumpulkan dengan mewawancarai 30 orang dari unsur guru, wakil kepala sekolah, 

kepala sekolah, pengawas dan kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendididikan Kabupaten 

Banyumas. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan triangulasi data studi 

dokumen, hasil kuesioner dan wawancara dengan guru, wakil kepala sekolah, dan kepala 

sekolah untuk mendeskripsikan model faktual. Model faktual supervisi akademik yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah selama ini dalam kategori baik.  Pada tahap pengembangan, 

desain model diorientasikan untuk pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan kinerja sistem dan komponen sistem dalam 

supervisi akademik. Desain model supervisi akademik kepala sekolah dengan strategi 

kolaborasi  dikembangkan dan divalidasi oleh praktisi, pakar dan ahli. Hasil validasi dari pakar 

dan praktisi ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menyempurnakan model hipotetik 

dan diujicobakan secara terbatas pada satu sekolah. Disarankan agar model supervisi akademik 

berbasis dengan strategi kolaborasi ini dapat diimplementasikan oleh kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Model Supervisi, Strategi Kolaborasi, SMP Negeri Banyumas  
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1. PENDAHULUAN 

Kepala sekolah memang peran 

penting dan strategis dalam kepenga-

wasan pendidikan di sekolah. Kepe-

ngawasan merupakan quality controll 

untuk  mengawasi jalannya proses 

pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, 

kepala sekolah memiliki wewenang, 

tugas, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan kepengawasan di seko-

lah baik dalam bentuk pemantauan, 

supervisi, evaluasi dan pelaporan.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasio-

nal Nomor 13 Tahun 2007, tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 

yang menetapkan bahwa ada lima 

dimensi kompetensi kepala sekolah/-

madrasah yaitu: kepribadian, manaje-

rial, kewirausahaan, supervisi, dan 

sosial.  Peraturan tersebut, diperkuat 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

tentang standar proses bab VI ayat 2,  

dijelaskan bahwa supervisi akademik  

adalah   pengawasan proses pembela-

jaran dalam beentuk pengawasan in-

ternal  yang merupakan tugas kepala 

sekolah.  

Berpijak, dari uraian di atas, me-

nunjukkan bahwa salah satu bentuk 

kepengawasan yang harus dijalankan 

oleh kepala sekolah adalah melalui  

supervisi. Supervisi telah menjadi 

tugas pokok dan fungsi  kepala sekolah 

sebagaimana yang dirumuskan EMAS-

LIM yaitu: educator (pendidik), mana-

jer, administrator, supervisor, leader 

(pemimpin), inovator (pencipta), dan 

motivator (pendorong) (Depdiknas, 

2009:15). Supervisi adalah suatu usaha 

untuk menstimulasi, mengkoordinasi 

dan membimbing secara kontinu per-

tumbuhan guru-guru di sekolah baik 

secara individual maupun kolektif, 

agar lebih mengerti dan efektif dalam 

mewujudkan fungsi pengajaran 

(Boardman et al, 2007:1). Supervisi  

bagi kepala sekolah memiliki arti yang 

sangat penting karena bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, pro-

fesionalisme guru, dan mengembang-

kan kualitas pengawasan di sekolah 

(Marzano, 2011). 

Supervisi yang terkait dengan 

kepengawasan kependidikan sangat 

beragam jenisnya. Sahertian (2006:34) 

menyebutkan ada lima model super-

visi yaitu: konvensional, ilmiah, 

artistik, klinis, dan supervisi akademik. 

Salah satu dari supervisi kepala seko-

lah yang harus dilaksanakan adalah 

supervisi akademik. Glickman (2007; 

Dharma, 2007:2) supervisi akademik 

adalah serangkaian kegiatan mem-

bantu guru mengembangkan kemam-

puannya mengelola proses belajar-

mengajar demi pencapaian tujuan 

akademik. Daresh (2001; Dharma, 

2007:2) supervisi akademik merupakan 

upaya membantu guru-guru mengem-

bangkan kemampuannya mencapai 

tujuan pengajaran.  

Atas dasar esensi tersebut, maka 

supervisi akademik sangat penting 

bagi kepala sekolah. Hasil penelitian 

Guntoro (2016:123) bahwa supervisi 

akademik kepala sekolah sangat pen-

ting bagi guru, karena menjadi wahana 

pembinaan untuk peningkatan kom-

petensi guru agar lebih berkualitas dan 

bermutu dalam melaksanakan pem-

belajarannya di sekolah. Peter (2004:67) 

menjelaskan  bahwa tinggi dan 

rendahnya motivasi serta prestasi guru 

dipengaruhi oleh rendahnya konstri-

busi kepala sekolah dalam membina 

guru di sekolah melalui supervisi 

akademik. Ermawati (2014:41) bahwa 

kegiatan supervisi akademik kepala 

sekolah diperlukan untuk memper-

baiki kinerja guru dalam proses pem-
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belajaran. Untuk mendukung keterlak-

sanaan supervisi akademik, maka 

Rahayu (2012:1) mempersyaratkan 

kepala sekolah memiliki kompetensi 

supervisi akademik yang meliputi: 

merencanakan, melaksanakan, menge-

valuasi, dan menindaklanjuti hasil 

supervisi akademik. Di samping kom-

petensi tersebut, Gordon dan Ross 

Gordon, (2007:12) kepala sekolah 

sebagai supervisor dituntut memiliki 

knowledge/pengetahuan yang memadai, 

interpersonal skill, dan technical skill. 

Glickman, at al (2007) menyebutkan 

keterampilan yang harus dimiliki 

kepala sekolah dalam kegiatan super-

visi akademik yaitu: keterampilan 

konseptual, interpersonal dan teknikal. 

Namun dalam kenyataannya 

kompetensi dan keterampilan kepala 

sekolah sebagai supervisor akademik 

masih rendah. Hal ini didasarkan dari 

beberapa hasil penelitian Saputra 

(2008:18) bahwa kepala sekolah kurang 

berkompeten membantu guru untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesionalnya. Clark 

dan Olumese (2013) menunjukkan 

bahwa kepala  sekolah tidak melaku-

kan pertemuan dengan guru sebelum 

dan sesudah kegiatan observasi, dan 

tidak melakukan kunjungan kelas. 

Behlol at al (2011) menyimpulkan 

bahwa 87,5% kepengawasan akademik 

yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dan pengawas ternyata tidak sampai 

mengunjungi ruang kelas untuk mem-

beri bimbingan profesional kepada 

guru, 75% dari mereka tidak demo-

kratis dalam melakukan pengawasan, 

bahkan 85% dari pengawas merasa 

bahwa kompetensi mereka kurang. 

Mark, et. al (2011:79) kepala sekolah 

dalam memberikan supervisi akade-

mik masih rendah sehingga berpenga-

ruh terhadap motivasi kerja, prestasi 

dan profesionalisme guru.  

Senada dengan hasil penelitian 

tersebut, secara nasional di Indonesia  

peningkatan kualitas pembelajaran 

belum maksimal, dan dinilai masih 

belum baik diukur dengan proses 

pembelajaran ataupun hasil belajar 

siswa. Berbagai studi mengungkapkan 

bahwa proses pembelajaran di kelas 

umumnya tidak berjalan secara inte-

raktif sehingga tidak dapat menum-

buhkan kreativitas dan daya kritis, dan 

kemempuan analisis siswa. Selama ini 

kompetensi sebagai hasil dari pembela-

jaran yang sangat penting untuk di-

ukur dan dimiliki siswa justru kurang 

diperhatikan. Hasil belajar pada Ujian 

Nasional (UN) tahun 2013, hanya 56 

siswa SMP/MTs dan 65% sswa 

SMA/SMK/MA yang mencapai batas 

minimal UN murni. Dan hasi UN 

masih sangat senjang baik dilihat antar 

siswa, antar sekolah, maupun antar 

daerah, disamping mengindisiskan 

terjadinya kesenjangan gender. Capai-

an mutu pendidikan masih jauh di 

bawah capain negara-negara maju atau 

bahkan dibawah negara-negara te-

tangga. Nilai PISA Matematika tahun 

2012 Indonesia berada pada level 1, 

dibawah Singapura, malaysia, Thai-

land, atau bahkan Vietnam. Sedangkan 

kemahiran membaca, Indonesia men-

dapat nilai rata-rata PISA tahun 2012 

sebesar 396, dibawah nilai rata-rata 

Malaysia (398), dan Thailand (441). 

Rentra Kemdikbud 2015-2019:18-19) 

Kondisi belum optimalnya pe-

laksanaan supervisi akademik kepala 

sekolah tersebut,  juga dialami  di Ka-

bupaten Banyumas. Data hasil temuan 

di lapangan terkait dengan pelaksana-

an supervisi akademik kepala sekolah 

SMP/MTs di Kabupaten Banyumas, 
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pada dua tahun terakhir menunjukkan 

bahwa dari 204 jumlah SMP/MTs dipe-

roleh hasil kepala sekolah yang melak-

sanakan supervisi akademik pada 

tahun 2015 dan 2016 rata-rata baru 

60,57%. Data Bidang PPTK Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyumas 

(2015/2016) tentang penilaian kinerja 

kepala sekolah yang meliputi tujuh 

komponen penilaian proses yaitu: 

kepala sekolah sebagai edukator di-

peroleh rata-rata nilai 85,1, manajer 

85,2, administrator 85,1, supervisor 

83,4, leader 84  inovator 84,05, dan 

kepala sekolah sebagai motivator 85,5.  

Berdasarkan data hasil survey, 

pada kajian Capain  Indikator Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan data 

empirik menunjukkan bahwa supervisi 

akademik kepala sekolah SMP Negeri  

di Kabupaten Banyumas, masih lemah 

dan belum dilaksanakan secara opti-

mal. Berbagai upaya telah dilaksana-

kan antara lain:pendampingan kepala 

sekolah, pengembangan keprofesian 

kepala sekolah/madrasah (PKB S/M), 

penilaian kinerja kepala sekolah tahu-

nan (PKKS), pembinaan kepala sekolah 

melalui Bahan Belajar Mandiri dari 

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 

(MKKS). Tetapi berbagai usaha ter-

sebut  belum berhasil meningkatkan 

kemampuan kepala sekolah dalam 

supervisi akademik sehingga perlu 

dicarikan solusi salah satunya dengan 

strategi kolaborasi.   

Menurut  Hamdani (2011:18) 

strategi kolaborasi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus secara ber-

sama-sama. Sanjaya (2008:19) strategi 

kolaborasi adalah suatu susunan pen-

dekatan, atau kaidah-kaidah yang 

digunakan oleh suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan dengan mengguna-

kan tenaga, waktu, serta kemudahan 

secara optimal. Sementara itu, Pidarta 

(2009:117) memaknai supervisi dengan 

strategi kolaborasi adalah suatu kerja-

sama antara guru dan supervisor 

dalam memecahkan masalah pembela-

jaran dalam kelas. Daryanto (2013:187) 

memaknai strategi kolobaroratif dalam 

supervisi adalah pendekatan yang dila-

kukan antara kepala sekolah dan guru 

bersama-sama bersepakat (consensus) 

untuk menetapkan struktur, proses, 

dan kriteria dalam melaksanakan pem-

belajaran. Glicman dalam Maka wim-

bang (2013:45) menjelaskan strategi 

kolaborasi adalah suatu supervisi yang 

berorientasi pada perilaku-perilaku 

pokok berupa mendengarkan, mem-

presentasikan, pemecahan masalah, 

dan negoisasi yang hasil akhirnya 

adalalah menghasilkan kontrak kerja 

antara supervisor dan guru. 

Strategi kolaborasi digunakan 

dalam supervisi akademik kepala seko-

lah karena memiliki keunggulan baik 

secara teoretis maupun praktis. Keung-

gulan teoritis supervisi akademik de-

ngan strategi kolaborasi dikemukakan 

oleh Imron (2011:50) yaitu: supervisor 

dan supervie/guru dapat memecahkan 

permasalahan secara bersama-sama. 

Djumara (2008:68) menyebutkan ke-

unggulan teoretisnya adalah: (1) 

strategi kolaborasi dapat membangun 

kemitraan antara supervisor dan 

supervie untuk menuju ke arah tujuan 

yang sama, dan (2) hilangnya rasa 

takut dari supervie dengan supervisor 

karena hubungannya dibangun atas 

dasar kesejawatan. Sahertian (2008:50) 

bahwa supervisi akademik dengan 

strategi kolaborasi dapat merubah 

perilaku supervisor (kepala sekolah/-

pengawas) dan guru. Perubahan 

perilaku tersebut, menurut Utami 
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(2016:17) terletak pada usaha super-

visor untuk melaksanakan: presenting 

(mempresentasikan), clarifying (men-

jelaskan), listening (mendengarkan), 

problem solving (pemecahan masa-

lah),dan negotiating (tawar-menawar 

untuk memperoleh kesepatakan). Nor-

dentoft, dkk (2013:12) menyimpulkan 

bahwa pendekatan supervisi yang 

dilaksanakan secara kolaboratif hasil-

nya sangat produktif dalam pembelaja-

ran akademis.  

Sementara itu, keunggulan 

praktis supervisi akademik kepala 

sekolah dengan strategi kolaborasi, 

berpijak dari hasil penelitian J Am Med 

(2011:6) bahwa pendekatan praktek 

kolaboratif dapat membangun dan 

mengintegrasikan tugas spesifik dan 

keterampilan yang saling melengkapi 

antara supervisor dengan supervie. Sim 

(2009:8) praktek kolaborasi dapat 

membangun kemitraan, kepercayaan 

dan keyakinan antara supervisor 

(pengawas dan kepala sekolah) dengan 

guru dalam hal membangun legimitasi 

diberbagai bidang pengetahuan dan 

praktis. Slick, G.A. (2000) menjelaskan 

bahwa supervisi dengan strategi kola-

borasi memiliki karakteristik  mengko-

munikasikan pemecahan masalah, sha-

ring, brainstorming, mendahulukan 

kepentingan bersama, konsesnsus, 

negosiasi, kerjasama tim dan penetapan 

tujuan bersama. Bahkan supervisi 

dengan strategi kolaborasi  memung-

kinkan adanya kerjasama dan pembagi-

an tugas  antara supervisor (pengawas, 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

dan guru senior) dengan supervie/guru 

yang disupervisi mulai dari meren-

canakan, melaksanakan, mengevaluasi, 

menindaklanjuti dan melaporkan hasil 

kinerja pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, maka 

perlu dikembangkan sebuah model 

supervisi akademik kepala sekolah 

dengan strategi kolaborasi bagi guru 

SMP Negeri di Kabupaten Banyumas. 

Rumusan masalahnya meliputi: 

(1) bagaimanakah model faktual 

supervisi akademik kepala sekolah 

bagi guru SMP Negeri yang selama ini 

dilaksanakan di Kabupaten Banyu-

mas? (2) bagaimanakah pengemba-

ngan model supervisi akademik kepala 

sekolah dengan strategi kolaborasi  

bagi guru SMP Negeri di Kabupaten 

Banyumas?  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) 

mendeskripsikan model faktual super-

visi akademik kepala sekolah bagi 

guru SMP Negeri yang selama ini 

dilaksanakan di Kabupaten Banyumas; 

(2) mendeskripsikan pengembangan 

model supervisi akademik kepala 

sekolah dengan strategi kolaborasi  

bagi guru SMP Negeri di Kabupaten 

Banyumas.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Desaian penelitian ini menggu-

nakan metode penelitian dan pengem-

bangan atau Research and Development 

(R & D), dengan menggunakan pende-

katan kuantitatif dan pendekatan 

kualitatif. Prosedur pengembangan 

model mengadopsi sepuluh langkah-

langkah dari Borg and Gall (2007:590) 

yang disederhanakan menjadi sembi-

lan langkah. Kesembilan langkah 

tersebut kemudian dikelompokkan 

dalam tiga tahap yakni: (1) tahap sudi 

pendahuluan dan perancangan model;            

(2) tahap pengembangan model, dan 

(3) tahap validasi model. Subyek 

penelitian ini adalah guru SMP Negeri, 

wakil kepala sekolah, kepala sekolah, 
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komite, pengawas, dan Kepala Bidang 

Pembinaan SMP Dinas Pendidikan  

Kabupaten Banyumas. Subjek peneliti-

an 30 orang yang tersebar di 7 SMP 

Negeri di kecamatan Karanglewas, 

Kebasen, Patikraja, Purwokerto, Pur-

wojati, Sokaraja, Sumpiuh, Tambak. 

Sampel yang digunakan purposive 

sampling 10%. Mereka yang menjadi 

responden ketika peneliti mengumpul-

kan data tentang model supervisi 

akademik kepala sekolah dengan 

strategi kolaborasi bagi guru SMP 

Negeri di Kabupaten Banyumas. 

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner, 

wawancara, observasi, dan studi doku-

men. Kuesioner digunakan untuk me-

ngambil data pelaksanaan supervisi 

akademik kepala sekolah yang selama 

ini, analisis kebutuhan, data ujicoba 

model, validasi model. Wawancara 

digunakan untuk menggali informasi 

dari responden mengenai pelaksanaan 

supervisi akademik atau kebutuhan 

(harapan) atas pelaksanaan supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap 

model pendekatan supervisi kolaboratif 

kepala sekolah yang dihasilkan. Obser-

vasi digunakan untuk memperoleh 

data perilaku supervisor dan supervie/-

guru. Studi dokumentasi untuk mem-

peroleh fakta dan data autentik tentang 

penyelenggaraan supervisi akademik 

kepala sekolah.  Focus Group Dis-

cussion (FGD) digunakan untuk 

mendapatkan data dari hasil diskusi 

dengan para ahli dan praktisi untuk 

mengungkapkan pemaknaan dan pe-

mahaman tentang model desain faktual 

dan model hipotetik. 

Teknik analisis data yang digu-

nakan adalah teknik analisis kuantitatif 

dan kualitatatif. Teknik analisis des-

kriptif kuantitatif untuk menggali data 

pada penelitian pendahuluan, analisis 

kebutuhan, pengembangan model, dan 

validasi model dengan mengelompok-

kan kategori scor data berdasarkan 

pedoman konversi skala empat (skala 

likert). Teknik analisis data deskriptif 

kualitatif untuk menggali data pada 

pengembangan model, dan validasi 

model, melalui tahapan display data, 

reduksi data, verifikasi data dan 

penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan terhadap pelaksanaan 

supervisi akademik kepala sekolah 

SMP Negeri di Kabupaten Banyumas 

yang selama ini berkategori baik. Hal 

ini terdistribusi dari jawaban respon-

den atas manajemen kinerja sistem 

supervisi akademik kepala sekolah 

bagi guru SMP Negeri di Kabupaten 

Banyumas 

Tabel 1. Pendapat Responden tentang 

Supervisi Kepala Sekolah SMP 

Negeri di Kabupaten 

Banyumas 

No Substansi Item Rerata Skor Rentang  Kategori  

A. Perencanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah 81,40 69-90 Baik 

B. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah  74,53 63-81 Baik  

C. Evaluasi Supervisi Akademik 36,77 31-41  

D. Supervisor dalam Supervisi Akademik  101,17 87-105 Baik 

E. Supervie/Guru yang Disupervisi Akademik  46,67 39-51 Baik 

F. Materi yang Digunakan dalam Supervisi Akademik  18,90 15-19  

G. Metode yang Digunakan dalam Supervisi Akademik 18,30 15-19 Baik 

H. Sarana dan Prasarana Supervisi Akademik  24,00 19-25 Baik 

I Waktu Supervisi Akademik 18,33 15-19 Baik 
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Temuan hasil penelitian penda-

huluan mengenai kondisi fakual super-

visi akademik kepala SMP Negeri di 

Kabupaten Pati dapat disajikan dalam 

bentuk diagram 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai dari perencanaan, pelak-

sanaan, evaluasi dan tindak lanjut, di-

peroleh rata-rata nilai sebesar 192,7 

berada pada rentang 165-214 dalam 

kategori baik. Kategori baik tersebut 

terdistribusi dari jawaban responden 

yakni: 5 atau 16,67% menyatakan sa-

ngat baik, 22 atau 73,33% menyatakan 

baik, dan 3 atau 10% menyatakan 

kurang baik, sedangkan yang menya-

takan tidak baik tidak ada (0%). 

Hasil komponen sitem manaje-

men supervisi akademik kepala seko-

lah bagi guru SMP Negeri di 

Kabupaten Banyumas mulai dari 

variabel supervisor, supervie, materi, 

metode, sarana dan prasarana, dan 

waktu diperoleh nilai dalam kategori 

baik, dengan rata-rata nilai sebesar 

227,37 berada pada rentang (201-262).  

Analisis kebutuhan merupakan 

upaya untuk mengetahui hal apa saja 

sebenarnya yang dibutuhkan oleh 

peserta dalam pelatihan. Secara umum 

kebutuhan supervisi akademik kepala 

sekolah dengan strategi kolaboratif  

bagi guru SMP Negeri di Kabupaten 

Banyumas sangat penting. Hal ini ter-

distribusi dari jawaban responden pada 

aspek sistem kinerja manajemen super-

visi akademik kepala sekolah mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi diperoleh rata-rata nilai 

sebesar 227,4 berada pada rentang (215-

264) dalam kategori sangat baik. 

Sedangkan dalam komponen sistem 

manajemen supervisi akademik kepala 

sekolah diperoleh nilai rata-rata sebesar 

239,87 berada pada rentang (263-324) 

dalam kategori sangat penting. Strategi 

kolaborasi diperoleh hasil sebesar 124 

berada pada rentang nilai (117-144) 

dalam kegori sangat penting. Secara 

ringkas hasil analisis kebutuhan 

disajikan pada tabel 2 
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Tabel 2.  Pendapat Responden tentang Analisis Kebutuhan Supervisi Kepala Sekolah 

dengan Strategi Kolaborasi bagi Guru SMP Negeri di Kabupaten Banyumas 

 

 

 

 

Temuan hasil penelitian pendahuluan mengenai analisis kebutuhan supervisi 

akademik kepala sekolah dengan strategi kolaborasi bagi guru SMP Negeri di 

Kabupaten Banyumas disajikan desain model pada diagram 2. 

 

N

o 

Substansi Item Rerata Skor Rentang Kategori 

A. Perencanaan Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah 

96,07 91-122 SP 

B. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah  

87,23 82-100 SP 

C. Evaluasi Supervisi Akademik 44,17 42-52 SP 

D. Supervisor dalam Supervisi 

Akademik  

115,93 107-132 SP 

E. Supervie/Guru yang Disupervisi 

Akademik  

54,73 52-64 SP 

F. Materi yang Digunakan dalam 

Supervisi Akademik  

21,17 20-24 SP 

G. Metode yang Digunakan dalam 

Supervisi Akademik 

20,47 20-24 SP 

H. Sarana dan Prasarana Supervisi 

Akademik  

27,57 26-32 SP 

I Waktu Supervisi Akademik 20,70 20-19 SP 

K Strategi Kolaborasi  124 117-144 SP 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dipahami bahwa model pengembangan 

supervisi akademik kepala sekolah 

dengan strategi kolaborasi bagi guru 

SMP di Kabupaten Banyumas meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

output, feedbact, pelaporan, dan tindak 

lanjut. Perencanaan meliputi: analisis 

kebutuhan, potensi SDM, penetapan 

program dan penentuan arah kegiatan 

supervisi akademik. Pelaksanaan 

supervisi akademik meliputi: persipan, 

pelaksanaan, pentahapan, penentuan 

metode, penerapan strategi kolaborasi 

dan brainstroming/curah pendapat pe-

lakasanaan supervisi akademik. Evalu-

asi meliputi: output, feedback, pelapo-

ran dan tindak lanjut. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dikemukakan simpulan bahwa: 

(1) pelaksanaan supervisi akademis 

kepala sekolah  selama ini telah dija-

lankan, meskipun belum secara 

optimal; (2) pengembangan desain 

model supervisi akademik kepala 

sekolah dengan strategi kolaborasi 

dapat meningkatkan kinerja guru; (3) 

Validitas model supervisi akademik 

dengan strategi kolaborasi ini dinilai 

baik oleh beberapa pakar, ahli dan 

praktisi.  

Disarankan agar kepala bidang 

pembinaan SMP Dinas Pendididikan 

Kabupaten Banyumas memberikan 

pembinaan kepada kepala sekolah un-

tuk peningkatan supervisi akademik. 

Kepala sekolah hendaknya meningkat-

kan kompetensi dan kualifikasinya dan 

menggunakan strategi kolaborasi da-

lam melaksanakan supervisi akademik. 

Pengawas sekolah sebagai mitra dapat 

meningkatkan kinerja supervisi akade-

mik. Guru hendaknya berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan supervisi 

akademik sehingga dapat meningkat-

kan kinerja pembelajarannya. 
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Abstrak 

 
Pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan asing karena Negara 

Indonesia merupakan Negara kepulauan dan memiliki wilayah kelautan yang sangat luas. 

Keuntungan dari bisnis angkutan laut di Indonesia yang seharusnya memberikan manfaat besar 

bagi bangsa Indonesia justru lebih menguntungkan pihak asing dikarenakan kurang mampunya 

perusahaan-perusahaan nasional dalam melihat peluang. Hal ini menjadi problematika dalam 

bisnis pelayaran nasional. 

 

Kata Kunci : Dominasi, pelayaran, laut, asing. 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah Negara kepu-

lauan yang terdiri dari ribuan pulau 

dan memiliki wilayah lautan yang lebih 

luas dari luas daratannya. Sarana trans-

portasi penghubung antar pulau-pulau 

di Indonesia salah satunya adalah me-

lalui laut. Pelayaran, yang menghubu-

ngkan pulau-pulau, adalah urat nadi 

kehidupan sekaligus pemersatu bangsa 

dan negara Indonesia. Karenanya, pem-

bangunan industri pelayaran nasional 

sebagai sektor strategis khususnya da-

lam bisnis angkutan laut, perlu diprio-

ritaskan agar dapat: meningkatkan 

daya saing Indonesia di pasar global, 

karena nyaris seluruh komoditi untuk 

perdagangan internasional diangkut 

dengan menggunakan sarana dan 

prasarana transportasi maritim, dan 

menyeimbangkan pembangunan kawa-

san demi kesatuan Indonesia.  

Profit dari bisnis angkutan laut 

di Indonesia yang seharusnya mem-

berikan manfaat besar bagi bangsa 

Indonesia justru lebih menguntungkan 

pihak asing. Oleh karena itu perlu 

strategi dan kebijakan bisnis baik 

pengusaha maupun pemerintah untuk 

mengurangi penguasaan asing dalam 

bisnis angkutan laut nasional. 

2. PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Dalam berapa tahun belaka-

ngan, bisnis angkutan laut di Indonesia 

mengalami pertumbuhan pesat. Indika-

tornya, para pemain dan jumlah kappa-

sitas di industri ini tiap tahun melonjak 

signifikan. Berdasarkan data yang di-

himpun BNI Securities dalam laporan-

nya berjudul Less Catalyst to Support the 

Industry Growth, pengiriman kargo 

mengalami peningkatan dengan pro-

porsi terbesar, dari sebelumnya 2.081 

kapal di 2004 menjadi 2.535 di 2007. 

Sementara, posisi kedua diduduki oleh 

kapal tangki minyak yang mengalami 

kenaikan dari 1.527 tangki di 2004 

menjadi 2.052 tangki di 2007. 

Usaha jasa angkutan laut me-

miliki beberapa bidang usaha penun-

jang, yaitu kegiatan usaha yang me-

nunjang kelancaran proses kegiatan 

angkutan antara lain  usaha bongkar 

muat barang, usaha jasa pengurusan 

transportasi, usaha ekspedisi muatan 

kapal laut, usaha angkutan di perairan 

pelabuhan, Usaha penyewaan perala-

tan angkutan laut atau alat apung, 

usaha tally atau penghitungan muatan, 

dan  usaha depo peti kemas. Usaha 

pengangkutan barang yang mendomi-

nasi bisnis angkutan laut menjadi 

pembahasan utama.   
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Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Menurut Jenis Pelayaran 

Tahun 2008 s.d. 2012 

 
No U r a i a n Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Angkutan Laut  Perusahaan 1,620 1,754 1,885 2,106 2,256 

2. Pelayaran Rakyat Perusahaan 583 595 632 651 664 

3. Angkutan Laut Khusus 

(Non Pelayaran) 

Perusahaan 
367 382 388 398 408 

Jumlah 2,570 2,731 2,905 3,155 3,328 

Sumber/ Source : Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (Dit. LALA), Ditjen Hubla / Directorate of Traffic and Sea Transport, 

Directorat General Sea Transportation (diolah kembali/recompiled) 

 

B. Kebijakan Landasan  

Penanaman  modal di bisnis 

angkutan laut Indonesia diatur dalam 

Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran menyatakan 

bahwa orang perseorangan Warga 

Negara Indonesia (WNI) atau badan 

usaha dapat melakukan kerja sama 

dengan perusahaan angkutan laut 

asing atau badan hukum asing atau 

Warga Negara Asing (WNA) dalam 

bentuk usaha patungan (Joint Venture) 

dengan membentuk perusahaan ang-

kutan laut yang memiliki kapal berben-

dera Indonesia paling sedikit 1 (satu) 

unit kapal dengan ukuran GT 5000 

(lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki 

oleh awak berkewarganegaraan Indo-

nesia. Pembentukan perusahaan ang-

kutan laut merupakan bidang usaha 

yang terbuka dengan persyaratan bagi 

pihak asing. Hal ini karena ada batasan 

jumlah komposisi maksimal yang 

dapat diinvestasikan. Oleh karena itu, 

apabila pihak asing akan menanamkan 

modalnya dalam pendirian perusahaan 

angkutan laut, maka jumlah maksi-

mum investasinya tunduk pada keten-

tuan Peraturan Presiden No.36 Tahun 

2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Ter-

buka dengan persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal. 

Berdasarkan Lampiran II 

Perpres No 36 Tahun 2010 disebutkan 

batasan-batasan komposisi bagi pihak 

asing dalam hal Angkutan Laut yaitu : 

1. Angkutan Laut Dalam Negeri 

maksimal 49%. Angkutan laut 

dalam negeri adalah kegiatan ang-

kutan laut yang dilakukan di 

wilayah perairan laut Indonesia 

yang diselenggarakan oleh perusa-

haan angkutan laut. 

2. Angkutan Laut Luar Negeri maksi-

mal 49%. Angkutan Laut Luar 

Negeri adalah kegiatan angkutan 

laut dari pelabuhan Indonesia ke 

pelabuhan luar negeri atau dari 

pelabuhan luar negeri ke pelabuhan 

Indonesia yang diselenggarakan 

oleh perusahaan angkatan laut. 

3. Angkutan Laut Luar Negeri (tidak 

termasuk cabotage), baik itu untuk 

Angkutan Laut Luar Negeri untuk 

Penumpang maupun Angkutan 

Laut Luar Negeri untuk Barang 

maksimal 60%. Cabotage merupa-

kan asas yang mewajibkan angku-

tan laut dalam negeri seluruhnya 

dilayani oleh kapal-kapal berben-

dara Indonesia semenjak dikeluar-

kannya Instruksi Presiden Nomor 5 

Tahun 2005 tentang Pemberdayaan 

Industri Pelayaran Nasional. 
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Tatacara untuk memperoleh 

perizinan dan non perizinan terkait 

dengan kegiatan usaha penanaman 

modal dilakukan dengan Sistem Pe-

layanan Satu Pintu (PTSP), yang 

merupakan kebijakan yang diperintah-

kan oleh Undang-Undang No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, 

PTSP dimaksudkan untuk membantu 

penanam modal dalam memperoleh 

kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, 

dan informasi mengenai penanaman 

modal. PTSP diartikan sebagai kegiatan 

penyelenggaraan suatu perizinan dan 

nonperizinan yang mendapat pendele-

gasian wewenang dari instansi yang 

memiliki kewenangan, yang proses 

pengelolaannya dimulai dari tahap per-

mohonan sampai dengan tahap terbit-

nya dokumen yang dilakukan dalam 

satu tempat. 

C. Para Pemain 

Bisnis angkutan laut di Indone-

sia saat ini didominasi oleh pihak asing 

dimana kapal-kapal dari negara asing 

lebih mendominasi. Pelayaran Nasional 

yang tediri dari pelayaran angkutan 

kargo atau angkutan barang dan ang-

kutan penumpang. Angkutan barang 

yang terdiri dari Liquid Cargo dan Dry 

Cargo. Kapal-kapal kargo yang diguna-

kan untuk pengangkutan adalah kapal 

sewaan asing. Kurang memadainya 

kapasitas perusahaan pelayaran nasio-

nal untuk menyediakan sarana penga-

ngkutan dalam bisnis angkutan laut ini 

menjadi masalah utama. Ketidak mam-

puan tersebut menjadi peluang pihak 

asing untuk menguasai bisnis angkutan 

laut di Indonesia. Hal ini menyebabkan 

kapal-kapal sewaan asing lebih men-

dominasi pelayaran nasional. Perusa-

haan nasional kalah dari perusahaan 

asing dalam persaingan bisnis angku-

tan laut di Indonesia selain dari kapasi-

tas kapal juga dari kecepatan dan umur 

kapal yang kebanyakan diatas 21 tahun 

sehingga perusahaan milik asing lebih 

mendominasi di bisnis angkutan laut 

Nasional. 

Selama periode lima tahun dari 

2008 sampai dengan 2013 pertumbuhan 

jumlah armada laut nasional lebih 

mendominasi sedangkan armada laut 

asing mengalami penurunan. Lebih 

banyaknya pertambahan kapal nasio-

nal berdampak pula pada pertumbu-

han yang sangat signifikan dalam 

pengusaan perusahaan domestic terha-

dap perusahaan asing. Tahun 2008 

perusahaan nasional hanya memegang 

29,6% dari total produksi angkutan laut 

nasional. Di tahun 2012 perusahaan 

nasional dapat mengusai 43% pengu-

asan produksi angkutan laut nasional. 

Perkembangan tersebut tidak terlepas 

dari kebijakan sabotage yang diterap-

kan oleh pemerintah untuk mengura-

ngi penguasaan perusahaan asing di 

Indonesia. Pertumbuhan jumlah arma-

da laut yhang beroperasi di Indonesia 

menurut kepemilikannya menurut data 

yang dihimpun oleh Dinas Perhubu-

ngan selama lima tahun adalah sebagai 

berikut:
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Jumlah Armada Angkutan Laut Menurut Kepemilikan 

Tahun 2008 s.d. 2012 

No 
U r a i a n Satuan 

2008 2009 2010 2011 2012 

Description Unit 

1 Nasional Unit   8,165 9,164 9,945 10,902 11,791 

  (Total Unit)          

    DWT   4,530,275 5,531,902 5,808,497 7,434,876 7,627,439 

    Unit   5,612 6,291 6,930 7,138 7,708 

    GRT   3,421,240 4,080,138 5,304,179 6,895,433 7,102,296 

    Unit   1,416 1,543 1,618 2,226 2,314 

    HP   1,435,528 1,900,764 1,957,787 2,545,123 1,900,357 

2 Charter Asing  Unit   977 865 691 562 435 

  (Total Unit)             

    Unit   77 69 55 46 43 

    DWT   1,166,495 1,108,170 886,536 722,527 633,656 

    Unit   759 683 546 422 332 

    GRT   1,467,164 1,247,089 997,671 843,032 703,932 

    Unit   141 113 90 74 60 

    HP   875,501 656,625 525,300 423,917 334,895 

3 Keagenan Asing Unit   6,616 6,562 4,922 4,867 4,694 

  (Total Unit)             

    Unit   6,576 6,510 4,883 4,834 4,665 

    DWT   136,554,429 122,898,986 98,319,189 80,425,097 72,181,524 

    Unit   40 52 39 33 29 

    GRT   33,588 43,664 34,931 28,119 25,026 

    Unit   --- --- --- --- --- 

    HP --- --- --- --- --- 

 Unit 15,758 16,591 15,558 16,331 16,920 

Jumlah/ Total 

 

DWT   142,251,199 129,539,058 105,014,222 88,582,500 80,442,619 

GRT   4,921,992 5,370,891 6,336,781 7,766,584 7,831,254 

HP   2,311,029 2,557,38 2,483,087 2,969,040 2,235,252 

Sumber/ Source : Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (Dit. LALA), Ditjen Hubla / Directorate of Traffic and Sea Transport, 

Directorat General Sea Transportation (diolah kembali/recompiled ) 

 

 GRT (gross register ton) adalah 

volume/isi sebuah kapal di-

kurangi dengan isi sejumlah 

ruangan  tertentu untuk  keama-

nan kapal (deducted spaces) 

 DWT (dead weight tonnage) itu 

kemampuan daya angkut kapal 

sampai batas maksimal. 

 

Dari data yang dihimpun oleh 

Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut 

(Dit. LALA) selama periode lima tahun 

dari tahun 2008 sampai dengan tahun 

2012 terdapat penambahan jumlah 

armada laut yang beroperasi di 

Indonesia. Dari jenis kepemilikan kapal 

di tahun 2008 terdapat total 15.758 

armada baik armada milik nasional 

atau milik perusahaan asing dan 

bertambah menjadi 16.920 di tahun 
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2013 atau bertambah 1.162 unit 

armada angkutan baru atau bertambah 

sebesar 7,3% selama lima tahun 

terakhir. Pertambahan itu didominasi 

oleh pertambahan armada laut milik 

perusahaan nasional yaitu dari 8.165 

armada di tahun 2008 menjadi 11.791 

armada  di tahun 2012 atau bertambah 

sebesar 44,4%. Hal sebaliknya dialami 

oleh armada laut milik asing, dari total 

armada carter asing dan keagenan 

asing di tahun 2008 yang mencapai 

7.593 armada berkurang menjadi 5.129 

atau berkurang sebesar 32,5%. Dilihat 

dari segi jumlah armada laut yang 

beroperasi, penguasaan kapal kapal 

asing atau kapal sewaan asing semakin 

berkurang.  

Tahun 2008 dimana prosentase 

jumlah penguasaan armada asing 

mencapai 47% dari jumlah total armada 

yang beroperasi di wilayah nasional. Di 

tahun 2013 turun menjadi hanya 30% 

penguasaan jumlah total armada yang 

beroperasi. Hal tersebut berdampak 

positif untuk pertumbuhan bisnis 

angkutan laut nasional karena semakin 

berkurangnya armada milik asing yang 

beroperasi di Indonesia.  

D. Produk dan Pasar 

Banyaknya peluang dan per-

kembangan bisnis angkutan laut tidak 

diimbangi dengan kemampuan perusa-

haan-perusahaan nasional dalam me-

manfaatkan peluang. Masalah utama 

yang timbul dalam adalah kalah saing-

nya persaingan perusahaan nasional 

dengan perusahaan asing. Sehingga pe-

luang yang ada dimanfaatkan oleh pi-

hak asing untuk memperoleh keuntu-

ngan lebih. Kapasitas perusahaan 

nasional yang sangat terbatas dalam 

menyediakan jasa pelayaran dan 

banyaknya perusahaan asing penye-

dian jasa pelayaran menyebabkan tim-

bulnya penguasaan asing dalam bisnis 

angkutan laut nasional. Perusahaan 

asing menguasai 57% dari jumlah total 

muatan kapal sebesar 541,992,378 ton 

dari total jumlah muatan nasional 

952.619.099 ton selama tahun 2012, 

sementara sisanya 43% dikuasai oleh 

perusahaan domestik sebesar 

410,696,721 ton. Sementara dipelayaran 

luar negeri perusahaan domestik hanya 

menguasai 6,3% yaitu sebesar 

59,766,537 ton. Produksi angkutan laut 

Indonesia selama 5 tahun dapat dilihat 

dari data dibawah ini: 

 

Produksi Angkutan Laut Di Indonesia 

Tahun 2008 s.d. 2012 

Sumber/ Source : Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (Dit. LALA), Ditjen Hubla / Directorate of Traffic and Sea Transport, 

Directorat General Sea Transportation (diolah kembali/recompiled) 

 

 

No U r a i a n Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Perusahaan Nasional 
Angkutan Dalam Negeri 

Angkutan Luar Negeri  

 
Ton 

Ton 

 
192,763,874 

38,196,693 

 
258,359,686 

49,293,953 

 
303,119,578 

51,162,187 

 
316,489,377 

55,183,410 

 
350,930,184 

59,766,537 

Jumlah Total 230,960,567 307,653,639 354,281,765 371,672,787 410,696,721 

2. Perusahaan Asing 
Angkutan Dalam Negeri 

Angkutan Luar Negeri 

 
Ton 

Ton 

 
50,126,180 

498,273,709 

 
28,007,688 

501,661,150 

 
5,870,818 

516,046,091 

 
3,779,169 

525,694,587 

 
4,093,544 

537,898,834 

Jumlah Total 548,399,889 529,668,838 521,916,909 529,473,756 541,992,378 
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Teritori Pelayaran terbagi menjadi: 

1. Dalam Negeri: untuk angkutan 

domestik, dari satu pelabuhan ke 

pelabuhan lain di wilayah Indone-

sia 

2. Luar Negeri: untuk angkutan 

internasional (ekspor/impor), dari 

pelabuhan Indonesia (yang terbuka 

untuk perdagangan luar negeri) ke 

pelabuhan luar negeri, dan sebalik                

nya. Angkutan Dalam Negeri di-

selenggarakan dengan kapal ber-

bendera Indonesia, dalam bentuk 

angkutan Khusus, yang diselengga-

rakan hanya untuk melayani kepen-

tingan sendiri sebagai penunjang 

usaha pokok dan tidak melayani 

kepentingan umum, di wilayah 

perairan laut, dan sungai dan da-

nau, oleh perusahaan yang mempe-

roleh ijin operasi untuk hal tersebut. 

Angkutan Umum, yang diselengga-

rakan untuk melayani kepentingan 

umum, melalui : Pelayaran Rakyat, 

oleh perorangan atau badan hukum 

yang didirikan khusus untuk usaha 

pelayaran, dan yang memiliki 

minimal satu kapal berbendera 

Indonesia jenis tradisional (kapal 

layar, atau kapal layar motor 

tradisional atau kapal motor ber-

ukuran minimal 7GT), beroperasi di 

wilayah perairan laut, dan sungai 

dan danau, di dalam negeri. 

E. Persaingan  

Data tahun 2002 menunjukkan 

bahwa pelayaran armada nasional 

Indonesia semakin terpuruk di pasar 

muatan domestik. Penguasaan pangsa-

nya menciut 19% menjadi hanya 50% 

(2000: 69%). Sementara untuk muatan 

internasional tetap di kisaran 5%. Dari 

sisi finansial, Indonesia kehilangan 

kesempatan meraih devisa sebesar 

US$10.4 milyar, hanya dari transportasi 

laut untuk muatan ekspor/impor saja. 

Alih-alih memperoleh manfaat dari 

penerapan prinsip cabotage (yang tidak 

ketat) industri pelayaran nasional 

Indonesia malah sangat bergantung 

pada kapal sewa asing. Armada 

nasional pelayaran Indonesia mengha-

dapi banyak masalah, seperti: banyak 

kapal, terutama jenis konvensional, 

menganggur karena waktu tunggu 

kargo yang berkepanjangan; terjadi 

kelebihan kapasitas, yang kadang-

kadang memicu perang harga yang 

tidak sehat; terdapat cukup banyak 

kapal, tapi hanya sedikit yang mampu 

memberikan pelayanan memuaskan; 

tingkat produktivitas armada dry cargo 

sangat rendah, hanya 7,649 ton-

miles/DWT atau sekitar 39.7% diban-

dingkan armada sejenis di Jepang yang 

19,230 ton-miles/DWT. 

Pada tahun 2001 perusahaan 

pelayaran di Indonesia mencapai jum-

lah 3,078, atau berlipat 3.3 kali dari 

jumlah tahun 1998. Tapi dalam periode 

yang sama, jumlah perusahaan yang 

memiliki kapal sendiri hanya berlipat 

1.3 kali. Perusahaan pemilik kapal yang 

menjadi anggota INSA (Indonesia 

National Shipowner Association) pada 

tahun 2001 tercatat 914. Dari jumlah 

tersebut 82% diantaranya adalah 

perusahaan yang mengoperasikan 

kurang dari 3 buah kapal, dan hanya 

4% yang mengoperasikan lebih dari 10 

kapal. Hanya sekitar 80% anggota 

INSA yang mengoperasikan kapal 

milik sendiri, sisanya mengoperasikan 

kapal sewaan 

Penyebab kalah saingnya 

perusahaan pelayaran nasional dengan  

perusahaan pelayaran adalh antara 

lain:  
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1. Masalah kualitas kapal seperti 

umur, teknologi dan kecepatan 

kapal.  

Jika dibandingkan dengan nega-

ra-negara Asia Tenggara lainnya, 

Indonesia memiliki usia kapal 

tertua. Setelah itu, baru diikuti oleh 

Thailand dan Filipina. Data yang 

dirilis Lloyd Register menyebutkan 

rata-rata usia kapal di Indonesia 

berusia 21,1 tahun, sementara 

Thailand 19,5 tahun dan Filipina 

13,9 tahun. Singapura memiliki 

kapal dengan usia rata-rata 12 

tahun. Sedangkan Malaysia men-

catatkan usia kapal paling muda 

yaitu 11,2 tahun. 

2. Hambatan dalam pendanaan kapal 

Dunia pelayaran Indonesia 

menghadapi banyak hambatan 

struktural dan sistematis di bidang 

finansial, seperti dipaparkan di 

bawah. 

 Keterbatasan lingkup dan skala 

sumber dana: Official Develop-

ment Assitance(ODA): terkonsen-

trasi untuk investasi publik di 

berbagai sektor pembangunan, 

kecuali pelayaran. Other Official 

Finance (OOF): kredit ekspor 

dari Jepang sedang terjadwal-

ulang. Foreign Direct 

Investment (FDI): sejauh ini tidak 

ada Anggaran Pemerintah: 

hanya dialokasikan untuk 

pengadaan kapal pelayaran 

perintis. Pinjaman Bank Asing: 

tersedia hanya untuk perusa-

haan pelayaran besar (credit 

worthy) Pinjaman Bank Swasta 

Nasional: hanya disediakan 

dalam jumlah sangat kecil 

(dalam kasus Bank Mandiri 

hanya 0.25% dari jumlah total 

kredit tersalur) 

 Tingkat suku bunga pinjaman 

domestik 15-17% p.a. untuk 

jangka waktu pinjaman 5 tahun. 

 Jangka waktu pinjaman yang 

hanya 5 tahun terlalu singkat 

untuk industri pelayaran; 

 Saat ini, kapal yang dibeli tidak 

bisa dijadikan sebagai kolateral. 

 Tidak ada program kredit untuk 

kapal feeder termasuk pelayaran 

rakyat, kecuali pinjaman jangka 

pendek berjumlah sangat kecil 

dari bank nasional. Program 

kredit lunak untuk pelayaran 

rakyat akan dihentikan, prog-

ram untuk dok dan galangan 

kapal sudah dihapus. 

 Tidak ada kebijakan penduku-

ng. 

 Prosedur peminjaman (apprai-

sal, penyaluran, angsuran) 

kurang  ringkas. 

3. Masalah investasi transportasi 

maritim 

Di Indonesia terdapat dua ke-

lompok besar penyelenggara trans-

portasi maritim, yaitu oleh Peme-

rintah (termasuk BUMN) dan 

swasta. Masing-masing kelompok 

terbagi dua. Di pihak Pemerintah 

terbagi menjadi BUMN pelayaran 

yang menyelenggarakan transpor-

tasi umum dan BUMN non-pelaya-

ran yang hanya menyelenggarakan 

pelayaran khusus untuk melayani 

kepentingan sendiri. Pihak swasta 

terbagi menjadi perusahaan besar 

dan perusahaan kecil (termasuk 

pelayaran rakyat). Ragam mekanis-

me penyaluran dana investasi 

pengadaan kapal ternyata sejalan 
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dengan pembagian tersebut. Ma-

sing-masing pihak di tiap-tiap 

kelompok memiliki mekanisme 

pembiayaan tersendiri 

Hasil survai Stramindo di kala-

ngan perusahaan pelayaran pada tahun 

2002 menunjukkan bahwa persepsi 

bahwa pengembangan perusahaan pe-

layaran terhambat karena lima faktor 

utama, yaitu: regulasi dan pelaksanaan-

nya; armada yang uzur kesulitan pen-

danaan untuk investasi operasi pelabu-

han yang kurang baik biaya siluman 

yang tinggi Survai Stramindo juga 

menunjukkan adanya keinginan besar 

di kalangan perusahaan pelayaran 

nasional untuk meremajakan kapal dan 

memperbesar kapasitas asramanya. 

Dari sumber lain juga terindikasi ada-

nya harapan untuk memperbesar 

pangsa pasar domestik dan internasio-

nal bagi armada pelayaran nasional. 

Seperti terlihat dari proyeksi INSA 

untuk memperbesar kapasitas armada 

pelayaran nasional hingga tahun 2020 

terealisasi Tapi keinginan atau harapan 

tersebut tidak mudah diwujudkan, 

karena berbagai kendala dan persoalan 

yang sulit. Armada pelayaran nasional 

Indonesia kurang mampu meningkat-

kan daya saing dan bertumbuh karena 

beberapa faktor, yaitu: 

 pemilik kapal tidak mampu mem-

perkuat armada dengan pem-

biayaan sendiri; tingkat bunga yang 

tinggi dalam sistem perbankan 

nasional; dan tidak ada subsidi; 

 tidak ada kebijakan yang memihak 

(seperti penerapan asas cabotage); 

sisa-sisa kebijakan yang tak me-

nunjang, misalnya keharusan men-

scrap kapal tua (padahal secara 

teknis dan ekonomis masih dapat 

dioperasikan) dan keharusan mem-

beli kapal produksi dalam negeri 

(padahal kapasitas pasokannya 

masih relatif terbatas) keterbatasan 

fasilitas dan infrastruktur pelabu-

han nasional (lebih pada muatan 

ekspor/impor); ketaktersediaan jari-

ngan informasi yang memadai. 

 Situasi pelayaran nasional sangat 

pelik, karena ketergantungan pada 

kapal sewa asing terjadi bersamaan 

dengan kelebihan kapasitas armada 

domestik. Situasi bagai lingkaran 

tak berujung itu disebabkan lingku-

ngan investasi perkapalan yang 

tidak kondusif. Banyak perusahaan 

pelayaran ingin meremajakan 

armadanya, tapi sulit memperoleh 

pinjaman dari pasar uang domestik. 

Dan di sisi lain lebih mudah mem-

peroleh pinjaman dari sumber-

sumber luar negeri. Beberapa pe-

rusahaan besar cenderung mendaf-

tarkan kapalnya di luar negeri 

(flagged-out). Tapi perusahaan kecil 

dan menengah tidak mampu me-

lakukannya, sehingga tak ada alter-

natif kecuali menggunakan kapal 

berharga murah, tapi tua dan 

scrappy. Akibatnya terjadi ketergan-

tungan yang semakin besar pada 

kapal sewa asing dan pemerosotan 

produktivitas armada. 

F. Asas Sabotage 

Kebijakan Sabotage yang dite-

rapkan oleh pemerintah dari tahun 

2008 sangat berdampak positif untuk 

mengurangi pengusaan asing dalam 

bisnis angkutan laut Indonesia. Kebija-

kan tersebut juga mendukung kemuda-

han dan pekembangan perusahaan pe-

ngangkutan laut dalam negeri. Dalam 

kebijakan tersebut ditekankan bahwa: 

Cabotage berarti prinsip yang memberi 
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hak untuk beroperasi secara komersial 

di dalam suatu negara hanya kepada 

perusahaan angkutan dari negara itu 

sendiri secara eksklusif. Kegiatan 

angkutan laut dalam negeri dilakukan 

perusahaan angkutan laut nasional 

dengan menggunakan kapal berben-

dera Indonesia serta diawaki awak 

kapal berkewarganegaraan Indonesia. 

Kebijakan ini mempersempit kesempa-

tan kapal-kapal dari perusahaan asing 

untuk beroperasi di wilayah Indonesia 

dan mendukung kapal perusahaan do-

mestik. Dengan diterapkannya kebija-

kan tersebut dati tahun ketahun 

penguasaan pihak asing dalam bisnis 

angkutan laut nasional dapat 

dikurangi. 

Pemerintah menetapkan asas 

cabotage bagi 13 komoditas, yakni 

kargo umum, kayu semen, pupuk, 

CPO, beras, hasil tambang, biji-bijian, 

hasil pertanian, produk segar, minyak, 

barang cair lain, dan batubara. 

Perhitungannya, hingga 2010 saja akan 

ada tambahan komoditas yang wajib 

diangkut kapal Indonesia sebanyak 20 

juta ton. 

Indonesia sendiri masih mem-

butuhkan investasi sekitar US$15 miliar 

untuk membangun kapal baru atau 

bekas dalam rangka penerapan asas 

cabotage ( komoditas domestik wajib 

diangkut kapal berbendera Indonesia ) 

secara penuh pada tahun 2010. Inves-

tasi tersebut dibutuhkan untuk mem-

bangun 1.700 unit kapal dengan total 

bobot mati 20,75 juta ton. Itu sebuah 

perhitungan kasar, dengan asumsi ter-

dapat penambahan kapasitas muatan 

8% per tahun. Potensi muatan komo-

ditas sangat menjanjikan karena asas 

cabotage mewajibkan penggunaan ka-

pal Indonesia untuk mengangkut se-

mua komoditas dalam negeri. 

Untuk mendorong realisasi 

investasi di bisnis angkutan laut, peme-

rintah perlu konsisten menerapkan 

regulasi, karena bisnis angkutan laut 

merupakan padat modal dan masih 

dianggap beresiko tinggi oleh perban-

kan. Sementara itu pihak pengusaha 

sendiri membutuhkan kapasitas usaha 

di bidang pelayaran melalui lembaga 

pendanaan dan proteksi dari pemerin-

tah. Misalnya, jangan lagi ada izin 

untuk kapal asing yang dikeluarkan. 

3. KESIMPULAN 

A.    Umum 

Modernisasi manajemen bisnis 

angkutan laut Pembenahan sistem hu-

kum maritim dan penyesuaian materi 

peraturan perundangan dengan dina-

mika perkembangan dunia kemaritiman 

Pembinaan dan penyiapan sumberdaya 

secara memadai dan mencukupi Kerjasa-

ma yang lebih baik antara sektor publik 

dan swasta Penciptaan iklim investasi 

yang kondusif untuk industri pelayaran 

Beberapa masalah utama jangka mene-

ngah dapat diagendakan untuk ditanga-

ni, seperti di bidang Pajak: pengurangan 

dan atau pembebasan Pajak Penghasilan 

Badan dan awak kapal dan barang-

barang kebutuhan perusahaan yang 

menggunakan kapal berbendera Indone-

sia. 

Di bidang pendanaan pinjaman 

lunak jangka panjang untuk industri 

pelayaran, fasilitas khusus keuangan 

untuk pengadaan kapal, dan kredit 

investasi untuk perusahaan pelayaran 

penghasil devisa; Fasiltas perdagangan: 

ekspor dengan C&F/CIF, imor dengan 

FOB Ratifikasi United Nations Convention 
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on Mortgage and Lien Kontrak jangka 

panjang antara pemilik kapal dengan 

pengguna jasa Sosialisasi nilai strategis 

industri pelayaran Review terhadap jum-

lah pelabuhan yang melayani perdaga-

ngan internasional (kini 141) Peningka-

tan fasilitas dan layanan kepelabuhanan 

B.     Finansial 

 Industri transportasi laut 

menghadapai situasi pelik, yaitu timbul-

nya masalah ketergantungan pada kapal 

sewa asing dan kelebihan kapasitas 

armada secara bersamaan. Pangkal pelik 

situasi tersebut berasala dari lingkungan 

investasi perkapalan yang tidak kondu-

sif. Perusahaan pelayaran yang ingin 

meremajakan armadanya, sulit mem-

peroleh dukungan dana. Jika dibiarkan, 

kepelikan tersebut akan seperti spiral 

yang menyeret perusahaan pelayaran 

kearah keterpurukan yang semakin 

dalam. 

Hanya ada satu persyaratan 

yang dibutuhkan, agar perusahaan 

pelayaran nasional dapat keluar dari 

keterpurukan tersebut, yaitu iklim inves-

tasi yang kondusif. Kondusivitas ter-

sebut diperlukan untuk memberdayakan 

perusahaan pelayaran, sehingga perusa-

haan pelayaran tersebut memiliki bebe-

rapa karakteristik kemampuan dalam 

hal: mengakses sumber dana keuangan 

untuk pengadaan kapal yang dibutuh-

kan menikmati laba bisnis yang stabil 

menghindari kemrosotan asset kapal 

dalam jangka menengah dan panjang 

melakukan reinvestasi pada armada 

yang lebih berdaya saing. 

 

4. PENUTUP 

Upaya peningkatan daya-saing pada 

aspek yang relevan perlu dilaku-

kan secara simultan. Pembenahan 

administrasi dan manajemen 

pemerintahan di laut, termasuk 

keselamatan dan keamanan 

maritim serta perlindungan laut. 

Pembenahan manajemen pelabu-

han, untuk peningkatan efisiensi 

dan produktivitas Pembangunan 

prasarana dan sarana penunjang 

pelayaran Penetapan kebijakan 

pelayaran nasional dan rencana 

strategis pembangunan per-

hubungan laut. Termasuk penera-

pan asas cabotage yang bertujuan 

tidak sekedar sebagai pelindung 

industri pelayaran domestik, tetapi 

untuk peningkatan daya-tawar 

dalam persaingan global yang 

sengit. 
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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menginvestigasi terkait  leverage, bond 

rating perusahaan yang terdaftar di bursa efek Inonesia. Peningkatan jumlah leverage tidak akan 

berdampak pada penurunan peringkat perusahaan selama peningkatan leverage berdampak pada 

peningkatan profitabilitas dan size perusahaan yang lebih besar. Perusahaan meningkatkan 

leverage melalui penerbitan hutang secara substantif merespon kebutuhan operasi daripada 

keinginan untuk melakukan pembayaran ekuitas yang besar.  

Sampel yang diambil dalam penelitian 20 perusahaan manufaktur dengan metode 

purposive sampling periode 2008-2012. rilisan peringkat obligasi oleh PT. Pefindo dan ICMD 

2008-2012 yang diperoleh dari investment gallery MM UGM. Rasio-rasio leverage yang terdiri 

dari Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Degree of Financial 

Leverage (DFL), danDebt Coverage Ratio (DCR) tidak dapat memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap rasio-rasio leverage tersebut tidak dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi pada tingkat signifikansi 5%. Temuan 

empiris dari statistik analisis regresi panel perusahaan melakukan pembiayaan jangka panjang 

melalui hutang dan salah satu faktornya pasar obligasi yang berkembang pesat. 

 

Kata kunci: peringkat obligasi, leverage, debt ratio 

 

Abstract 

 

This study aims to examine and investigate related leverage, bond rating companies 

listed on the stock exchange Inonesia. Increasing the amount of leverage will not affect the 

downgrades of the company during leverage increase impact on increased profitability and 

larger company size. Firms increase leverage through debt issuance substantively responds to 

operational needs rather than a desire to make large equity payments. 

Samples taken in the research of 20 manufacturing companies with purposive sampling 

method of the period 2008-2012. the bond rating release by PT. Pefindo and ICMD 2008-2012 

obtained from investment gallery MM UGM. Leverage ratios consisting of Debt to Equity Ratio 

(DER), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Degree of Financial Leverage (DFL), and Debt 

Coverage Ratio (DCR) can not predict corporate bond rating. This is because any of these 

leverage ratios can not have a significant effect on the bond rating at the 5% significance level. 

The empirical findings of the company's panel regression analysis statistics undertake long-

term financing through debt and one of the fastest growing bond-market factors. 

 

Keywords: rating of bonds, leverage, debt ratio 

mailto:deni.ramdani@untidar.ac.id
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1. PENDAHULUAN  

Bagi emiten, obligasi merupakan 

sekuritas yang relatif aman karena 

biaya emisinya lebih murah dibanding-

kan saham. BAPEPAM mewajibkan 

obligasi untuk diperingkat, salah satu-

nya adalah PT.PEFINDO. Tujuan 

adanya pemeringkatan untuk menilai 

kinerja perusahaan. Peringkat obligasi 

memberikan signal tentang kegagalan 

hutang gagal bayar perusahaan. Lem-

baga pemeringkat rating atau rating 

agency merupakan lembaga yang ber-

wenang untuk menentukan rating se-

buah perusahaan. Lembaga-lembaga 

pemeringkat rating yang cukup terkenal 

di dunia antara lain adalah Standard & 

Poor’s Rating dan Moody’s Rating.  Di 

Indonesia, lembaga pemeringkat rating 

yang paling terkenal dan banyak 

digunakan oleh sebagian besar investor 

adalah rating yang diterbitkan oleh PT. 

PEFINDO. Penelitian ini mengacu pada 

PT. PEFINDO karena perusahaan yang 

terdaftar (listing) di Bursa Efek Indo-

nesia (BEI) banyak yang menggunakan 

jasa pemeringkatan dari PT. PEFINDO. 

Dalam  proses pemeringkatan ti-

dak ada key performance indicator 

(KPIs) yang jelas. Maka dari itu PT. 

PEFINDO  menggunakan beberapa 

kriteria yang berdasarkan analisis men-

dalam lima faktor risiko utama, yaitu 

pertumbuhan industri dan stabilitas 

(growth and stability), pendapatan dan 

struktur biaya (revenue and cost 

structure), hambatan masuk dan tingkat 

persaingan dalam industri (barriers to 

entry and competition), regulasi dan de-

regulasi industri (regulatory framework), 

dan profil keuangan dari industri 

(financial profile). Adapun penilaian 

risiko pada profil keuangan perusahaan 

berdasarkan analisis menyeluruh dan 

rinci pada empat bidang utama, yang 

mencakup kebijakan keuangan manaje-

men perusahaan (financial policy), dan tiga 

indikator keuangan, termasuk struktur 

modal (capital structure), perlindungan 

arus kas (cash flow protection) dan 

fleksibilitas keuangan (financial flexibili-

ty)(http://new.pefindo.com/scrm_korporas

i_index.php). 

Namun demikian, belum ada pen-

jelasan lebih lanjut mengenai aspek mana 

yang lebih diutamakan dalam pemering-

katan. Penelitian ini ingin menguji salah 

satu kriteria yang digunakan PT. PEFI-

NDO dalam penilaian, yaitu kriteria 

keuangan.  

Kriteria keuangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan meng-

gunakan variabel leverage yang termasuk 

dalam kriteria penilaian PT. PEFINDO 

pada profil keuangan struktur modal 

perusahaan. 

Ketika meningkatkan leverage pe-

rusahaan target ketingkat dimana default 

risk bisa diminimalisir atau dikelola. teori 

trade-off yang dinamis memprediksi bah-

wa pada titik refinancing profitabilitas 

yang lebih tinggi mengurangi kemungki-

nan kebangkrutan biaya dan meningkat-

kan leverage. Leverage banyak digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan (firm’s value). Hal ini di-

karenakan adanya manfaat dari leverage 

yaitu dapat mengurangi beban pajak yang 

dibebankan kepada perusahaan. Selain 

memberikan dampak positif terhadap 

penghematan pajak, leverage juga memiliki 

dampak negatif yaitu dapat meningkat-

kan risiko kebangkrutan perusahaan. 

Oleh sebab itu, perusahaan dihadapkan 

kepada sebuah trade-off untuk mengguna-

kan leverage atau tidak. 

Menurut Frank dan Goyal (2005), 

teori Modigliani dan Miller menyatakan 

bahwa hutang dapat memberikan man-

http://new.pefindo.com/scrm_korporasi_index.php
http://new.pefindo.com/scrm_korporasi_index.php
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faat pajak yang cukup besar bagi peru-

sahaan. Berdasarkan teori tersebut, 

terdapat sebuah pertanyaan besar yaitu 

apakah seharusnya perusahaan meng-

gunakan hutang yang lebih intensif 

untuk kemajuan perusahaan. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut maka 

perlu adanya perhitungan dan per-

kiraan yang baik mengenai manfaat dan 

biaya dari hutang (cost of debt). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Keputusan pembiayaan perusa-

haan sangat penting bagi manajemen 

perusahaan. Keputusan ini termasuk 

penentuan struktur modal perusahaan 

yang optimal. Secara teoritis, ada 

sejumlah teori struktur modal yang 

tersedia dalam hal ini. 

Sejak Modigliani dan Miller 

(1958) mengemukakan teori yang tidak 

relevan, telah terjadi diskusi yang 

sedang berlangsung tentang relevansi 

struktur modal, namun secara teoritis 

ada agak bertentangan bukti tentang 

fenomena ini.  

Rasio Hutang terhadap Ekuitas 

(rasio D/E) adalah biasa digunakan 

sebagai ukuran struktur modal. Inves-

tor dan kreditur sangat tertarik pada 

rasio D/E sehingga bisa menganalisis 

penggunaan hutang dan peluang peru-

sahaan secara berlebihan kebangkrutan. 

Sementara membuat keputusan 

pembiayaan, elemen tata kelola perusa-

haan seharusnya juga harus diingat. 

Ada konsep corporate governance baru 

yang muncul mendapatkan popularitas 

yang luas dalam dekade terakhir. Sam-

bil membahas definisi perusahaan tata 

kelola, ada berbagai sudut pandang 

yang ditemukan yang sebenarnya ber-

gantung pada milik seseorang persepsi 

tentang dunia Mekanisme tata kelola 

perusahaan dipandang sebagai kompleks 

sistem kontrol dari    perspektif yang lebih 

luas (Zingales, 1998). 

Beberapa mendefinisikan konsep-

nya seperti Shleifer dan Vishny (1997) 

sebagai sarana penyalur keuangan bagi 

perusahaan dapat memastikan bahwa 

mereka akan mendapatkan pengembalian 

investasi mereka. Secara umum diIsu, tata 

kelola perusahaan didefinisikan sebagai 

sistem peraturan, undang-undang dan 

faktor yang diambil pengendalian ke-

giatan operasional di perusahaan (Gillan 

& Starks, 1998). Terlepas dari apapun 

definisi spesifik, mekanisme tata kelola 

perusahaan dipandang sebagai dua ke-

lompok yang berbeda yaitu internal 

perusahaan dan eksternal perusahaan 

(Stuart, 2006). 

Sebuah perusahaan selalu ingin 

menerapkan struktur modal yang opti-

mal. Struktur modal optimal sebuah peru-

sahaan dapat didefinisikan sebagai 

struktur modal yang akan memaksimal-

kan harga saham perusahaan (Brigham 

and Houston, 2012: 451). Hal ini berarti 

perusahaan selalu berusaha meningkat-

kan nilai perusahaannya—melalui pe-

ningkatan harga saham perusahaan– 

dengan cara mengoptimalkan struktur 

modalnya. Graham and Harvey (2001) 

menyatakan bahwa target struktur modal 

yang banyak digunakan oleh perusahaan 

untuk mengoptimalkan struktur modal 

perusahaan adalah dengan mengatur 45% 

dari struktur modal harus berasal dari 

hutang. 

Kebijakan mengenai struktur mo-

dal melibatkan trade off antara risiko dan 

tingkat pengembalian (return). Penam-

bahan hutang akan memperbesar risiko 

kebangkrutan perusahaan, tetapi akan 

memperbesar tingkat pengembalian yang 

diharapkan (expected return). Risiko yang 

semakin tinggi yang diakibatkan oleh 
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besarnya hutang cenderung akan 

menurunkan harga saham atau nilai 

perusahaan, tetapi meningkatnya expec-

ted return juga diharapkan dapat 

meningkatkan harga saham atau nilai 

perusahaan. Bersadarkan hal tersebut 

maka mucul konsep struktur modal 

optimal, yaitu struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara 

risiko dan tingkat pengembalian se-

hingga memaksimalkan harga saham 

atau nilai perusahaan (Brigham and 

Houston, 2012: 451). 

 

3. METODOLOGI DAN DATA  

 

Model penelitian 

Analisis data akan dilakukan de-

ngan model analisis regresi ordinal. 

Menurut Chen dan Hughes (2004), 

metode regresi ordinal digunakan 

untuk memodelkan hubungan antara 

variabel dependen yang berskala ordi-

nal. Kesimpulan umum yang menca-

kup pembangunan model untuk regresi 

ordinal memutuskan variabel mana 

yang harus dimasukkan pada model 

dan memilih fungsi hubungan (misal-

nya logit link atau complementary link) 

yang menunjukkan kesesuaian model. 

Estimasi model regresi ordinal untuk 

masing-masing variabel independen 

memberikan perkiraan dampak varia-

bel tersebut terhadap variabel depen-

den setelah menyesuaikannya dengan 

variabel independen lainnya dalam 

model yang digunakan.  

Penelitian ini menggunakan 

variabel dependen RAT (rating), yaitu 

peringkat obligasi yang berupa data 

ordinal. Variabel-variabel independen 

terdiri dari DER (Debt to Equity Ratio), 

DAR (Debt to Total Assets Ratio), DFL 

(Degree of Financial Leverage), DCR (Debt 

Coverage Ratio).Variabel kontrol terdiri 

dariPFT (profitability) dan SIZ (firm’s 

size).Jenis data variabel independen dan 

variabel kontrol adalah data rasio.  

Oleh sebab itu, penelitian ini dapat 

dianalisis dengan model analisis regresi 

ordinal. 

 

1) Model pertama, untuk menguji 

variabel bebas DER : 

RATi = α0 + β1 DERi + β2PFTi 

2) Model kedua, untuk menguji 

variabel bebas DAR : 

RATi = α0 + β1 DARi + β2PFTi + β3SIZi 

3) Model ketiga, untuk menguji 

variabel bebas DFL : 

RATi = α0 + β1 DFLi + β2PFTi + β3SIZi  

4) Model keempat, untuk menguji 

variabel bebas DCR : 

RATi = α0 + β1 DCRi + β2PFTi + β3SIZi 

 

 

 

 

N Skewness Kurtosis 

Statis

tic 

Statis

tic 

Std. 

Error 

Statis

tic 

Std. 

Error 

Unstanda

rdized 

Residual 

100 .054 .241 -.833 .478 

Valid N 

(listwise) 

100 
    

Model Fitting Information Model 1 

Model 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square Df Sig. 

Intercept 

Only 

382.169 

   

Final 375.393 6.776 2 .034 

Link function: Logit. 

β3SIZi 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Uji Model 

 

1) Model 1: RATi = α0 + β1 DERi + 

β2PFTi 

           Tabel 4.A.1.1 

Pada Model Fitting Information 

Model 1,-2 Log Likelihood menerangkan 

bahwa tanpa memasukkan variabel 

independen (intercept only) nilainya 

382,169. Namun, setelah memasukkan 

variabel independen ke dalam model 

(final) terjadi penurunan nilai menjadi 

375,393. Perubahan nilai ini merupakan 

nilai chi-square yaitu 6,776 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,034 (< 0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa model 1 fit 

dengan data. 

Tabel 4.A.1.2 

Uji Normalitas Model 1 

 

 

Tabel hasil dari uji normalitas 

juga menyatakan bahwa model 1 

memiliki distribusi data yang baik. 

Tabel di atas menunjukkan rasio 

skewness sebesar 0,224 (0,054/ 0,241), 

sedangkan  rasio kurtosis sebesar -1,742 

(-0,833/ 0,478). Hasil tersebut 

menyimpulkan bahwa distribusi data 

adalah normal karena berada diantara -

2 dan +2. 

 

Tabel 4.A.1.3 

Uji Multikolinieritas Model 1 

Menurut tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa seluruh variabel independen 

memiliki nilai VIF kurang dari 10. Model 

dikatakan bebas dari masalah 

multikolinieritas jika nilai VIF di bawah 

10. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa model 1 tidak 

memiliki masalah multikolinieritas. 

 

 

Tabel 4.A.1.4 

Pseudo R-Square 

Model 1 

Cox and 

Snell 

.066 

Nagelkerke .067 

McFadden .018 

Link function: Logit. 

 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic 

Statis 

tic 

Std. 

Error 

Sta 

tistic 

Std. 

Error 

Unstandardi

zed 

Residual 

100 .054 .241 -.833 .478 

Valid N 

(listwise) 

100 
    

Model Fitting Information Model 1 

Model 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square Df Sig. 

Intercep

t Only 

382.169 

   

Final 375.393 6.776 2 .034 

Link function: Logit. 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 DER .984 1.016 

PFT .984 1.016 

a. Dependent Variable: RAT 
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Nilai Pseudo R-Squaredigunakan 

untuk menguji kesesuaian statistik. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa seberapa 

besar variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen. Nilai ini 

sama seperti halnya koefisien 

determinasi pada regresi. Terdapat tiga 

buah nilai Pseudo R-Square, dengan nilai 

terbesar adalah Nagelkerke, yaitu 

sebesar 0,067. 

Hal ini menunjukkan bahwa Debt 

to Equity Ratio (DER) dan profitabilitas 

mampu menjelaskan varians peringkat 

obligasi sebesar 6,7% dimana sisanya 

yaitu sebesar 93,3% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar model 1.  

Hal ini menunjukkan bahwa masih 

banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi peringkat obligasi selain 

faktor DER dan profitabilitas, seperti 

pertumbuhan industri dan stabilitas 

(growth and stability), pendapatan dan 

struktur biaya (revenue and cost 

structure), hambatan masuk dan 

tingkat persaingan dalam industri 

(barriers to entry and competition), 

regulasi dan de-regulasi industri 

(regulatory framework), serta profil 

keuangan dari industri (financial 

profile) yang berupa perlindungan 

arus kas (cash flow protection) dan 

fleksibilitas keuangan 
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PENINGKATAN MUTU MELALUI PENILAIAN KINERJA 
DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Shintya Novita Rahmawati1), Andres Pramono Hadi2) 

1Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar 

email: shintya.nr@untidar.ac.id 
2Fakultas Ekonomi, IBI Darmajaya Lampung 

email: andrespramono@yahoo.co.id 

 

 
Abstrak 

 

Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat penilain kinerja yang dijadikan 

sebagai acuan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan. Penilaian kinerja pada 

manajemen sumber daya manusia bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja, mengembangkan 

dan memotivasi karyawan, memverifikasi bahwa karyawan memenuhi kelayakan standar 

kinerja, dan membantu karyawan mengelola kinerjanya, tetapi dapat menjadi sumber 

kekhawatiran bagi karyawan dan manajer, bila terdapat ketidakpastian dan ambiguitas dalam 

penilaian. Proses penilaian kinerja harus mampu: mengidentifikasi standar kinerja, mengukur 

kriteria penilaian, dan memberikan umpan balik bagi karyawan mengenai hasil penilaiannya 

guna meningkatkan kinerja di masa depan dan memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan 

standar. Beberapa metoda penilaian kinerja yaitu: checklists, rating scales, critical incidents, 

narrative, behaviorally anchored rating scale (BARS), field visitation, management by objective 

(MBO), psychology. Penyebab kesalahan dalam penilaian yaitu: hello effect, central tendency, 

leniency, strictness, personal prejudice/ stereotyping, recency effect. Penilaian kinerja Pegawai 

Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1979 yang 

meliputi : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, 

dan kepemimpinan, yang dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

dan dinyatakan berlaku sesudah ada pengesahan oleh atasan pejabat penilai. 

 

Kata kunci : penilaian, kinerja, sumber daya manusia, manajemen. 
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PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memiliki sumber daya atau 

potensi untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang positif. MSDM dalam 

fungsi manajerial adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pe-

ngendalian, sedangkan menurut fungsi 

operasional adalah pengadaan, pe-

ngembangan, kompensasi, integrasi, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubu-

ngan kerja. (Petrus Maharsi 2011:1). 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

mempunyai peran yang besar bagi ke-

suksesan sebuah perusahaan, sehingga 

banyak perusahaan menyadari bahwa 

unsur manusia dalam perusahaan itu 

dapat memberikan keunggulan daya 

saing. (Robert L. Mathis, John H. 

Jackson, 2001). MSDM dalam bidang 

manajemen khusu mempelajari hubu-

ngan dan peran manusia dalam perusa-

haan. Unsur dari MSDM itu sendiri 

adalah manusia sebagai tenaga dan 

penggerak aktifitas. Manusia berperan 

aktif dan dominan dalam setiap ke-

giatan perusahaan karena manusia bisa 

menjadi perencana, pelaku guna me-

wujudkan tujuan dari perusahaan. Alat 

yang dipunyai oleh perusahaan meski-

pun canggih tidak akan bisa maksimal 

tanpa ada campur tangan dalam hal 

pengelolaan yang dilakukan oleh ma-

nusia.  

Penilaian kinerja dapat dianggap 

sebagai alat untuk memverifikasi 

bahwa karyawan memenuhi standar 

kinerja yang telah ditetapkan, dan 

dapat pula untuk membantu karyawan 

dalam mengelola kinerja mereka. (H. 

Malayu S.P. Hasibuan, 2009:1-10 dan 

Herman Sofyandi, 2008:121). 

 

 

Penilaian Kinerja 

Proses penilaian kinerja harus 

mampu mengidentifikasi standar-stan-

dar kinerja, mengukur kriteria-kriteria, 

yang digunakan untuk melakukan pe-

nilaian, dan mampu memberikan um-

pan balik kepada karyawan mengenai 

hasil penilaiannya guna meningkatkan 

kinerja di masa yang akan datang dan 

memperbaiki kinerja yang dianggap 

tidak sesuai dengan standar. Proses 

penilaian kinerja harus mempunyai 

hubungan dengan pekerjaan (Job rela-

ted) yaitu dengan benar-benar menilai 

perilaku atau kerja karyawan. Menurut 

Dewi Hanggraeni (2012:121) dan Soeki-

djo Notoatmodjo (2009:135), penilaian 

kinerja (performance appraisal) adalah 

suatu proses yang diselenggarakan 

oleh perusahaan untuk mengevaluasi 

atau melakukan penilaian kinerja indi-

vidu setiap karyawannya. Misalnya 

seorang sales hanya mampu mencapai 

target penjualan 8 juta perbulan dari 

target standar kinerja 10 juta untuk 

nilai 100, maka sales itu hanya 

mendapat nilai 80, dan rentang nilai 0 

hingga 100 disebut ukuran-ukuran 

kinerja.  

Umpan balik kinerja (performan-

ce feedback) adalah pemberian umpan 

balik yang diberikan kepada karyawan 

sebagai hasil dari penilaian kinerja 

mereka. Umpan balik itu berkaitan 

dengan hal-hal yang harus ditingkat-

kan, standar yang belum terpenuhi dan 

keberhasilan yang telah dicapai. Menu-

rut Herman Sofyandi (2008:123), penila-

ian kinerja adalah penilaian tentang 

prestasi kerja karyawan dan akuntabili-

tasnya. Hasil penilaian kinerja berfung-

si sebagai dasar dalam evaluasi reguler 

terhadap kinerja karyawan apakah 

kompeten, efektif, dan dapat dipromo-
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sikan atau tidak, berdasarkan pada in-

formasi dari hasil penilaian kinerja. 

 

1. METODE PENILAIAN KINERJA 

Metode penilaian kinerja men-

urut Soekidjo Notoatmodjo (2009:136) 

dan Herman Sofyandi (2008:129) 

dikelompokkan menjadi penilaian yang 

berorientasi pada waktu yang lalu dan 

pada waktu mendatang. Pada umum-

nya penilaian kinerja karyawan ber-

orientasi pada masa lalu dimana eva-

luasi dilakukan berdasarkan hasil yang 

telah dicapai oleh karyawan selama 

periode tersebut. Evaluasi kinerja yang 

lalu merupakan umpan balik yang 

dapat dimanfaatkan untuk perbaikan. 

Akurasi dari setiap metode penilaian 

harus memperhatikan beberapa faktor 

yaitu : (1) Validitas, apakah instrumen 

tersebut mengukur kriteria penilaian 

dengan akurat dan mampukah melaku-

kan identifikasi kinerja yang efektif dan 

benar? (2) Keandalan, apakah instru-

men tersebut dapat menghasilkan peni-

laian secara konsisten? (3) Kemampuan 

membedakan, apakah instrumen mam-

pu membedakan pelaksana yang baik 

dan yang buruk? (4) Bebas dari bias, 

yang dimaksud disini adalah apakah 

tendensi untuk memberikan skor nilai 

terdapat kecenderungan untuk mem-

berikan tipe-tipe skor tertentu, sehing-

ga mampu memberikan penilaian se-

cara akurat bukan secara subyektif. (5) 

Relevansi penilaian bagi yang menilai 

dan yang diberikan penilaian (6) Apa-

kah biaya untuk pengembangan dan 

penggunaan instrumen masuk akal ? 

(7) Pelaksanaan administrasi, apakah 

penilai membutuhkan pelatihan yang 

ekstensif untuk menggunakan instru-

men membutuhkan jangka waktu yang 

rasional ? 

 

a.  Metode Daftar Pernyataan 

Checklists Method (Metode daftar 

pernyataan) adalah daftar pernyataan 

deskriptif dan atau sifat-sifat yang 

mendeskripsikan perilaku yang berhu-

bungan dengan pekerjaan. Setiap butir 

merefleksikan kualitas positif maupun 

negatif dari karyawan. (Herman Sof-

yandi, 2008:130 dan Dewi Hanggraeni, 

2012:123). Keunggulan meode ini ada-

lah hemat, mudah dalam pelaksanaan, 

keterbatasan pelatihan yang dibutuh-

kan oleh penilai, dan standarisasi. 

Namun dalam metode ini lemah dan 

rentan terhadap penilaian yang sifatnya 

subyektif dan terkesan bias (hallo effect). 

Karena hal tersebut bisa menimbulkan 

makna yang ambigu dan menjadikan 

mis-interpretasi butir-butir dari daftar 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan. 

 

b.  Metode Daftar Pernyataan Ber-

bobot 

Daftar pernyataan yang diskrip-

tif atau disebut dengan Weighted-check-

lists methode adalah sifat-sifat yang 

mendeskripsikan perilaku yang berhu-

bungan dengan pekerjaan. Ada 2 

macam penilaian yang tersedia pada 

lembar pernyataan yaitu penilaian 

positif atau penilaian negatif. Dalam 

penilaian tersebut tidak dimunculkan 

bobot nilai. Hal tersebut dimaksudkan 

agar penilai tidak mengetahuinya. Se-

mua poin yang diberikan kepada se-

mua respon yang tertimbang selanjut-

nya dijumlah untuk mendapatkan nilai 

keseluruhan. (Herman Sofyandi, 

2008:131 dan Dewi Hanggraeni, 

2012:124) 

 

c.  Metode Skala Penilaian 

Metode ini banyak dipakai se-

cara luas karena memberikan penilaian 

dengan cara membandingkan kinerja 
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individu dengan standar yang absolut, 

selain mudah dipahami oleh orang lain 

juga mudah digunakan oleh penilai, 

serta hanya membutuhkan waktu yang 

sangat singkat. Penilai melakukan 

evaluasi kinerja dari berbagai dimensi, 

seperti: kualitas kerja, penerimaan 

kritik, kemauan memikul tanggung 

jawab, dan lain-lain yang serupa. Skala 

penilaian dimulai dari nilai yang 

terendah hingga yang tertinggi, dari 

yang terburuk hingga yang terbaik, 

dari yang memuaskan hingga yang 

tidak memuaskan. Skala itu disusun 

berdasarkan cakupan karakter, keahli-

an, pengetahuan yang mereka rasa 

dapat memberikan pembeda antara 

pelaksana yang bagus dengan yang 

jelek dari setiap pekerjaan. (Herman 

Sofyandi, 2008:132 dan Dewi Hang-

graeni, 2012:123) 

 

d.  Metode Kejadian Kritis 

Memperoleh data tersebut lewat 

wawancara individu, kelompok, kuesi-

oner, maupun formulir isian. Metode 

tersebut dinamakan critical incidents 

method. 

 

e.  Metode Narasi 

Metode ini memasukkan unsur-

unsur: penilaian menyeluruh dari 

kinerja karyawan, pekerjaan yang 

sekarang dapat dilakukan oleh karya-

wan, promotabilitas karyawan. Hal 

tersebut digunakan untuk menganalisis 

karakteristik unik tentang kekuatan 

dan kelemahan, bakat dan keahlian 

dalam bentuk narasi atau esai 

. 

f. Metode BARS 

Dalam metode BARS (Behavio-

rally Anchored Rating Scale) mengga-

bungkan metode penilaian narasi dan 

penilaian skala yang masing-masing 

rate disertai penjelasan narasi secara 

mendetail dan lebih spesifik, contoh 

dari perilaku baik dan buruk yang 

dapat diamati meliputi karakter pri-

badi, pengetahuan, serta keahlian. 

Dalam hal ini penilai melakukan per-

bandingan dalam kinerja dari tiap 

karyawan sesuai dengan ukuran atau 

dimensi dari standar yang ditetapkan, 

sehingga mampu memberikan hasil 

yang dapat diamati dari deskripsi 

pekerjaan dan standar kinerja. (Herman 

Sofyandi, 2008:140 dan Dewi 

Hanggraeni, 2012:124) 

 

g.  Metode Peninjauan Lapangan 

Field Visitation Method atau yang 

disebut dengan metode peninjauan 

lapangan, dilakukan oleh pimpinan 

dengan melakukan observasi langsung 

ke lapangan untuk memberikan peni-

laian prestasi kerja karyawan bersa-

maan dengan kegiatan superisi baik 

yang terencana ataupun yang bersifat 

mendadak. (Soekidjo Notoatmodjo, 

2009:138) 

 

h.  Metode MBO 

Management by Objective atau 

yang lebih dikenal dengan nama MBO. 

Dalam hal ini penilai dan karyawan 

sebagai yang dinilai dalam menentu-

kan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

pelaksanaan pekerjaan pada waktu 

yang akan datang, kemudian dengan 

menggunakan tujuan-tujuan serta sasa-

ran tersebut secara bersama-sama de-

ngan pimpinan dan karyawan melaku-

kan penilaian prestasi kerja. (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2009:139). 

 

i.  Metode Psikologi 

Psychology method atau metode 

psikologi dilakukan dengan teknik 

wawancara mendalam atau yang sering 

disebut deep interview, diskusi, dan tes 
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psikologi terhadap karyawan yang di-

nilai, yaitu meliputi aspek-aspek: 

intelektual, emosi, motivasi, dan 

sebagainya. Dari hasil teknik yang 

sudah dilakukan dapat membantu 

untuk memperkirakan prestasi kerja 

karyawan pada masa mendatang. Me-

tode ini sangat relevan untuk pengam-

bilan keputusan tentang penempatan 

atau perpindahan tugas dalam lingku-

ngan organisasi. (Soekidjo Notoatmo-

djo, 2009:139). 

 

2. Kesalahan Penilaian 

Dalam proses penilaian sering 

terjadi kesalahan dalam penilaian 

kinerja berlangsung. Apabila tidak 

tertangani dengan baik dapat mem-

berikan hasil penilaian kinerja yang 

tidak obyektif, sehingga informasi yang 

didapatkan bisa menyesatkan dan 

bahkan menjadi kendala bagi perusa-

haan (backfire). Beberapa penyebab 

kesalahan yang sering terjadi dalam 

penilaian adalah: hallo effect, central 

tendency, leniency, strictness, personal 

prejudice/stereotyping, recency effect. Efek 

halo adalah penilaian yang hanya 

berdasarkan pada satu kriteria saja dan 

mengabaikan kriteria-kriteria yang lain, 

sehingga hasil penilaian tidak bisa 

obyektif dan seimbang. Central tendency 

yaitu penilai tidak mampu memberikan 

penilaian secara ekstrim, melainkan 

nilai angka rata-rata tengah, sehingga 

informasi yang disajikan tidak ada 

yang sifatnya menonjol dan siapa yang 

kurang menonjol kinerjanya. Leniency 

adalah penilai terlalu murah hati dalam 

menilai sehingga cenderung memberi-

kan kemudahan dan kemurahan se-

hingga tidak bisa obyektif. Personal 

prejudice/stereotyping yaitu penilaian 

yang tidak didasarkan atas kinerja 

individu melainkan didasarkan pada 

kelompok tempat individu melainkan 

didasarkan pada kelompok tempat 

individu tersebut berasal. Recency effect 

yaitu memfokuskan diri pada perilaku 

kerja individu yang paling akhir 

(recent) dan tidak melihat perilaku 

individu secara keseluruhan selama dia 

bekerja, sehingga penilaian menjadi 

bias. (Dewi Hanggaraeni, 2012:124). 

 

3. Penilaian Kinerja PNS 

Penilaian kinerja bertujuan un-

tuk mengetahui kekurangan dan ke-

lebihan yang dimiliki oleh PNS yang 

bersangkutan dalam pertimbangan 

dalam pembinaan PNS. Hasil penilaian 

pekerjaan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan PNS, antara lain: pe-

ngangkatan, kenaikan pangkat, pe-

ngangkatan dalam jabatan, pendidikan 

dan pelatihan, serta pemberian peng-

hargaan. Menurut Hardiyansyah 

(2012:92), penilaian kinerja Pegawai 

Negeri Sipil adalah penilaian secara 

periodik pelaksanaan pekerjaan seo-

rang PNS. Penilaian kinerja PNS 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. 

Unsur-unsur yang dinilai meliputi: 

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, 

prakarsa, dan kepemimpinan. Keseti-

aan adalah kesetiaan, ketaatan, dan 

pengabdian kepada Pancasila, Undang-

undang Dasar 1945, negara, dan 

pemerintah. Prestasi kerja adalah hasil 

kerja yang dicapai seorang PNS dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Pada umumnya prestasi 

kerja seorang PNS dipengaruhi oleh 

kecakapan,keterampilan, pengalaman, 

dan kesungguhan PNS yang ber-

sangkutan. Tanggung jawab adalah ke-

sanggupan seorang PNS menyelesai-

kan pekerjaan yang diserahkan ke-

padanya dengan sebaik-baiknya dan 

tepat pada waktunya serta berani 
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memikul resiko atas keputusan yang 

diambilnya atau tindakan yang di-

lakukannya. Ketaatan adalah kesang-

gupan seorang PNS untuk mentaati 

segala peraturan perundang-undangan 

dan peraturan kedinasan yang berlaku, 

mentaati perintah kedinasan yang di-

berikan oleh atasan yang berwenang, 

serta kesanggupan untuk tidak me-

langgar larangan yang ditentukan. 

Kejujuran adalah ketulusan hati seo-

rang PNS dalam melaksanakan tugas 

dan kemampuan untuk tidak menya-

lah gunakan wewenang yang diberikan 

kepadanya. Kerjasama adalah kemam-

puan seorang PNS untuk bekerja ber-

sama-sama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan sesuatu tugas yang di-

tentukan, sehingga tercapai daya guna 

dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

Prakarsa adalah kemampuan seorang 

PNS untuk mengambilkeputusan, lang-

kah-langkah atau melaksanakan se-

suatu tindakan yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas pokok tanpa me-

nunggu perintah dari atasan. Kepe-

mimpinan adalah kemampuan seorang 

PNS untuk meyakinkan orang lain 

sehingga dapat dikerahkan secara mak-

simal untuk melaksanakan tugas po-

kok.  

 

b.  Tata Cara Penilaian 

Hasil penilaian pelaksanaan pe-

kerjaan dituangkan dalam Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

sebagai dokumen kepegawaian yang 

bersifat rahasia.Pejabat penilai yang 

berwenang mengisi DP3 wajib melaku-

kan penelitian atas pelaksanaan peker-

jaan PNS di lingkungannya dengan 

teliti dan obyektif berdasarkan data 

yang ada menurut kenyataan yang 

sebenarnya. Penilaian dilakukan oleh 

pejabat penilai yaitu atasan langsung 

PNS yang dinilai dalam jangka waktu 

satu tahun mulai bulan Januari hingga 

Desember tahun yang bersangkutan, 

dengan nilai pelaksanaan pekerjaan 

yang dinyatakan dengan sebutan dan 

angka : amat baik (91-100), baik (76-90), 

cukup (61-75), sedang (51-60), dan 

kurang (50 ke bawah). Pejabat penilai 

yang berwenang mengisi DP3 wajib 

melakukan penelitian atas pelaksanaan 

pekerjaan PNS di lingkungannya 

dengan teliti dan obyektif berdasarkan 

data yang ada menurut kenyataan yang 

sebenarnya. Pejabat penilai baru dapat 

melakukan penilaian apabila ia telah 

membawahi PNS yang dinilai seku-

rang-kurangnya enam bulan. Pejabat 

yang telah memberikan penilaian DP3 

memberikan kepada bawahan.  

 

c.  Keberatan Terhadap Penilaian 

Apabila PNS mengalami kebe-

ratan atas nilai yang tertuang DP3 

kepada pejabat penilai, maka PNS bisa 

mengajukan keberatan secara tertulis 

disertai dengan alasan yang tersedia 

dalam DP3 kepada pejabat penilai 

paling lambat empat belas sejak 

penilaian tersebut terbit dan diterima 

oleh PNS. Apabila lebih dari 14 hari 

maka pengajuan keberatan atas peni-

laian tidak dapat dipertimbangkan. 

Pada saaat penilaian tersebut diajukan 

sebelum 14 hari, disertai alasan yang 

bisa diterima, maka pejabat wajib 

melakukan perubahan. Pejabat yang 

sudah melakukan perubahan dalam 

penilaian tidak dapat diganggu gugat. 

DP3 yang diperuntukkan bagi PNS 

yang sedang mendapatkan tugas 

belajar baik didalam negeri maupun 

luar negeri dinilai oleh pejabat penilai 

dengan bahan-bahan yang diperoleh 

dari kepala perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri. (Hardiyan-

syah, 2012:99). 
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KESIMPULAN 

Dalam meningkatkan mutu me-

lalui penilaian kinerja dalam mana-

jemen sumber daya manusia dilakukan 

untuk mengevaluasi kinerja, mengem-

bangkan dan memotivasi karyawan, 

tetapi terkadang hasil tersebut mem-

berikan dampak bagi karyawan dan 

manajer, tak sedikit pula yang mem-

berikan efek risau dan juga frustasi 

bagi karyawan dan manajer. Manfaat 

dari penilaian kinerja adalah memberi-

kan potret apakah pegawai tersebut 

sudah memenuhi standar kinerja se-

perti yang telah ditetapkan, dan untuk 

membantu karyawan dalam mengelola 

kinerjanya. Pemberian penilaian dalam 

kinerja pegawai yang baik harus dapat 

memberikan gambaran akurat tentang 

kinerja yang diukur, yakni mampu 

benar-benar menilai prestasi kerja 

karyawan yang dinilai. Penilaian harus 

mempunyai hubungan dengan pekerja-

an (job related) yaitu benar-benar me-

nilai perilaku atau kerja karyawan yang 

dinilai. Proses penilaian kinerja harus 

sesuai dengan kriteria yang digunakan 

untuk melakukan penilaian, dan mem-

berikan umpan balik kepada karyawan 

mengenai hasil penilaiannya guna me-

ningkatkan kinerja yang tidak sesuai 

dengan standar. Penilaian kinerja hen-

daknya praktis mudah dipahami, 

dimengerti dan digunakan baik oleh 

penilai maupun yang dinilai. 

Metode penilaian kinerja karyawan 

yaitu : daftar pernyataan (checklist), 

skala penilaian (rating scale), kejadian 

kritis (critical incidents), narasi 

(narrative), behaviorally anchored rating 

scales (BARS), peninjauan lapangan 

(field visitation), MBO (Management By 

Objectives), psikologi (psychology). 

Beberapa penyebab kesalahan dalam 

penilaian adalah : hello effect, central 

tendency, leniency, strictness, personal 

prejudice/stereotyping, recency effect. 

Berdasarkan peraturan pemerintah 

nomor 10 tahun 1979 dalam penilaian 

kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

yang meliputi : kesetiaan, prestasi 

kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejuju-

ran, kerjasama, prakarsa, dan kepe-

mimpinan yang dituangkan dalam 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3) dan dinyatakan berlaku sesudah 

ada pengesahan oleh atasan pejabat 

penilai. 
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Abstrak. 

 

Pembinaan edukasi jasa keuangan dan pembuatan laporan keuangan dalam meningkat-

kan pengetahuan bagi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian petani khususnya 

petani durian sangat dibutuhkan. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat dengan menyumbangkan ilmu pengetahu-

an dan keterampilan yang dikuasai. Penelitian ini dilakukan pada petani durian dari sisi 

kelembagaan, kurangnya akses permodalan dan pembukun serta sistem pemasaran yang masih 

lemah. Penelitian ini berfokus pada observasi serta pemberian alternatif solusi atas permasala-

han yang sedang dihadapi. Kegiatan utamanya adalah pemberian materi dan pengetahuan 

seputar penguatan kelembagaan, serta pelatihan pembuatan laporan keuangan sederhana agar 

para petani mengetahui bagaimana membuat pembukuan dan strategi pemasaran. Target khusus 

dalam penelitian kali ini berfokus pada petani durian di Kecamatan Candimulyo. 

 

Kata kunci :kelembagaan, pembukuan, dan pemasaran. 
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1. PENDAHULUAN  

 

Analisis Situasi 

Kecamatan Candimulyo meru-

pakan salah satu kecamatan yang se-

cara administrasi termasuk dalam ba-

gian dari kabupaten Magelan, dengan 

luas wilayah 4695 Ha yang didalamnya 

terdapat beberapa desa yang memiliki 

potensi dalam berwirausah, salah satu-

nya adalah Desa Tegalsari. Desa Tegal-

sari merupakan salah satu dari 19 desa 

yang ada di Kecamatan Candimulyo 

yang sebagian besar masyarakatnya 

berprofesi sebagai petani durian. De-

ngan jumlah penduduk sebesar 2327 

jiwa desa Tegalsari mempunyai batas 

wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara: Ds. Tempak / Ds. 

Kembaran 

b. Sebelah Selatan: Ds. Tampir Wetan 

c. Sebelah Timur: Ds. Kebonrejo 

d. Sebelah Barat: Ds. Podosuko 

 

Jumlah penduduk desa Tegal-

sari sebanyak 2327 Jiwa, yang terdiri 

dari 1116 laki-laki, dan 1211 Perem-

puan. Dari jumlah penduduk sebanyak 

2327 Jiwa, dilihat dari latar belakang 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:Tabel 1.1 Komposisi 

Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Tahun 2014 

 

JENJANG 

PENDDIKAN 

JUMLAH 

Tidak Sekolah 1 

Belum Tamat SD 430 

Tidak Tamat SD 47 

Tamat SD 719 

Tamat SLTP 613 

Tamat SLTA 446 

Tamat Akademi / 

PT 

71 

JUMLAH 2327 

2. URGENSI PERMASALAHAN 

Beberapa permasalahan yang 

ditemui ditinjau dari segi kualitas sum-

ber daya manusia yang ada di desa 

tersebut dapat dilihat antara lain; Jual 

beli dengan barang yang belum jelas 

atau dikenal dengan sistem ijon sudah 

lama diterapkan oleh para petani dan 

pedagang durian di Kecamatan Candi-

mulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Te-

ngah. Padahal sistem ini dianggap telah 

merugikan petani dan menghambat 

pengembangan usaha "King of Fruits" 

tersebut. lebih dari 80 persen pohon 

durian produktif milik 2.800 petani 

Candimulyo diijonkan kepada peda-

gang. Beberapa alasan mengapa para 

petani masih mempertahankan sistem 

tersebut antara lain, petani tidak me-

miliki modal dan akses ke lembaga 

keuangan untuk biaya pemeliharaan 

tanaman, tidak memiliki keterampilan 

memelihara, tidak punya cukup waktu 

untuk memelihara dan tidak mau ambil 

risiko gagal panen. Akibatnya, produk-

tivitas dan kualitas yang mereka 

hasilkan rendah dan dihargai murah. 

Serta tidak mampu berkompetisi de-

ngan durian dari luar daerah. Selain 

itu, para petani durian di lereng gu-

nung Merbabu itu masih belum ter-

ognanisir meski produksi dan per-

mintaan durian terus mengalami 

peningkatan. Kondisi tersebut mem-

buat mereka tidak memiliki posisi 

tawar tinggi. Mereka juga kesulitan 

untuk mengakses input (benih dan 

pupuk berkualitas), teknologi, kredit, 

informasi, jaminan pasar, dan harga. 

Padahal, ada sekitar 18,000 tanaman 

produktif dan sekitar 24.000 tanaman 

durian muda yang belum produktif 

yang tumbuh tersebar di 19 desa di 

Candimulyo. Dalam satu pohon, bisa 

berbuah mencapai 30-150 buah per 



 
Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper 

73 
 

musim panen. Dengan asumsi hasil 

durian per pohon 100 buah dengan 

harga rata-rata Rp 12.500 per buah. 

Dengan minimnya wawasan akan 

lembaga jasa keuangan dan kurangnya 

tingkat pendidikan warga desa tegal-

sari, secara tidak langsung memperbe-

sar kemungkinan warga desa Tegalsari 

untuk memilih sistem IJON yang justru 

akan merugikan petani durian itu 

sendiri. Pada tahun 2016 lalu, pihak 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat 

memberikan penyuluhan kepada war-

ga desa Tegalsari. Akan tetapi dirasa 

masih kurang berpengaruh terhadap 

perilaku para petani durian di desa 

Tegalsari.  

Maka dari itu tim peneliti me-

mandang perlu untuk melakukan 

pengkajian ulang secara mendalam 

agar dapat membangkitkan kesadaran 

akan pentingnya jasa keuangan, pembi-

naan tentang jasa keuangan, penyulu-

han akan strategi pemasaran, dan 

pelatihan laporan keuangan secara 

sederhana. Petani durian di Desa Tegal-

sari Kecamatan Candimulyo Kabupa-

ten Magelang merupakan satu-satunya 

masyarakat yang memiliki lahan dan 

mempunyai pohon durian. Pohon duri-

an ini sebagian besar adalah warisan 

dari nenek moyang mereka, untuk di-

teruskan dan dikelola. Namun kurang-

nya pemahaman tentang budidaya per-

tanian dan kurangnya akses permoda-

lan, sehingga banyak petani durian 

yang menjual bunga atau bibit durian 

ke orang lain (pedagang) bahkan po-

hon untuk menutupi biaya hidupnya. 

Sebagian besar petani durian melaku-

kan praktek ijon yaitu menperjualbeli-

kan bibit atau buah muda durian yang 

belum matang ke orang lain (peda-

gang). Akibatnya jika buah tersebut 

matang dan jadi buah, maka dapat laku 

keras, namun jika tidak kerugian di-

tanggung oleh pembeli. Petani durian 

hanya mendapat sedikit dari hasil jual 

beli buah muda atau bibit durian yang 

belum matang, sehingga ini sangat 

merugikan petani, jika buah durian 

dapat laku keras. 

Masyarakat petani Desa Tegal-

sari memiliki paguyuban yang dinama-

kan Paguyuban Amrih Dadi Mulyo, 

yang beranggotakan 20 orang. Penang-

gung jawab Paguyuban ini adalah 

Bapak Puguh dan Ketua Paguyuban ini 

adalah Bapak Trisnadi. Mereka ber-

sama-sama pengurus yang lain me-

miliki visi yang kuat untuk mengem-

bangkan Desa Tegalsari sebagai desa 

penghasil durian. Mereka telah me-

miliki sentra durian yang disebut Kebo-

naransari yang merupakan singkatan 

dari Desa Kebonrejo, Desa Kembaran 

dan Desa Tegalsari.  

 Sampai dengan saat ini desa ini 

belum tersentuh uluran tangan dari 

instansi lain atau pemerintah daerah 

setempat, sehingga masyarakat desa ini 

sangat miskin pengetahuan dan wawa-

san. Pernah mempunyai kerjasama 

dengan Bank Jateng dan OJK beberapa 

tahun lalu dan memberikan bibit 

durian 9000 buah. Lahan yang diperlu-

kan 5 – 10 Hektar, namun pengelolaan 

budidaya pertanian mereka masih 

sangat kurang. Dari segi manajemen 

usaha mereka sangat lemah, apalagi 

sampai dengan budidaya pertanian 

durian, sehingga pengabdian ini sangat 

penting untuk ditindaklanjuti. 

Oleh karena itu, kami tim 

peneliti melakukan observasi di Desa 

Tegalsari untuk pengurus Paguyuban 

Amrih Dadi Mulyo tentang manajemen 

usaha, pembukuan akuntansi/laporan 

keuangan, dan pemasaran. Pengurus 

Paguyuban Amrih Dadi Mulyo me-
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miliki keinginan untuk memiliki Lem-

baga Keuangan Mikro (LKM) yang 

dapat membantu mereka dalam akses 

permodalan. Untuk menambah penge-

tahuan mereka tentang pendirian 

usaha/izin pembentukan LKM maka 

kami bekerja sama dengan OJK 

Semarang untuk dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan tentang 

pendirian izin LKM, persyaratannya, 

dan permodalan. Hal ini dimaksudkan 

untuk membuka mata dan wawasan 

mereka tentang LKM.  

Terkait dengan kegiatan penyu-

luhan, pembinaan dan pendampingan 

kepada petani durian khusunya pe-

ngurus Paguyuban Amrih Dadi Mulyo 

ini kami lakukan 2 (dua) kali. Pertemu-

an pertama, berisi tentang perkenalan 

dan menyampaikan materi tentang 

pemasaran dan kelembagaan. Pertemu-

an kedua, berisi tentang pembukuan 

akuntansi dan pengenalan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) dengan nara-

sumber dari Otoritas Jasa Keuagan 

(OJK). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian dilakukan 

dengan cara kualitatif deskriptif yaitu 

penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung mengguna-

kan analisis. Proses dan makna (per-

spektif subjek) lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. Landasan teori di-

manfaatkan sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. 

Dalam upaya mengatasi perma-

salahan yang dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya, program pendampingan 

pembuatan laporan keuangan seder-

hana ini diharapkan dapat menjadi 

solusi alternatif yang ditawarkan untuk 

meningkatkan kualitas terhadap 

masyarakat dan menciptakan sumber 

daya manusia di bidang manajemen 

keuangan. Dalam pelaksanaan prog-

ram ini, terdapat beberapa program 

pelatihan yang akan dilaksanakan 

(melalui sosialisasi fungsi pembuatan 

laporan keuangan). penerapan dan 

secara berkelanjutan berupa : 

a. Sosialisasi pembuatan laporan 

keuangan sederhana bagi para 

petani dan pengurus paguyuban. 

b. Sosialisasi teknik pemasaran sebagai 

sarana memasarkan produk yang 

telah dihasilkan. 

 

4. PROSEDUR PENELITIAN 

Menyampaikan rencana dan 

jadwal ke pihak Desa binaan untuk 

melaksanakan kegiatan Pengabdian 

masyarakat, Melaksanakan Program 

pengabdian masyrakat dengan pe-

nyampaian materi Kedua, Melakukan 

Pemantauan Hasil Penyuluhan mana-

jemen pengelolaan Administrasi Desa, 

Melakukan komunikasi dan pelatihan. 

 

5. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan Tek-

nik analisis data deskriptif. Teknik 

analisis data deskriptif merupakan 

teknik analisis yang dipakai untuk 

menganalisis data dengan mendeskrip-

sikan atau menggambarkan data-data 

yang sudah dikumpulkan seadanya 

tanpa ada maksud membuat generali-

sasi dari hasil penelitian.  

 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam melakukan kegiatan pen-

catatan penyelenggaraan Paguyuban-
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/asosiasi maka diperlukan komiteman 

untuk mau maju bersama guna me-

ningkatkan kehidupan yang sejahtera, 

khususnya bagi petani dan bagi pengu-

rus asosiasi.  

 

7. RENCANA DAN TAHAP BERI-

KUTNYA 

Rencana dan tahapan berikut-

nya setelah kegiatan pengabdian diatas 

dilakukan adalah : 

1. Membantu asosiasi petani durian 

menyusun dan mengusulkan angga-

ran khusus untuk pengelolaan admi-

nistrasi. 

2. Membantu dan mendampingi me-

ningkatkan kemampuan petani dan 

asosiasi paguyuban untuk adminis-

trasi dengan menggunakan infor-

masi teknologi mengingat setelah 

mendapatkan sosialiasi mereka 

butuh proses untuk belajar dan 

menguasai komputer dasar serta 

aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan 

desa dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi desa yang efektif dan 

efisien dan accessable 

3. Membantu desa dalam mewujudkan 

penyelenggaraan sistem administra-

si yang berdaya guna dan berhasil 

guna dengan pengenalan dan peng-

gunaan aplikasi-aplikasi administra-

si. 

4. Membantu pendirian LKM untuk 

menuju desa mandiri 

 

8. KESIMPULAN  

a. Penyusunan Administrasi keua-

ngan dan pembuatan laporan 

keuangan sederhana bagi petani 

desa dibutuhkan untuk menja-

lankan sistem dan menata keua-

ngan yang baik.. 

b. Dengan adanya pemahaman 

dalam pembuatan laporan 

keuangan secara sederhana 

diharapkan petani durian bisa 

mengelola keuangan dengan 

baik dan bisa menghindari 

sistem ijon. 

c. Dibutuhkan ketertiban dalam 

pengelolaan penyelenggaraan 

administrasi agar terwujud 

peningkatan taraf hidup yang 

layak. 

 

9. SARAN 

Pengelolaan laporan keuangan 

secara sederhana bisa terwujud apabila 

petani tertib, cepat dan efisien di-

dukung dengan sarana dan prasarana 

serta kemampuan para pengurus pagu-

yuban dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, oleh karena itu dibutuhkan 

dukungan dari pemerintah desa untuk 

merencanakan dan menganggarkan se-

bagian dana desa untuk peningkatan 

pelayanan administrasi desa. Dengan 

administrasi desa yang baik membantu 

pemerintah nasional dalam merencana-

kan pembangunan desa demi terwu-

judnya kemakmuran dan kesejahteraan 

desa. 

 

10. DAFTAR PUSTAKA 

Ahmadjayadi, Cahyana. 2001. 

“Pemasaran Daerah sebuah 

Model Strategi Pembangunan”, 

Makalah Seminar, Workshop 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah, MEP-UGM, Yogyakarta. 

Budi, D. S. 2004. Pengelolaan 

Sumberdaya Alam Berbasis 

Masyarakat. CIDA. Canada 

Kasryno, Faisal. 1984. Prospek 

Pengembangan Ekonomi Pedesaan 

Indonesia. Jakarta : Yayaysan Obor 

Indonesia 



 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR 2017 

76 
 

  

  



 
Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper 

77 
 

ANALISIS PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA 
(KUBE) DALAM RANGKA UPAYA MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 

MASYARAKAT DI DESA BALESARI KECAMATAN 
WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG 

 
Emma Dwi Ratnasari 1, Eva Wulandari 2, Gentur Jalunggono 3 

1Fakultas Ekonomi. Universitas Tidar 

Email :emma_dwiratnasari@ymail.com 
2Fakultas Ekonomi. Universitas Tidar 

Email :eva_wulandari@untidar.ac.id 
3Fakultas Ekonomi. Universitas Tidar 

Email :jalunggono@untidar.ac.id 
 

 

Abstrak. 
 

Penelitian di Desa Balesari ini dilakukan bertujuan untuk mengintegrasikan UMKM 

yang ada di Desa Balesari yang selama ini dilakukan pembinaan untuk pengembangan usaha-

nya, peningkatan produktivitasnya akan tetapi dilakukan secara individu, sehingga manfaatnya 

terkadang belum bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Balesari. Dengan Pembentukan 

Kelompok Usaha Bersama dengan mengelompokkan berbagai jenis usaha yang digeluti 

masyarakat Desa Balesari dari pengrajin bambu, Keset dari kain perca dan usaha masyarakat 

lainnya diharapkan mampu menjawab dan mengatasi permasalahan yang selama ini dialami 

oleh para pengusaha kecil di Desa Balesari. Adapun permasalahan mitra yaitu Kelemahan 

dalam memperoleh peluang pasar dan memperluas pangsa pasar, permodalan dan keterbatasan 

untuk akses permodalan, manajemen SDMnya, kurangnya kerjasama dengan mitra, 

permasalahan persaingan yang kurang sehat serta masih kurangnya pembinaan yang terpadu dan 

kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap UMKM Desa Balesari. Program 

KuBe Desa Balesari diharapkan mampu menjawab dan mengatasi masalah UMKM diatas 

dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat Desa Balesari sehingga adanya kepedualian 

dan komitmen bersama untuk mengembangkan usaha secara gotong royong dan bersama agar 

tercipta peningkatkan produktifitas usaha dan pendapatan masyarakat Desa Balesari. Kegiatan 

ini dilakukan dengan metode partisipatif, persuasif dan pembinaan secara berkala oleh Tim 

Program IbM Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang dibantu oleh mahasiswa dan aparat 

Desa Balesari. 

 

Kata Kunci :Kelompok Usaha Bersama, Produktivitas, UMKM, Pemberdayaan. 
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1. PENDAHULUAN 

Gambaran Umum 

Desa Balesari merupakan desa 

yang berada di Kecamatan Windusari, 

Kabupaten Magelang. Secara geografis 

Desa Balesari terletak pada 110.184932 

LS/LU -7.417245 BT/BB, terletak pada 

posisi strategis karena berada pada 

jalur arah Bandongan-Windusari, dan 

berada di jalur wisata yang saat ini 

sedang dikembangkan yaitu Gunung 

Giyanti. 

Secara geografis Desa Balesari dibatasi 

dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara : Windusari 

b. Sebelah Selatan :Kembangkuning 

c. Sebelah Timur : Gondangrejo 

d. Sebelah Barat : Gunung Giyanti 

Desa Balesari merupakan salah 

satu desa dari 22 desa yang ada di 

Kecamatan Windusari, terdiri dari 5 

dusun, yaitu: Jambean dengan jumlah 

KK 166, Kembangsari dengan jumlah 

KK 96, Malagaten dengan jumlah KK 

190, Mojo dengan jumlah KK 138, dan 

Salakan dengan jumlah KK 145. Memi-

liki luas wilayah 316.8 Ha, dengan 

topografi berbukit-bukit yang terdiri 

dari 23 Ha tanah permukiman, 63.5 Ha 

tanah sawah, 146.3 Ha tegalan/ladang, 

4 Ha tanah pekuburan desa, 80 Ha 

hutan negara. Pertumbuhan Ekonomi 

Desa Balesari diperoleh dari sektor 

pertanian, perdagangan, dan industri 

serta usaha pengrajin.  

 

Gambaran Khusus  

Dasa Balesari merupakan Desa 

yang di dalamnya banyak terdapat 

penduduk atau warga yang memiliki 

keterampilan khusus dan memiliki 

usaha mikro atau usaha kecil rumah 

tangga seperti pengrajin anyaman 

bambu (kepang), membuat makanan 

atau snack, jenang sorgum, pengrajin 

keset dari kain perca dan masih ada 

beberapa usaha lainnya. Usaha kecil 

menurut Sadono Sukirno adalah “Kegi-

atan usaha yang mempunyai modal 

awal kecil, atau nilai kekayaan (asset) 

yang kecil dan jumlah pekerja yang 

kecil juga. Sumbangan Usaha Kecil 

kepada masyarakat  sangat signifikan 

diantaranya  adalah memberikan pe-

kerjaan, penciptaan teknologi/metode 

baru dan juga produk baru untuk ke-

pentingan negara, serta dapat memban-

tu perkembangan usaha-usaha besar 

sebagai vendor( pemasok dan outsour-

cing). Jika kapasistas Produksi UKM di 

Desa Balesari dapat diintegrasikan 

menjadi lebih besar, maka langkah ini 

akan banyak membantu perkebangan 

usaha, dan membuka cakupan pemasa-

ran ke usaha-usaha yang lebih besar. 

 

Permasalahan Mitra  

Desa Balesari yang mana men-

jadi desa Binaan Universitas Tidar 

mempunyai masalah mendasar dalam 

pengelolaan dan pengembangan usaha 

kecil maupun menengah yang dilaku-

kan oleh masyarakatnya. UMKM di 

desa balesari yang tersebar di beberapa 

dusun, belum mampu mengembang-

kan usahanya ke arah peningkatan 

pendapatan masyarakatnya sehingga 

menjadi dinamisator pertumbuhan 

ekonomi masyarakat desa Balesari. 

Kedepan Desa Balesari akan direncana-

kan menjadi desa wisata, peran UMKM 

dan pengembangan UMKM mem-

punyai potensi yang baik untuk me-

raup pendapatan dari adanya desa 

wisata yang akan direncanakan oleh 

Universitas Tidar. Permasalahan yang 

dialami oleh UMKM  desa Balesari 

yaitu, permasalahan yang dari dulu 
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bersifat klasik dan mendasar (basic prob-

lems), antara lain berupa permasalahan 

modal, bentuk badan hukum yang 

umumnya non formal, SDM yang 

rendah dan kurang termotivasi untuk 

maju, pengembangan produk yang 

stagnan dan masih tradisional, adanya 

permainan tengkulak yang merugikan 

UMKM, dan akses pemasaran yang 

masih terbatas dan minim. 

Pengelolaan UMKM di desa Balesari 

masih bersifat individu, sehingga bebe-

rapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Kelemahan dalam memperoleh pe-

luang pasar dan memperbesar 

pangsa pasar. 

b. Kelemahan dalam struktur permo-

dalan dan keterbatasan untuk 

memperoleh jalur terhadap sum-

ber-sumber permodalan. 

c. Kelemahan di bidang organisasi 

dan manajemen sumber daya ma-

nusia. 

d. Keterbatasan jaringan usaha kerja-

sama antar pengusaha UMKM 

(sistem informasi pemasaran). 

e. Iklim usaha yang kurang kondusif, 

karena persaingan yang saling 

mematikan. 

f. Pembinaan yang telah dilakukan 

masih kurang terpadu dan kurang-

nya kepercayaan serta kepedulian 

masyarakat terhadap UMKM. 

Pembentukan Kelompok Usaha 

Bersama nantinya dapat mensinergikan 

tujuan dan pengembangan UMKM 

Desa Balesari yang akan melibatkan 

sekelompok unit usaha, aparat desa, 

karang taruna, ataupun unsur desa 

lainnya dapat menjawab serta menga-

tasi permasalahan dan tantangan 

UMKM Desa Balesari dalam mendu-

kung dan mensukseskan rencana ke 

depan Desa Balesari sebagai Desa 

Wisata.  

Dengan KUBE (Kelompok 

Usaha Bersama) Desa Balesari diharap-

kan mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mengurangi tingkat 

kemiskinan dan pengangguran di desa 

Balesari, dengan memberdayakan se-

mua potensi dan kearifan lokal yang di 

miliki oleh SDA maupun SDM nya 

yang secara bersama-sama dengan 

lebih terorganisir, kuat, dan mampu 

menembus pasar lokal maupun ekspor 

kedepannya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini kualitatif 

deskriptif dengan mecatat dan menga-

nalisis hasil dari kegiatan penelitian 

yang dilakukan dengan tahapan dan 

langkah-langkah dalam mengatasi per-

masalahan UMKM di Desa Balesari 

sebagai berikut : 

a. Momotivasi dan membangun 

mindset para pelaku UMKM di 

Desa Balesari untuk bersama-sama 

meningkatkan usaha dan kemit-

raan antar UMKM, agar tercapai 

tujuan bersama yaitu peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat Balesari 

b. Memberikan arahan dan panduan 

dalam pembentukan KuBe dengan 

menyampaikan manfaat, tujuan 

dan langkah-langkah pembentu-

kan KuBe. 

c. Metode Pendekatan yang diguna-

kan yaitu Persuasif dan Partisipatif 

dengan mengajak dan mendorong 

masyarakat dan kelompok UMKM 

bersama-sama memecahkan masa-

lah dan mampu memanage UM-

KM agar bisa berdaya dan mandiri 

serta mampu mengembangkan po-

tensi usahanya kearah yang lebih 

maju. 
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d. Partisipasi Mitra diharapkan untuk 

aktif agar program pembentukan 

KuBe dan tujuannya berhasil 

dengan dibuktikan : 

1. Kehadiran UMKM dan para 

pelaku usaha lainnya beserta 

aparat desa dalam setiap prog-

ram kegiatan IbM 

2. Kesediaan masyarakat pelaku 

usaha untuk menjadi pengurus 

KuBe dan bersama-sama mema-

jukan usaha dengan memecah-

kan dan mendiskusikan jalan 

keluar dari beberapa permasala-

han yang dialami UMKM 

Balesari 

3. Kemauan dan motivasi yang 

kuat dari masyarakat untuk 

selalu berkomitmen dan mau 

merubah mindset bahwa de-

ngan usaha bersama-sama akan 

saling menguatkan dan mema-

jukan usaha dan pendapatan 

masyarakat kearah yang lebih 

baik 

4. Adanya kegiatan rutin KuBe 

dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan usaha dan per-

luasan pasar dengan menjalin 

kemitraan dengan pihak per-

bankan, lembaga keuangan 

maupun pasar yang lebih luas. 

5. Mau melibatkan berbagai unsur 

yang ada di Desa Balesari untuk 

menggunakan dan mengem-

bangkan potensi dan member-

dayakan masyarakatnya secara 

bersama-sama dalam usaha me-

ningkatkan pendapatan dari 

para pelaku usaha di Desa Bale-

sari, sehingga terbentuk sebuah 

Kelompok usaha yang solid.  

e. Evaluasi pelaksanaan program 

dilakukan dengan monitoring dan 

kunjungan berkala pada KuBe di 

Desa Balesari. 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Mei sampai bulan September 

2017 di Desa Balesari Kecamatan Win-

dusari Kabupaten Magelang.  

 

Target Penelitian 

Penelitian ini ditujukan kepada 

UMKM di Desa Balesari 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan 

proses melakukan Kunjungan untuk 

menginformasikan bahwa akan me-

laksanakan pengabdian masyarakat, 

bertemu dengan pelaku usaha di balai 

Desa Balesari, melakukan penyuluhan 

dan sosialisasi, pengabdian dengan 

penyampaikan materi tentang kelom-

pok usaha bersama, mengelola ke-

uangan usaha, dan trik pemasaran 

usaha, mendampingi dalam membent-

uk kelompok usaha Bersama (KUBE) 

Desa Balesari, Memberikan arahan 

dalam pembuatan SK Penetapan KUBE 

Giyanti Berseri Desa Balesari Oleh 

kepala Desa dan sekretaris Desa 

Balesari, Pemantauan kegiata Usaha 

KUBE melalui komunikasi dalam Grup 

WhatsApp KUBE Balesari 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan Tek-

nik analisis data deskriptif. Teknik 

analisis data deskriptif merupakan 

teknik analisis yang dipakai untuk 

menganalisis data dengan mendeskrip-

sikan atau menggambarkan data-data 

yang sudah dikumpulkan seadanya 
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tanpa ada maksud membuat generali-

sasi dari hasil penelitian.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Adapun hasil dari kegiatan pe-

laksanaan program pengabdian masya-

rakat Iptek Bagi Masyarakat di Desa 

Balesari yaitu : 

1. Mengumpulkan UMKM Yang Ada 

Di Desa Balesari Dan Memberikan 

Sosialisasi Tentang Pentingnya 

Dan Manfaat Membentuk Kelom-

pok Usaha Bersama (Kube). 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan para pelaku 

usaha kecil dari tiap dusun yang 

diwakili dari masing-masing du-

sun yang ada di Desa Balesari. 

Kegiatan diawali dengan memberi-

kan sosialisasi tentang arti penting-

nya dan manfaat dari sebuah 

kelompok usaha bersama. Dengan 

melakukan usaha secara bersama 

dan berkelompok akan mampu 

mensinergikan dan lebih mengem-

bangkan UMKM Desa Balesari 

yang mana dalam kegiatan usaha-

nya melibatkan sekelompok unit 

usaha, para aparat desa, karang 

taruna dan unsur desa lainnya. 

Dengan kelompok usaha bersama 

sangat mendukung adanya ren-

cana Desa Balesari sebagai desa 

wisata. Selain itu, dengan terben-

tuknya KUBE (Kelompok Usaha 

Bersama) Desa Balesari diharapkan 

nantinya mampu untuk mening-

katkan pendapatan masyarakat 

dan mengurangi tingkat kemiski-

nan dan pengangguran di desa 

Balesari. Kelompok usaha bersama 

dapat memberdayakan semua po-

tensi dan kearifan lokal yang di 

miliki oleh desa serta sumber daya 

alam maupun sumber daya manu-

sianya yang secara bersama-sama 

dengan lebih terorganisir, kuat, 

dan mampu menembus pasar lokal 

maupun ekspor kedepannya. 

Dengan begitu permasalahan yang 

selama ini dialami oleh para 

pelaku UMKM di Desa Balesari 

dapat diminimalisir, baik dari 

permasalahan susahnya mempero-

leh peluang pasar dan memper-

besar pang-sa pasar, permodalan, 

pengorganisasian dan manajemen 

sumber daya, sistem informasi 

pemasaran sampai dengan meng-

hadapi persaingan. Semua perma-

salahan usaha tersebut dapat dipe-

cahkan secara bersama-sama de-

ngan kelompok usaha bersama. 

Sehingga pelaku usaha yang se-

lama ini kurang pengetahuan dan 

informasi tentang bagaimana me-

ngembangkan usaha untuk lebih 

maju akan mendapat sharing dari 

adanya kelompok usaha bersama 

tersebut. 

2. Pembentukan Organisasi KuBe 

dan Penetapan oleh Kepala Desa. 

Kegiatan ini merupakan tindak 

lanjut dari kegiatan pertama yang 

mengajak para pelaku umkm desa 

Balesari untuk menjalankan dan 

mengembangkan usahanya secara 

berkelompok. Agar KUBE (Kelom-

pok Usaha Bersama) desa dapat 

terbentuk dan terorganisir dengan 

baik dibutuhkan dukungan dari 

pimpinan desa yakni kepala desa 

serta aparatnya dengan membuat 

surat keputusan secara resmi 

untuk menetapkan berdirinya KU-

BE serta melegalkan keanggotaan 

di dalam kelompok tersebut. Lang-

kah-langkahnya adalah dengan 

memberikan arahan dan bimbi-

ngan terkait bagaimana cara men-
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dirikan kelompok usaha bersama 

desa. Adapun beberapa syarat 

dalam mendirikan KUBE antara 

lain : 

a. Anggota KUBE terdiri dari 5-10 

anggota masyarakat 

b. Memiliki anggota kepenguru-

san atau panitia yang nantinya 

akan mengelola kegiatan usaha 

yang direncanakan, terdiri dari 

1 ketua, 1 sekretaris, 1 

bendahara, dan sisanya berpean 

sebagai anggota. 

c. Anggota KUBE saling mengenal 

satu sama lain dan memiliki 

jenis usaha yang seragam 

(sama). Namun jenis usaha 

yang nantinya akan digeluti 

boleh beragam, semisal kelom-

pok KUBE pedagang, Kelom-

pok Usaha Bersama Peternakan 

Lele, dll 

d. Anggota Kelompok Usaha Ber-

sama merupakan kelompok 

yang memiliki usaha atau 

kemampuan dalam menjalan-

kan suatu usaha. 

e. Anggota KUBE / Kelompok 

Usaha Bersama merupakan 

anggota yang berasal dari desa 

atau dusun yang sama dan 

memiliki visi serta misi yang 

sama 

f. Memiliki satu kantor sebagai 

pusat pertemuan degan per-

lengkapan kantor yang dibutuh-

kan. Kantor tersebut nantinya 

berfungsi sebagai fasilitas rapat 

dan diskusi sesama anggota 

KUBE. 

g. Anggota KUBE / Kelompok 

Usaha Bersama merupakan 

warga Negara asli Indonesia 

yang memiliki identitas resmi 

(KTP dan KK) 

h. Anggota Kelompok Usaha 

Bersama / KUBE merupakan 

masyarakata yang menjaga 

tanggungjawab, artinya agar 

nantinya program KUBE ini 

tidak berjalan sia-sia (berhenti 

di tengah jalan karena alasan 

pesimisme) 

i. Harus ada legalitas dari kepala 

desa atau lurah setempat 

mengenai kegiatan KUBE ini 

"Surat Keterangan dari desa 

atau Kelurahan 

Adapun beberapa syarat diatas sudah 

disosialisakan ke masyarakat desa Bale-

sari dan aparat desa yang mengikuti 

kegiatan program pengabdian masya-

rakat tentang pendampingan pendirian 

KUBE. Kemudian ditindaklanjuti se-

suai langkah-langkah diatas dan akhir-

nya di sepakati secara bersama kelom-

pok usaha bersama desa Balesari diben-

tuk dengan nama KUBE GIYANTI 

BERSERI, dan telah di tetapkan melalui 

surat keputusan kepala desa Balesari 

SK.kepala desa Balesari nomor : 

180.5/115/06/kep/2017.dan di ketuai 

oleh salah satu pelaku usaha yang 

masih muda dan energik, yang nanti-

nya mampu menjadi pionir bagi 

berkembangnya UMKM di desa 

Balesari. 

Adapun kantor KUBE desa Balesari 

masih menjadi satu di balai desa 

Balesari dikarenakan baru berdiri dan 

belum ada anggaran dari desa dan 

pelaku usaha untuk membuat kantor 

tersendiri sebagai tempat pertemuan 

dan rapat anggota dan pengurus KUBE 

desa Balesari. 

3. Pelatihan dan Penyuluhan ketram-

pilan Pengelolaan Usaha Yang baik 
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Kelompok usaha bersama desa 

balesari menjadi wadah dan forum 

untuk sahring dan memecahkan 

permasalahan UMKM secara ber-

sama. Pelatihan manajemen kelom-

pok dan usaha dilakukan guna 

memberikan pengetahuan, wawa-

san serta ketrampilan para pelaku 

usaha dalam hal bagaimana me-

ngelola dan mengembangkan 

usaha dengan baik. Adapun pelati-

han yang diberikan yaitu: 

1. Bagaimana mengelola KUBE 

agar para anggotanya juga da-

pat merasakan manfaat adanya 

KUBE 

2. Bagaimana mengelola dan 

mengembangkan aset usaha de-

ngan pengelolaan dan adminis-

trasi keuangan yang baik 

3. Bagaimana memasarkan dan 

membuat produk UMKM bisa 

dipasarkan dengan perbaikan 

kualitas dan tampilan produk. 

Masyarakat diberikan pelatihan 

langsung berupa penyampaian 

materi dan contoh riil bagai-

mana mengatasi permasalahan 

usaha mereka selama ini, baik 

dari kualitas produk yang ma-

sih sangat rendah sampai de-

ngan masalah pemasaran pro-

duk dan pengelolaan keuangan 

usaha yang benar, dan faktanya 

para pelaku umkm desa Bale-

sari memang masih sangat ku-

rang dalam hal kualitas dan 

pemasarannya. Terlebih lagi 

manajemen keuangannya be-

lum teradministrasi dengan 

baik, modal usaha masih ter-

campur dengan keuangan ru-

mah tangga, sehingga susah 

untuk mencatat seberapa per-

kembangan dan hasil usaha 

mereka. Dengan adanya pelati-

han dan penuluhan ketrampilan 

diatas para anggota KUBE 

mulai memperbaiki manajemen 

usaha mereka sesuai arahan dan 

bimbingan pada saat pelatihan, 

kemudian untuk forum komu-

nikasi dan peluasan jaringan 

usaha KUBE Balesari membuat 

grup di instagram dan  media 

whats up untuk komunkasi 

anggota KUBE Balesari. 

4. Pendampingan Kelompok Usaha 

Kegiatan ini dilakukan khusus 

untuk pelaku usaha yang mau me-

lakukan klinik permasalahan se-

putar usaha mereka, seperti pelaku 

usaha pangsit dan makanan kecil 

di Desa Balesari meminta khusus 

untuk didampingi dam pengelo-

laan administrasi dan pencatatan 

keuangan usahanya. Kemudian 

bagaimana cara menghitung keua-

ngan usaha jika usahanya akan 

menyewa ruko sebagai tempat 

penjualan produknya. Dari Tim 

pengabdian secara khusus juga 

aktif memberikan saran dan me-

latih pelaku usaha anggota KUBE 

sesuai dengan permasalahan dan 

keterbatasan pengetahuan tentang 

pengelolaan usaha yang baik. Ke-

mudian pengusaha bakpia menga-

lami permasalahan bagaimana 

menjual dan memasarkan produk-

nya yang tidak tahan lama, hanya 

bertahan 2 hari sehingga apabila 

tidak laku banyak mengalami 

kerugian. Permasalahan tersebut 

diberikan solusinya dengan kema-

san produk vacum yang mampu 

menambah umur dari produk 

bakpianya. Kemudian pengusaha 

keset dan kerajinan yang harga 

jualnya sangat rendah serta pema-
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saran yang terbatas. Diberikan 

solusi untuk lebih mempromosi-

kan ke toko langsung bukan ke 

agen atau distributor, serta mem-

buat kualitas lebih, sehingga harga 

jualnya bisa meningkat. Beberapa 

pendampingan dilakukan secara 

langsung dan melalui forum 

KUBE. 

 

4. LUARAN 

Adapun luaran dari program ini yaitu

 : 

a. Peningkatan pendapatan UM-

KM di Desa Balesari 

b. Peningkatan kepedulian dan ke-

setiakawanan sosial diantara 

para anggota kube dengan ma-

syarakat desa Balesari. 

c. Membangun kemitraan agar 

mudah dalam mengakses pema-

saran, permodalan dan penge-

lolaan manajemen dan tekno-

logi dalam berusaha UMKM di 

Desa Balesari. 

 

5. RENCANA TAHAPAN 

BERIKUTNYA 

Adapun rencana dan tahapan berikut-

nya adalah : 

a. Melakukan pemantauan efek-

tifitas dan kebermanfaatan 

KUBE Desa Balesari 

b. Melakukan pendampingan dan 

evaluasi permasalahan anggota 

KUBE 

c. Mendorong unit aparat desa 

Balesari untuk ikut aktif dalam 

mendukung KUBE dengan me-

nganggarkan sebagian APB 

Desa nya untuk kemajuan 

KUBE 

d. Melakukan promosi dan pame-

ran hasil-hasil produksi UMKM 

anggota KUBE Balesari 

Menganalisis seberapa besar peningk-

atan pendapatan masyarakat dan pe-

ngembangan usaha masyarakat setelah 

terbentuknya Kelompok Usaha Ber-

sama di Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang 

 

6. KESIMPULAN  

Dengan dibentuknya kelompok 

usaha bersama di Desa Balesari dapat 

meningkatkan pemberdayaan ekonomi 

dan kemandirian masayarakat desa 

dalam mengelola usahanya. Tujuan 

dari KUBE salah satunya adalah untuk 

penanggulangan kemiskinan yang ada 

di Desa. Kondisi dan potensi UMKM di 

Desa Balesari cukup baik dan beragam 

usahanya, akan tetapi masih banyak 

mengalami kelemahan baik dari sum-

berdaya manusianya, kemampuan me-

ngelola usahanya dan pemasarannya. 

Pada kenyataannya bahwa salah satu 

penyebab kemiskinan desa adalah ku-

rangnya akses terhadap sumberdaya 

yang disebabkan kurangnya pengeta-

huan dan keterampilan dan kurangnya 

kesedian pemerintah atau kelompok 

kuat untuk membagi sumberdaya ke-

pada kelompok lemah. 

Pendekatan kelompok melalui 

kelompok usaha bersama atau KUBE 

merupakan strategi pemberdayan ma-

syarakat yang efektif untuk masyarakat 

Desa Balesari. Keberadaan kelompok 

usaha bersama ini akan memberikan 

manfaat lebih besar bagi anggotanya. 

Manfaat adanya KUBE di Desa Balesari 

yaitu dapat meningkatkan kemampuan 

berusaha para pelaku UMKM, me-

ngembangkan pengetahuan anggota 

KUBE dan terbentuknya sistem nilai 
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yang mendukung kehidupan usaha, 

menyuburkan moralitas usaha yang 

baik. Selain itu terbentuknya KUBE 

juga dapat meningkatkan kualitas ke-

hidupan yang lebih luas seperti usaha 

bersama, kerumah tanggaan, kemasya-

rakatan dan sebagainya. 

 

7. SARAN 

a. Pemerintah Desa Balesari 

hendaknya ikut memberikan 

dukungan untuk berkembang-

nya kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) dengan mengalokasi-

kan sebagian APBDesanya guna 

untuk penambahan modal dan 

pengembangan usaha masaya-

rakat, serta pelatihan terhadap 

masyarakatnya dalam mening-

katkan kemampuan dalam 

usahanya, sehingga tercapai ke-

makmuran warganya. 

b. Dibutuhkan komitmen yang 

kuat dari para anggota KUBE 

untuk maju bersama agar se-

mua anggota dapat berhasil 

dalam memajukan usaha dan 

adanya peningkatan pendapa-

tan dari masayarakat desa 

Balesari. 

c. Dibutuhkan pengelolaan usaha 

secara berkelompok dengan 

manajemen organisasi yang 

efektif, transparan dan berorien-

tasi pada peningkatan usaha. 
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PENGARUH JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI KEPALA 
RUMAH TANGGA TERHADAP KONSUMSI IKAN DI 

INDONESIA 
 

Oleh : 

Nur Afiyah Maizunati1 

nur.afiyah.m@mail.ugm.ac.id 
 

 

Potensi hasil perikanan yang besar di Indonesia belum diikuti oleh Angka Konsumsi 

Ikan (AKI) yang tinggi. Pada tahun 2015 pencapaian AKI nasional masih lebih rendah 

dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Rendahnya tingkat konsumsi ikan nasional 

ditengarahi utamanya akibat kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya mengonsumsi 

ikan. Dalam kaitannya terhadap peningkatan kesadaran konsumsi ikan, peran edukasi sangat 

penting. Bukti empiris dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingkat konsumsi ikan 

secara signifikan berkorelasi positif dengan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji 

pengaruh pendidikan terhadap konsumsi ikan di Indonesia. Melalui regresi Instrumental 

Variable (IV) pada data Indonesia Family Life Survey (IFLS), penelitian ini menemukan bukti 

empiris bahwa jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh Kepala Rumah Tangga (KRT) pada 

tingkat signifikansi 5% memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat konsumsi ikan 

rumah tangga di Indonesia. Kenaikan lama sekolah KRT sebesar satu tahun mampu 

meningkatkan rata-rata konsumsi ikan rumah tangga di Indonesia sebesar 14,29%.  

 

Kata kunci: IFLS, konsumsi ikan, pendidikan, regresi IV 

   

  

                                                           
1
 Statistisi pada pemerintah Kota Magelang, email: nur.afiyah.m@mail.ugm.ac.id 
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EFFECT OF THE HIGHEST EDUCATION LEVEL OF THE 
HEAD OF HOUSEHOLD ON FISH CONSUMPTION IN 

INDONESIA 
 

By : 

Nur Afiyah Maizunati
2
 

nur.afiyah.m@mail.ugm.ac.id 

 

 

The potential of large fishery products in Indonesia has not been followed by a high fish 

consumption rate (AKI). By 2015 the achievement of national AKI is still lower than those in 

ASEAN region. This low level of national fish consumption is primarily due to the low 

awareness of the importance of fish consumption. In relation to increase this awareness, the 

role of education becomes very important. Empirical evidence from previous studies suggests 

that fish consumption levels are significantly positively correlated with education. This study 

aims to examine the effect of education on fish consumption in Indonesia. Through the 

regression of Instrumental Variable (IV) on the Indonesian Family Life Survey (IFLS) data, this 

study found empirical evidence that the education level of the Head of Household (HH) at a 5% 

significance level had a significant effect on the household fish consumption in Indonesia. A 

one-year increase in years of schooling of HH can increase the average fish consumption of the 

household in Indonesia by 14.29%. 

 

Keywords: IFLS, fish consumption, education, IV regression 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagai negara dengan domina-

si wilayah perairan, Indonesia memiliki 

potensi hasil perikanan yang sangat 

besar di dunia. Sampai dengan tahun 

2016 diperkirakan jumlah nelayan di 

Indonesia mencapai 2,17 juta jiwa atau 

0,87% dari jumlah tenaga kerja nasio-

nal. Pada tahun 2015 BPS mencatat 

kontribusi subkategori perikanan terha-

dap PDB nasional sebesar 2,51% dan 

naik mencapai 2,56% di tahun 2016. 

Kontribusi subkategori ini terhadap 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan mencapai 19% di tahun 

2016. Output perikanan nasional memi-

liki porsi sekitar 6% terhadap output 

dunia, peringkat tertinggi kedua 

setelah China. Total volume produksi 

perikanan di tahun 2015 mencapai 

21,05 juta ton dengan volume ekspor 

hasil perikanan nasional mencapai USD 

3,956 miliar.  

Potensi hasil perikanan yang 

besar di Indonesia belum diikuti oleh 

Angka Konsumsi Ikan (AKI) yang 

tinggi. Pada tahun 2015 AKI nasional 

mencapai 41,11 kg per kapita per 

tahun. AKI Indonesia masih lebih 

rendah dibandingkan negara tetangga 

di kawasan ASEAN. Pada September 

2016 data BPS menyatakan bahwa 

konsumsi protein penduduk di Indone-

ia yang berasal dari kelompok ikan-

/cumi/udang/kerang hanya mencapai 

13,36%. Rata-rata konsumsi kalori dari 

komoditas ikan/cumi/udang/kerang di 

Indonesia pada September 2016 men-

capai 48,72 kkal per kapita per hari 

dengan rata-rata konsumsi tertinggi di 

daerah perdesaan. Rendahnya tingkat 

konsumsi ikan nasional ditengarahi 

diakibatkan oleh beberapa faktor seper-

ti konsumsi ikan antar wilayah masih 

belum merata, terkendalanya persedia-

an ikan karena faktor distribusi dan 

penyimpanan serta utamanya karena 

tingkat kesadaran masyarakat yang 

rendah akan pentingnya mengonsumsi 

ikan. 

Sebagai salah satu upaya me-

ningkatkan AKI dan mendorong peri-

kanan sebagai sumber katahanan pa-

ngan dan gizi nasional secara optimal, 

pemerintah melalui Kementerian Ke-

lautan dan Perikanan (KKP) melaksa-

nakan program Gerakan Memasyara-

katkan Makan Ikan (Gemarikan) sejak 

tahun 2014 dan menjadi program rutin 

yang digelar di setiap daerah. Program 

ini diharapkan dapat menggugah ke-

sadaran masyarakat untuk memahami 

peran strategis ikan, mensyukuri 

potensi perikanan dan memanfaatkan 

laut secara lestari. Melalui peningkatan 

kesadaran pentingnya ikan sebagai 

sumber gizi, maka perubahan perilaku 

konsumsi masyarakat akan terpola 

dengan sendirinya yang pada akhirnya 

akan memicu peningkatkan AKI 

dengan atau tidak adanya program 

pemerintah. Tumbuhnya AKI dalam 

jangka panjang diharapkan dapat me-

ningkatkan perekonomian industri 

perikanan nasional, kesejahteraan nela-

yan dan asupan gizi masyarakat se-

hingga terbentuk sumber daya manusia 

yang lebih berkualitas dalam jangka 

panjang. 

Kesadaran (awareness) pada 

dasarnya merupakan kondisi dimana 

individu memiliki kendali penuh ter-

hadap stimulus internal dan eksternal. 

Peningkatan kesadaran seseorang se-

cara empiris telah terbukti pada peneli-

tian terdahulu salah satunya melalui 

edukasi. Riset dari Meyer (2015) 

menunjukkan bahwa pendidikan me-

nyebabkan individu lebih sadar ter-
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hadap kesejahteraan sosial dan lingku-

ngan. Global Education Monitoring 

(GEM) UNESCO juga melaporkan 

bahwa berdasarkan hasil survei World 

Value dari 47 negara di dunia, pen-

duduk dengan pendidikan menengah 

lebih aware terhadap lingkungan 

dibandingkan dengan penduduk de-

ngan pendidikan di bawah jenjang 

menengah. Kesimpulan yang sama juga 

dikemukakan oleh GEM dari hasil 

International Social Survey Programme 

yang menyatakan bahwa penduduk 

dengan pendidikan menengah ke atas 

pada 29 negara di dunia dengan 

penghasilan tertinggi, memiliki kesada-

ran lingkungan yang lebih tinggi (46%), 

dibandingkan dengan kelompok pen-

duduk dengan level pendidikan di 

bawah menengah (25%).  

Dalam kaitannya terhadap pe-

ningkatan kesadaran konsumsi ikan, 

peran edukasi juga sangat penting. 

Bukti empiris dihasilkan dari studi Can 

et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

tingkat konsumsi ikan secara signifikan 

berkorelasi positif dengan pendidikan 

masyarakat di Turki. Hasil yang sama 

juga disimpulkan oleh Bedada dan 

Lemma (2017) yang menemukan 

bahwa pendidikan berasosiasi secara 

signifikan dengan tingkat konsumsi 

ikan di Ehiopia.  

Di Indonesia sebaran AKI yang 

tinggi terjadi pada beberapa wilayah 

dengan rata-rata lama sekolah yang 

rendah.  Terlepas dari faktor stok 

perikanan di masing-masing wilayah 

tersebut, fenomena tersebut merupakan 

anomali terhadap hasil-hasil studi yang 

telah ada. Berdasarkan hal tersebut 

maka perlu untuk dikaji kembali 

bagaimana pengaruh edukasi terhadap 

konsmumsi ikan di Indonesia.   

  

 

 

  

Angka Konsumsi Ikan 

(kg/kapita/tahun) 

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 
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Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini akan menjawab pertan-

yaan berupa “Apakah pendidikan 

berpengaruh terhadap konsumsi ikan di 

Indonesia?” 

 

 TINJAUAN PUSTAKA  

1. Konsumsi Ikan 

Ikan memiliki peran penting dalam 

ketahanan pangan global (global food 

security). FAO menyatakan bahwa 

“Lebih dari 3,1 miliar orang di 

dunia bergantung pada ikan untuk 

setidaknya 20% dari total asupan 

protein hewani mereka, dan 1,3 

miliar orang lainnya untuk 15% 

asupan protein hewani mereka”.  

 

Kandungan Omega 3 ikan ber-

dasarkan data World Health and 

Seafood Congress mencapai 210 

mg/100 gram bahan baku, lebih 

tinggi dibandingkan daging lainnya 

yang rata-rata hanya di bawah 25 

mg/100 gram bahan baku.  

Penyediaan konsumsi ikan 

berasal dari hasil produksi perika-

nan tangkap dan akuakultur. 

Akuakultur merupakan konsep 

budi daya perikanan yang memiliki 

prospek potensial di kancah global. 

FAO memprediksi di tahun 2025 

hasil produksi ikan dari akuakultur 

secara global meningkat mencapai 

52% demikian juga dengan kon-

sumsi ikan dari hasil akuakultur 

yang diprediksi mencapai 57% di 

tahun 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rata-rata Persentase 

Produksi dan Konsumsi Ikan Global, 

2013-2015 

Sumber: FAO (2016) 

 

Konsumsi ikan Indonesia ma-

sih tergolong rendah dibandingkan 

negara-negara di ASEAN meskipun 

di tahun 2014 mengalami pertum-

buhan sebesar 8,32% seiring dengan 

pertumbuhan yang tinggi di sisi 

produksi sebesar 8,44%. Di tahun 

2011 konsumsi ikan di Indonesia 

menempati urutan ke-6 di antara 

negara-negara di ASEAN, dan di 

bawah rata-rata konsumsi ikan di 

wilayah ASEAN yang mencapai 

33,5 kg/kapita/tahun (Chan, 2017:-

16). Provinsi dengan konsumsi ikan 

tertinggi di tahun 2014 adalah 

Maluku yang mencapai 54,12 kg/-

kapita/tahun, dan terendah adalah 

Jawa Tengah yang hanya sebesar 

20,27 kg/kapita/tahun. 

Produksi Global  
2013-2015 

Konsumsi Global  
2013-2015 
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Tabel 2.1 Stok dan Konsumsi Ikan di Indonesia (kg/kap/tahun), 2010-2014 

Tahun Stok Konsumsi Selisih 

Persentase 

Selisih 

terhadap 

Stok (%) 

Pertumbuhan 

Stok (%) 

Pertumbuhan 

Konsumsi (%) 

2010 38,39 30,48 7,91 20,60 

  2011 42,49 32,25 10,24 24,10 10,68 5,81 

2012 47,22 33,89 13,33 28,23 11,13 5,09 

2013 47,77 35,21 12,56 26,29 1,16 3,89 

2014 51,80 38,14 13,66 26,37 8,44 8,32 

Sumber: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP (2015) 
 

 

Hasil outlook FAO untuk 

bidang perikanan di tahun 2015 

menyatakan bahwa konsumsi ikan 

per kapita diperkirakan meningkat 

di semua benua, dengan pertumbu-

han tercepat terjadi di Asia, Oceania 

dan Amerika Latin serta Karibia. 

Disparitas konsumsi ikan tetap ter-

jadi antara negara maju dan berkem-

bang, dengan kesenjangan yang 

menyempit (FAO, 2016:22) 

2. Penelitian terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang 

melakukan riset keterkaitan pendidi-

kan masyarakat terhadap tingkat 

konsumsi ikan dirangkum dalam 

Tabel 2.2 sebagai berikut: 

 

 
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti (tahun) Judul (lokus) Metode Kesimpulan 

1 Sintayehu 

Bedada dan 

Seblewengel 

Lemma (2017) 

Fish Consumption 

Pattern and 

Determinants at House 

Hold Level in Asella 

Town: South Central 

Ethiopia (Ethiopia) 

Cross-

sectional study 

Masyarakat terdidik dan 

masyarakat yang mengetahui 

bahwa konsumsi ikan dapat 

mencegah kekurangan iodium 

memiliki kemungkinan lebih 

tinggi dalam konsumsi ikan. 
2 Mehmet 

Ferit Can, 

Aytekin Günlü 

dan Hayriye 

Yeşim Can 

(2015) 

Fish Consumption 

Preferences and 

Factors Influencing It 

(Turki) 

Stepwise 

multiple 

regression 

Tingkat konsumsi dan 

frekuensi konsumsi secara 

signifikan berkorelasi positif 

dengan pendidikan (p <0,01), 

pendapatan (p <0,05) dan 

konsumsi daging total (p 

<0,01). 

3 P Barberger-

Gateau, M-A 

Jutand, L 

Letenneur, S 

Larrieu, B 

Tavernier dan C 

Berr (2005) 

Correlates of Regular 

Fish Consumption in 

French Elderly 

Community Dwellers: 

Data from the Three-

City Study (Perancis) 

Cross-

sectional study 
 Peningkatan jenjang 

pendidikan dan pendapatan 

berpengaruh terhadap 

peningkatan konsumsi ikan 

 Status sosial ekonomi, 

kebiasaan makan, depresi, 

dan faktor risiko vaskular 

mempengaruhi hubungan 

antara konsumsi ikan dan 

risiko demensia. 
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HIPOTESIS 

Rumusan hipotesis utama yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah 

“jenjang pendidikan tertinggi kepala 

rumah tangga berpengaruh terhadap 

konsumsi ikan di Indonesia”. 

 

DATA DAN ALAT ANALISIS 

Data 

Sumber data utama penelitian ini 

berasal dari screening data hasil publika-

si Indonesian Family Life Survey (IFLS) ge-

lombang lima. Pelaksanaan IFLS gelom-

bang lima dimulai sejak bulan Septem-

ber 2014 sampai dengan Agustus 2015 

dengan total sampel individu sebesar 

50.148 jiwa. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi 1.419 individu 

dengan status kepala rumah tangga 

(KRT) yang mengkonsumsi ikan pada 

satu bulan terakhir pada saat survei 

dilaksanakan. 

 

Alat Analisis 

Hipotesis dalam penelitian ini 

akan diuji menggunakan analisis kuan-

titatif dengan regresi IV (Instrumental 

Variable). Estimasi model regresi dimo-

difikasi dari studi Gateau et al. (2005) 

yang memodelkan asosiasi variabel 

sosio-demografi (usia, jenis kelamin, 

status tinggal dan pendidikan) terhadap 

kategori frekuensi konsumsi ikan  di 

Prancis dengan menggunakan regresi 

logistik. Dalam penelitian ini variabel 

terikat yang digunakan adalah besarnya 

konsumsi ikan dari sebuah rumah 

tangga dalam satu bulan (dalam satuan 

kilo gram). Variabel sosio-demografi 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendidikan, usia, jenis kelamin 

KRT dan lokasi tempat tinggal. 

Pendidikan diproksi dari indika-

tor lama sekolah berdasarkan jenjang 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

KRT. Mengingat variabel pendidikan 

diduga memiliki korelasi dengan varia-

bel lain yang tidak diestimasi dalam 

model (omitted variables), maka variabel 

pendidikan memiliki sifat endogen. 

Endogenitas variabel pendidikan me-

nyebabkan estimasi parameter dengan 

Ordinary Least Square (OLS) menjadi 

tidak konsisten. Untuk mengatasi 

endogenitas tersebut, maka dalam pene-

litian ini ditentukan variabel instrumen 

berupa lama tempuh ke sekolah terakhir 

yang diikuti KRT. Pemilihan variabel 

instrumen tersebut didasarkan pada 

hasil studi Filmer (2007) yang menge-

mukakan bahwa penurunan rata-rata 

jarak ke sekolah secara signifikan dapat 

meningkatkan enrollment meskipun 

dalam jumlah yang tidak terlalu besar.  

Lama tempuh ke sekolah diasumsikan 

tidak berkorelasi dengan error term 

namun dapat menjelaskan perubahan 

variabel lama sekolah KRT. Estimasi 

model regresi dengan IV dirumuskan 

sebagai berikut: 

logfishi  = β0 + β1educi + β2malei + 

β3urbani + β4logagei + εi   (3) 

educi     = α0 + α11logtimei+ ui 

      (4) 

Keterangan:  

β0, α0  : konstanta  

βi, i=1..4 : estimasi parameter  

α1  : estimasi parameter  

fish  : konsumsi ikan rumah 

tangga dalam satu bulan 

terakhir (kg) 

educ  : lama sekolah kepala 

rumah tangga (tahun) 

male  : dummy jenis kelamin, 

bernilai 1 jika laki-laki 
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urban  : dummy lokasi tempat 

tinggal, bernilai 1 jika di 

kota 

age  : usia kepala rumah 

tangga (tahun) 

time  : waktu yang dibutuhkan 

untuk ke sekolah (menit) 

εi, ui  : error term 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Umum 

Dari data 1.419 KRT yang diolah 

dalam penelitian ini diketahui bahwa 

mayoritas rumah tangga di Indonesia 

yang tersurvei berasal dari wilayah 

perkotaan (67,84%). Dominasi gender 

KRT berasal dari kaum laki-laki sebesar 

86%. Rata-rata lama sekolah KRT 

sebesar 10 tahun atau setaraf dengan 

tingkat pertama sekolah menengah atas. 

Namun demikian secara porsi, pendidi-

kan tertinggi dari jenjang Sekolah Dasar 

(SD) masih mendominasi struktur 

kompetensi pendidikan KRT di Indone-

sia mencapai lebih dari 25%.  

 

 
 

Gambar 5.1 Struktur Pendidikan 

Tertinggi yang ditamatkan Kepala 

Rumah Tangga di Indonesia (%) 

Sumber: IFLS 5 (diolah) 

 
Gambar 5.2 Rata-rata Konsumsi Ikan Rumah 

Tangga di Indonesia satu Bulan Terakhir, 

Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Kepala 

Rumah Tangga (gram/rumah tangga) 

Sumber: IFLS 5 (diolah) 

 

 

 

 

 

Besarnya konsumsi ikan rata-rata dalam 

tiap bulan sebesar 1,45 kg per rumah 

tangga dengan kuantitas yang hampir 

sama antara konsumsi ikan di perkotaan 

dan perdesaan. Jika ditinjau dari tingkat 

pendidikan tertinggi KRT, besaran 

konsumsi ikan cukup bervariasi dengan 

konsumsi tertinggi berasal dari rumah 

tangga dengan KRT berpendidikan 

tinggi S-2 yang mencapai rata-rata 1,8 

kg/bulan. 
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Pengujian Hipotesis 

1. Uji Endogenitas 

Tabel 5.1 Hasil Uji Hausman 
----------------------------------- Coefficients ----------------------------- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     ivreg          .          Difference          S.E. 

------------------------------------------------------------------------------ 

        educ |    .1429088     .0042583        .1386505        .0510632 

        male |    .2502336     .2469664        .0032672        .0232315 

       urban |   -.1916999    -.0072948        -.184405        .0721124 

      logage |    .1658344      .106993        .0588414        .0419109 

       _cons |    4.655453     6.179785       -1.524332        .4872058 

------------------------------------------------------------------------------ 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from ivreg 

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from regress 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(1)   = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 11.95 

Prob>chi2 =      0.0005 

Sumber: IFLS 5 (diolah) 

 

Uji Hausman merupakan tes endo-

genitas untuk menguji apakah 

estimasi parameter dengan regresi 

IV lebih efektif dibandingkan 

dengan OLS. Dalam penelitian ini 

hasil uji Hausman diperoleh 

sebagaimana Tabel 5.1. Berdasar-

kan informasi pada tersebut, 

dengan p-value sebesar 0,0005 

maka pada tingkat signifikansi 1% 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

estimasi parameter dengan IV lebih 

efektif  dan konsisten dibanding-

kan dengan OLS. 

2. Uji Overidentifikasi 

Uji ini dilakukan untuk mengiden-

tifikasi apakah variabel IV yang 

digunakan berfisat eksogen. Dalam 

penelitian ini diperoleh p-value 

sebesar 0,999 sehingga pada ting-

kat signifikansi 1% Ho tidak dapat 

ditolak. Hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel lama tempuh ke 

sekolah bersifat eksogen. 

3. Uji Kovariansi variabel IV terhadap 

variabel endogen 

Regresi IV menyaratkan bahwa 

antara variabel IV dan variabel 

endogen harus berkorelasi, 

Cov(educ,logtime)≠0. Dalam penelitian 

ini hal tersebut dipenuhi dengan 

signifikannya estimasi parameter 

variabel lama tempuh ke sekolah 

(p-value=0,000) terhadap variabel 

lama sekolah KRT sebagaimana 

terdeskripsi pada Tabel 5.2. 

 
Tabel 5.2 Hasil Regresi Variabel Endogen dan Variabel IV 

------------------------------------------------------------------------------ 

        educ |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     logtime |   .5399146   .0995363     5.42   0.000     .3446602     .735169 

       _cons |   8.420237   .3449408    24.41   0.000     7.743588    9.096887 

------------------------------------------------------------------------------ 

Number of obs =    1419 

F(  1,  1417) =   29.42 

Prob > F      =  0.0000 

Sumber: IFLS 5 (diolah) 

 
 

Diskusi dan Pembahasan 

Hasil regresi IV yang tersaji dalam 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa peneliti-

an ini menemukan bukti empiris bahwa 

pendidikan yang diproksi dari lama 

sekolah KRT pada tingkat signifikansi 

5% memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat konsumsi ikan rumah 
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tangga di Indonesia. Kenaikan jenjang 

pendidikan KRT sebesar satu tahun 

mampu meningkatkan rata-rata kon-

sumsi ikan rumah tangga sebesar 

14,29%. Temuan ini sesuai dengan hasil 

studi Can et al. (2015), Bedada dan 

Lemma (2017) serta Gateau et al. (2005). 

Jika dikaitkan dengan hasil riset Meyer 

(2015), maka pengembangan kompe-

tensi KRT melalui peningkatan lama 

sekolah akan menstimulus tumbuhnya 

kesadaran KRT terhadap kesejahteraan 

sosial dan lingkungannya, termasuk 

dalam hal pemenuhan gizi keluarga. 

Dengan peran strategisnya sebagai 

pengambil keputusan dalam rumah 

tangga dan makin beragamnya infor-

masi positif yang diperoleh melalui 

jenjang pendidikan yang ditempuh, 

maka KRT akan mampu menginisiasi 

transformasi perilaku konsumsi rumah 

tangga ke arah yang lebih berkualitas.  

 

 

 

 

Tabel 5.3 Hasil Regresi IV 
------------------------------------------------------------------------------ 

logfish |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 

educ |   .1429088   .0587408     2.43   0.015     .0276803    .2581373 

male |   .2502336   .0784198     3.19   0.001      .096402    .4040653 

urban |  -.1916999   .0990822    -1.93   0.053    -.3860638     .002664 

logage |   .1658344    .119649     1.39   0.166    -.0688741     .400543 

_cons |  -2.252303   .6996811    -3.22   0.001    -3.624827   -.8797783 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instrumented:  educ 

Instruments:   male urban logage logtime 

------------------------------------------------------------------------------ 

Number of obs =    1419 

F(  4,  1414) =    4.28 

Prob > F      =  0.0019 

 

Sumber: IFLS 5 (diolah) 

 

 

Penelitian ini juga menemukan 

bahwa pada tingkat signifikansi 1% 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara konsumsi ikan pada rumah 

tangga di Indonesia dengan KRT laki-

laki dan KRT perempuan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rumah 

tangga dengan KRT laki-laki memiliki 

median tingkat konsumsi ikan lebih 

tinggi sebesar 77,92% dibandingkan 

dengan median tingkat konsumsi ikan 

pada rumah tangga dengan KRT perem-

puan.  

Meskipun tidak signifikan pada 

taraf 5%, namun pada tingkat signifi-

kansi 10% penelitian ini memberikan 

bukti bahwa median konsumsi ikan 

pada rumah tangga perkotaan di Indo-

nesia justru 35,69% lebih rendah 

dibandingkan median konsumsi ikan 

pada rumah tangga di wilayah perde-

saan. Peningkatan konsumsi ikan di 

pedesaan salah satunya didukung oleh 

geliat produksi dari sektor akuakultur 

di Indonesia dimana sebagian pelaku 

usahanya merupakan masyarakat pede-

saan. Indonesia merupakan salah satu 

produsen hasil perikanan budidaya 

(akuakultur) terbesar di dunia. Selain 

kecukupan stok ikan di pedesaan yang 

merupakan basis akuakultur, 

perkembangan produksi perikanan 

akuakultur menyebabkan harga ikan 

relative menurun sehingga daya beli 

masyarakat di pedesaan meningkat.  
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

Penelitian ini menemukan bukti 

empiris bahwa pendidikan yang dipro-

ksi dari lama sekolah KRT pada tingkat 

signifikansi 5% memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat konsumsi 

ikan rumah tangga di Indonesia. 

Kenaikan jenjang pendidikan KRT se-

besar satu tahun mampu meningkatkan 

rata-rata konsumsi ikan rumah tangga 

sebesar 14,29%.  

Rekomendasi 

Peningkatan kualitas pendidikan 

dan lama sekolah penduduk menjadi 

faktor penting dalam mendukung 

upaya peningkatan angka konsumsi 

ikan yang signifikan di Indonesia. Bebe-

rapa upaya yang dapat dilakukan oleh 

para pemangku kepentingan antara lain 

seperti: 

a. Melaksanakan kampanye Gemar 

Makan Ikan secara berkelanjutan 

melalui metode sosialisasi yang 

mudah dipahami khususnya 

bagi masyarakat berpendidikan 

rendah.  

b. Meningkatkan rata-rata lama 

sekolah melalui peningkatan ta-

raf kesejahteraan ekonomi 

masyarakat, subsidi biaya pen-

didikan dan program bantuan 

tunai bersyarat lainnya. 

c. Meningkatkan akses infrastruk-

tur pendidikan dan cakupan 

internet ke seluruh wilayah di 

Indonesia. 

d. Menurunkan angka putus seko-

lah dengan mewajibkan pekerja 

anak untuk kembali bersekolah. 

e. Meningkatkan daya saing pendi-

dikan tinggi dan kualitas tenaga 

kependidikan. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dan menganalisis model supervisi 

klinis dalam penilaian autentik kurikulum 2013 yang selama ini dilaksanakan pada guru, 

mengembangkan dan menganalisis model supervisi klinis dengan pendekatan peer coaching 

dalam penilaian autentik yang layak bagi guru MTs Negeri di Kabupaten Brebes. Metode 

penelitian Research and Development (R&D). Prosedur penelitian menggunakan dua tahap 

yaitu: tahap studi pendahuluan dan tahap Pengembangan. Data ada tahap pendahuluan 

dikumpulkan dengan menggunakan angket,  wawancara,observasi, dan studi dokumentasi. 

Pada tahap pengembangan melibatkan ahli dan praktisi. Simpulan penelitian bahwa model 

faktual supervisi klinis dalam penilaian autentik dalam kategori sangat baik; pengembangan 

model supervisi dengan pendekatan Peer Coaching Grow Me layak di digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan guru  MTs dalam penilaian autentik kurikulum 2013 di Kabupaten 

Brebes. 

  

Abstract 

 

This study aims to describe and analyze the clinical supervision model in the authentic 

assessment of the 2013 curriculum that has been carried out for teachers, develop and analyze 

the clinical supervision model with peer coaching approach in appropriate authentic 

assessment for MTs Negeri teachers in Brebes District. Research and Development (R & D) 

research methods. The research procedure uses two stages: preliminary study stage and 

Development stage. Preliminary data were collected using questionnaires, interviews, 

observations, and documentation studies. At the development stage involving experts and 

practitioners. Conclusion of the research that the factual model of clinical supervision in the 

authentic assessment in the category is very good; development of a supervised model with a 

Peer Coaching Grow Me approach worthy of use to improve MTs teachers' ability in the 

authentic assessment of the 2013 curriculum in Brebes district 
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PENDAHULUAN 

Pemberlakukan kurikulum 2013 

sebagai penyempurnaan KTSP berimpli-

kasi pada terjadinya perubahan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran, mulai 

darimenyusun program perencanaan 

pembelajaran, melaksanakan program 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi/ 

penilaian hasil belajar, melakukan ana-

lisis hasil belajar, membuat program 

remedial, pengayaan dan tindak lanjut. 

Salah satu fokus perhatian kinerja 

pembelajaran guru dalam kurikulum 

2013 adalah penilaian.Penilaian adalah 

bagian dari kurikulum (Nizam, 2015:1). 

Penilaian sangat berperan dalam 

menentukan arah pembelajaran dan 

kualitas pendidikan (Sugiyanto, 2015:1). 

Penilaian merupakan alat evaluasi yang 

berfungsi sebagai gambaran keterca-

paian Standar Nasional pendidikan 

(Nizam, 2015:1). Salah satu bentuk 

penilaian pembelajaran kurikulum 2013 

yang dianggap tepat untuk menilai hasil 

belajar peserta didik adalah penilaian 

autentik (authentic assessment).  

Penilaian autentik merupakan 

pendekatan utama dalam penilaian hasil 

belajar peserta didik oleh pendidik 

(Permendikbud No. 104 tahun 2014 

pasal 2 ayat 2).Gultom (2014:43). 

Penilaian autentik merupakan penilaian 

yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari masukan 

(input), proses, dan keluaran (ouput) 

pembelajaran. Kunandar (2013) menya-

takan penilaian autentik adalah kegiatan 

menilai peserta didik yang menekankan 

pada apa yang seharusnya dinilai, baik 

proses maupun hasil.Moon (2005) me-

nyatakan penilaian autentik selalu mem-

beri kesempatan pada peserta didik 

untuk menunjukkan pengetahuan dan 

skill-nya dengan baik. 

Atas dasar itulah, maka penilaian 

autentik dijadikan sebagai penilaian 

utama dalam kurikulum 2013. Alasan 

dasarnya, menurut Gultom (2014:43) 

penilaian autentik merupakan penilaian 

yang dilakukan secara komprehensif 

meliputi: ranah sikap, pengetahuan dan 

keterampilan;mendasarkan diri pada 

prinsip-prinsip: objektif, terpadu, trans-

paran, akuntabel dan edukatif. Muller 

(2005:13) penilaian autentik merupakan 

pengukuran langsung yang dapat mem-

beri bukti nyata atas apa yang telah 

dikuasai peserta didik. Sementara 

keunggulan penggunaan penilaian 

autentik dalam kurikulum 2013, menu-

rut Enggarwati (2015:5) memungkinkan 

guru melakukan penilaian secara 

komprehensif terhadap peserta didik, 

mulai dari aspek sikap (afektif), penge-

tahuan (kognitif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Triamijaya (2015:934) 

mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa lebih dari 85% jumlah siswa telah 

mencapai KKM pada aspek pengeta-

huan, keterampilan, dan sikap. 

Walaupun penilaian autentik 

memiliki keunggulan, namun, faktanya 

guru masih enggan melaksanakannya. 

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian 

Sugiyanto (2015:305) bahwa secara 

administratif serta aplikatif, guru masih 

enggan untuk melakukan penilaian 

autentik, karena dinilai membutuhkan 

tenaga, biaya, dan waktu yang 

banyak.Hasil penelitian tersebut, 

dikuatkan oleh Muhammad (2015:7) 

bahwa 70% guru SMP di Propinsi Jawa 

Tengah masih kesulitan dalam melaku-

kan penilaian autentik kurikulum 2013, 

mengolah data penilaian dan mendes-

kripsikan capaian sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang akan dituliskan 

dalam raport. 

Kondisi ini juga dialami oleh 

sebagian besar guru MTs Negeri di 
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Kabupaten Brebes dalam melaksanakan 

penilaian autentik yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 masih rendah.Data hasil 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Kurikulum 2013 pada tingkat SMP/MTs 

dari Kementerian Pendidikan pada 

tahun 2014 menunjukkan bahwa lebih 

dari 50% responden guru menyatakan 

masih kesulitan dalam merumuskan 

indikator, menyusun butir-butir instru-

men dan melaksanakan penilaian sikap 

dengan berbagai macam teknik, meng-

aplikasikan sofware aplikasi penilaian 

autentik. Data statistik Kementerian 

Agama Kabupaten Brebes tahun 2015 

menjelaskan bahwa guru MTs Negeri di 

Kabupaten Brebes yang berjumlah 230 

orang baru 92 guru (40%) mampu 

melaksanakan penilaian autentik 

dengan baik dan sebanyak 138 guru 

(60%) mengalami kesulitan. Ini berarti 

kemampuan guru dalam melaksanakan 

penilaian autentik kurikulum 2013 

masih rendah dan perlu ditingkatkan. 

Upaya untuk meningkatkan ke-

mampuan guru dalam melaksanakan 

penilaian autentik kurikluim 2013 telah 

banyak dilakukan baik Kementerian 

Agama Kabupaten Brebes, Dinas Pendi-

dikan Kabupaten Brebes, MGMP dan 

sekolah melalui pelatihan, workshop, 

bintek dan IHT, dan supervisi. Salah 

satu dari kegiatan tersebut, yang dipan-

dang efektif dan mampu menjadi solusi 

untuk meningkatkan kinerja guru MTs 

Negeri di Kabupaten Brebes dalam 

penilaian autentik kurikulum 2013 ada-

lah supervisi klinis dengan pendekatan 

Peer Coaching Grow Me.  

Supervisi klinis merupakan solu-

si yang tepat untuk membantu guru 

yang mengalami kesulitan dalam peni-

laian autentik kurikulum 2013, karena 

berbagai alasan. Menurut Himdani 

(2016:3) supervisi klinis adalah bantuan 

profesional yang diberikan pada guru 

yang mengalami masalah dalam pembe-

lajaran, sehingga guru yang bersang-

kutan dapat mengatasi masalahnya 

dengan langkah yang sistematis. Semen-

tara itu, Gibson & Mitchell (2011) 

supervisi klinis menekankan hubungan 

yangberfokus pada pertumbuhan dan 

penyesuaianpribadi antara supervisor 

dengan guru untuk penyelesaian pro-

blema dalam pembelajaran. Armstrong 

(2004) dalampenelitiannya menyatakan 

bahwa keberhasilansupervisi klinis 

tergantung pada hubungan yang 

signifikan yang ditemukan pada 

kepercayaan, kehangatan, dan kolabo-

rasi yang jujur. Collinson dan Cook 

(2003) dalam penelitiannya menyimpul-

kan bahwa guru dapatsaling belajar satu 

dengan yang lain serta berinteraksi 

untuk membahas isu seputar pembe-

lajaran serta pertumbuhan profesional 

guru. Salah satu yang membahas 

problema pembelajaran yang dialami 

guru adalah penilaian autentik kuriku-

lum 2013. 

Namun dalam kenyataannya, 

pelaksanaan supervisi klinis dalam 

penilaian autentik masih belum optimal. 

Hal ini diungkapkan dari hasil 

penelitian Fridiyanto (2015:12) Supervisor 

atau pengawas masih belum secara 

totalitas menjalankan kerja kepenga-

wasannya dengan memaksimalkan 

supervisi klinis, khususnya dalam 

penilaian autentik.  Temuan penelitian 

lainnya, Purwaningsih (2016:3) mejelas-

kan supervisi klinis yang selama ini 

dilaksanakan bukan atas inisiatif guru 

melainkan oleh pengawas dan dilaksa-

nakan bersamaan dengan supervisi kelas 

sehingga  guru enggan untuk menyam-

paikan kesulitan yang dihadapinya.  

Selain praktik supervisi klinis yang 

hanya bersifat rutinitas dan atasinisiatif  

pengawas dan kepala sekolah pende-

katan yang digunkan selama ini 
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menurut hasil temuan Suwarsi (2015:13) 

hanya pertemuan awal, observasi dan 

pertemuan balikan sehingga tidak dapat 

memampukan guru dalam melaksana-

kan penilaian autentik. Pelaksana 

supervisi klinis selama ini, menurut 

Masrukan (2016:5) pada umunya  masih 

dominan dilakukan oleh pengawas dan 

kepala madrasah belum memberdaya-

kan guru senior. 

Kondisi ini juga di alami MTs 

Negeri di Kabupaten Brebes bahwa yang 

selama ini supervisi klinis yang 

dilaksanakan oleh pengawas dan kepala 

madrasah hanya:(1) menekankan pada 

pengecekan kelengkapan perangkat 

administratif penilaian guru, belum 

menyentuh ke substansi penilaian 

autentik; (2) belum mengarahkan dan 

membina guru dalam  penilaian autentik 

masih umum tertumpu pada tataran 

teoritis belum kegiatan praktis. Data 

tentang hasil monitoring koordinator 

pengawas (Korwas) Kementerian 

Agama Kabupaten Brebes Tahun 2014 

tentang pelaksanaan supervisi klinis 

dalam penilaian autentik di MTs Negeri 

Kabupaten Brebes  menunjukkan  80% (4 

dari 5) pengawas tidak melaksanakan 

supervisi klinis dalam penilaian 

autentik,  75%  (3 dari 4) kepala MTs 

Negeri tidak melaksanakan supervisi 

klinis dalam penilaian autentik kepada 

guru. 

Seharusnya supervisi klinis yang 

digunakan pengawas dan kepala madra-

sah dalam penilaian autentik berpende-

katan peer coaching. Alasan yang 

mendasari dipilihnya supervisi klinis 

berpendekatan peer coaching dikarenakan 

memiliki keunggulan teoritis maupun 

praktis. Parsloe(2009:12) menjelaskan 

keunggulan teoritis peer coaching 

yaitu: proses pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pengembangan diri 

guru sehingga berpotensi untuk me-

ningkatkan kinerja guru dalam penilaian 

autentik. Ayani (2015:1)mengemukakan 

keunggulan teoritispeercoachingyaitu: para 

guru berbagi pengalamannya, saling 

memberikan masukan, dorongan, 

bersama-sama memperbaiki keteram-

pilan mengajar, ataupun memecahkan 

masalah dalam kelas.Sedangkan ke-

unggulan praktisnya dikemukakan oleh 

Tonkin dan Baker (2005:23) bahwa 

supervisi klinis dengan pendekatan peer 

coaching dilaksanakan secara bertahap yaitu: 

a planning conference (pertemuan untuk 

perencanaan), instructional observation 

(pengamatan pembelajaran), reflec-ting 

conference (pertemuan untuk refleksi). 

Hayes (2003:8) peer coaching adalah 

membawa orang-orang untuk selalu 

berkontribusi dan berpartisipasi sebagai 

mitra kerja yang aktif. Supervisi klinis 

dengan pendekatan Peer Coaching Grow 

Memerupakan salah satu kegiatan dalam 

supervisi yang mengedepakankan pada 

mitra kerja antara supervisor dan 

supervie.Wesly (2007:18) program peer 

coaching memberikan kesempatan bagi 

guru untuk saling berbagi pengetahuan, 

kecakapan profesional serta membantu 

sama lain guru mitra dan berbagi 

kelebihan dan kekurangan dalam 

mengajar.   

Terkait dengan keunggulan 

supervisi klinis dengan pendekatan peer 

coachingtersebut, Ng (2005:41) bahwa 

supervisi klinis dijadikan sebagai 

feedback yaitu merefleksikan peran 

pengawas dan kepala sekolah yang 

berorientasi pada pengembangan diri 

(self improvement) yang mendasarkan 

pada model GROWME: Goals  (G)- 

tujuan, Reality(R)-realitas, Options (O)–

rlternatif,  What’s Next?/Will(W)-langkah 

selanjutnya, Monitoring (M), Evaluasi 

(E). 
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Penelitian Collinson dan Cook, 

Armstrong dan NgPak Teemenjadi 

inspirasi peneliti dalam mengembang-

kan model supervisi klinis  dengan 

Pendekatan Peer Coaching Grow Me 

dalam Penilaian Autentik Pada Guru 

MTs Negeridi Kabupaten Brebes. 

Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: (1) bagaimana model super-

visi klinis dalam penilaian autentik yang 

selama ini dilaksanakan di MTs Negeri 

di Kabupaten Brebes? (2) bagaimana 

model supervisi klinis dengan pende-

katan peer coachingGrow Me dalam peni-

laian autentik yang layak bagi guru MTs 

Negeri di Kabupaten Brebes? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: (1) mendeskripsi-

kan model supervisi klinis dalam 

penilaian autentik kurikulum 2013 yang 

selama ini dilaksanakan bagi guru MTs 

Negeri di Kabupaten Brebes; (2) 

Mengembangkan model supervisi klinis 

dengan pendekatan Peer Coaching Grow 

Medalam penilaian autentik yang layak 

bagi guru MTs Negeri di Kabupaten 

Brebes. 

Penelitian ini memiliki kegunaan 

teorities maupun praktis. Kegunaan 

teoritis penelitian ini yaitu: (1) mem-

berikan sumbangan terhadap pengem-

bangan teori baru tentang model super-

visi klinis dengan pandekatan Peer 

CoachingGrow Me untuk meningkatkan 

kemampuan guru MTs Negeri dalam 

penilaian autentik kurikulum 2013; (2) 

menambah wawasan keilmuan dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan peni-

lian autentik kurikulum 2013. Kegunaan 

praktis yang diharapkan dalam pene-

litian ini, adalah: (1) Kementerian Aga-

ma Kabupaten Brebes, temuan tentang 

supervisi klinis dalam penilaian autentik 

2013 dapat dijadikan sebagai bahan 

pembinaan untuk para pengawas dalam 

melakukan praktik tentang supervisi 

klinis penilaian autentik kepada guru 

MTs  Negeri; (2) Pengawas dan kepala 

MTs Negeri di Kabupaten Brebes 

sebagai bahan acuan dalam melaksana-

kan supervisi klinis untuk meningkat-

kan kemampuan guru dalam penilaian 

autentik; (3) Guru MTs Negeri di 

Kabupaten Brebes sebagai acuan ketika 

disupervisi klinis dalam penilaian 

autentik dari pengawas, kepala mad-

rasah  dan  guru senior. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan me-

tode Research and Development (R&D), 

dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

Prosedur penelitian yang digunakan 

mengadopsi dari Borg & Gall (2007: 589) 

yang terdiri dari sepuluh langkah. 

Kemudian oleh peneliti disederhanakan 

menjadi sembilan kangkah disederhana-

kan menjadi dua  tahap yaitu: tahap 

pendahuluan dan pengembangan. 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: data doku-

mentasi supervisi klinis dalam penilaian 

autentik, (2) data hasil angket faktual 

dan analisis kebutuhan, (3) data hasil 

observasi pelaksanaan supervisi klinis 

dengan pendekatan Peer Coaching 

Grow Me, (4) data hasil wawancara 

tentang pelaksanaan supervisi klinis; (5) 

data hasil FGD tentang masukan ujicoba 

model supervisi klinis. Subyek peneli-

tian adalah:  guru MTs Negeri di Kabu-

paten Brebes, kepala madrasah, dan 

pengawas MTs.  

Teknik dan instrumen pengum-

pulan data yaitu: (1) teknik kuesioner 

dengan intrumen angket digunakan 

untuk untuk menggali data tentang 

pelaksanaan supervisi klinis dalam 

penilaian autentik bagi guru MTs Negeri 

di Kabupaten Brebes  selama ini; (2) 
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teknik wawancara dengan 

instrumen pedoman wawancara, 

digunakan untuk memperoleh informasi 

awal yang lebih mendalam tentang 

berbagai permasalahan yang dimiliki 

oleh responden dan supervisor;  (3) 

teknik observasi dengan instrumen 

lembar observasi, digunakan untuk 

mengamati kegiatan supervisi klinis 

dalam penilaian autentik dengan 

pendekatan Peer Coaching Grow Me; (4) 

teknik studi dokumentasi dengan 

instrumen field research digunakan untuk 

mencatat dokumen; (5) teknik Focus 

Group Discussion (FGD), instrumen 

yang digunakan adalah lembar evaluasi, 

refleksi, dan saran. 

Teknik analisis data mengguna-

kan teknik analisis kuantitatif dan 

kualitatatif.  Teknik analisis kuantitatif 

digunakan untuk pengelompokan/ 

pengkategorian data yang dilakukan 

berdasarkan pedoman konversi skala 

empat (skala Likert), pengelompokan 

kategori skor data masing-masing 

instrumen. Sedangkan analisis data 

deskriptif kualitatif, peneliti mengguna-

kan display data, reduksi data, verifikasi 

data dan penarikan kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

 

Hasil Penelitian  

 

Model Faktual Supervisi Klinis  

Berdasarkan penelitian penda-

huluan terhadap model supervisi klinis 

dalam penilaian autentik di MTs Negeri 

di Kabupaten Brebes selama ini 

diperolah gambaran bahwa 

secaraumum pelaksanaan supervisi 

klinis selama ini dipersepsi responden 

baik. Hal ini didasarkan pada jawaban 

responden dari angket yang diberikan 

baik yang menyangkut kinerja sistem 

manajemen maupun komponen sistem 

manajemen supervisi klinis dalam 

penilaian autentik, diperoleh rata-rata 

skor sebesar 412,8 berada pada rentang 

nilai 410-504 dalam kategori sangat baik. 

Kategori sangat baik tersebut 

terdistribusi untuk kinerja sistem 

manajemen supervisi klinis yang 

meliputi variabel perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, 

diperoleh rerata skor sebesar 184 berada 

pada rentang (141-184) dalam kategori 

baik. Untuk komponen sistem 

manajemen supervisi klinis yang terdiri 

dari variabel supervisor, supervie, 

materi, metode, sarana dan prasarana, 

dan waktu diperoleh rerata skor sebesar 

228,65 berada pada rentang (224-276) 

dalam kategori sangat baik. Secara 

ringkas disajikan tabel 1.     

 

  



 
Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper 

105 
 

Tabel 1.Pendapat Responden tentang Supervisi Klinis dalam Penilaian Autentik bagi 

Guru MTs Negeri di Kabupaten Brebes. 
No Substansi Item Rerata 

Skor 
Rentang  Kategori  

A Kinerja Sistem Manajemen Supervisi Klinis  184 141-184 B 
1. Perencanaan Supervisi Klinis  86,35 67-87 B 
2. Pelaksanaan Supervisi Klinis  62,45 62-76 SB 
3. Evaluasi Supervisi Klinis dalam Penilaian Autentik 35,35 27-35 B 
B. Komponen Sistem Manajemen Supervisi Klinis 228,65 224-276 SB 
1. Supervisor dalam Supervisi Klinis   69,90 68-84 SB 
2. Supervie/Guru yang Disupervisi Klinis   33,90 27-35 B 
3. Materi yang Digunakan dalam Supervisi Kliniskan  57,70 45-58 B 
4. Metode yang Digunakan dalam Supervisi Klinis  22,30 17-22 B 
5. Sarana dan Prasarana Supervisi Klinis   26,26 19-25 SB 
6. Waktu Supervisi Klinis  18,55 15-19 B 

Total 412,80 410-504 SB 

Sumber data sekunder diolah (2017) 

Berdasarkan total dari seluruh 

jawaban responden tentang model 

supervisi klinis dalam penilaian autentik 

bagi guru MTs Negeri di Kabupaten 

Brebes mulai dari kinerja sistem 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut) dan kom-

ponen sistem manajemen (supervisor, 

supervie, materi, metode, sarana dan 

prasarana dan waktu supervisi klinis) 

yang berjumlah 28 indikator dengan 126 

item pertanyaan diperoleh hasil jawaban 

responden berkategori sangat baik 

dengan rerata skor sebesar 412,80 berada 

pada rentang 410-504. Kategori sangat 

baik tersebut tersebar pada jawaban 

responden sebanyak 13 atau 65% orang 

menjawab sangat baik, 7 atau 35% orang 

menjawab baik, dan orang yang 

menjawab kurang baik  dan tidak baik 

tidak ada. Secara singkat dapat dilihat 

pada gambar Pie Chart 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Total Sebaran Jawaban Responden Model  Supervisi Klinis dalam 

Penilaian Autentik bagi guru MTs Negeri di Kabupaten Brebes Selama ini. 

 

Temuan hasil penelitian 

pendahuluan mengenai kondisi fakual 

supervisi klinis dalam penilaian autentik 

bagi guru MTs Negeri di Kabupaten 

Brebes dapat disajikan dalam bentuk 

gambar 2. 
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Berdasarkan gambar di atas, 

dapat dideskripsikan bahwa model 

faktual supervisi klinis dalam penilaian 

autentik yang selama ini dilaksanakan 

meliputi: kinerja sistem manajemen 

supervisi klinis dalam penilaian autentik 

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Perencanaan meliputi: 

indikator sasaran supervisi klinis, 

program kerja, waktu, langkah-langkah, 

instrumen dan tim supervisi klinis. 

Pelaksanaan meliputi: pertemuan awal, 

pelaksanaan dan diskusi balikan. 

Evaluasi berisi tindak lanjut. Komponen 

sistem meliputi: supervisor, supervie, 

materi, metode, sarana dan prasarana, 

dan waktu supervisi klinis. 

 

Model Pengembangan Supervisi Klinis  

Berdasarkan analisis kebutuhan 

model pengembangan supervisi klinis 

dalam penilaian autentik dengan 

pendekatan Peer Coaching Grow Me 

diperoleh gambaran bahwa secara 

umum responden menganggap sangat 

penting dan dibutuhkan. Hal ini 

didasarkan pada jawaban responden 

dari angket yang diberikan baik yang 

menyangkut analisis kebutuhan kinerja 

sistem manajemen, komponen sistem 

manajemen pendekatan Peer Coaching 

Grow Me, diperoleh rata-rata skor 

sebesar 513,60 berada pada rentang nilai 

(478-558) dalam kategori sangat penting. 

Kategori sangat penting tersebut 

terdistribusi untuk analisis kebutuhan 

kinerja sistem manajemen supervisi 

klinis yang meliputi variabel 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

tindak lanjut, diperoleh rerata skor 

sebesar 194,50berada pada rentang nilai 

(185-228) dalam sangat penting. Aspek 

analisis kebutuhan komponen sistem 

manajemen yang meliputi variabel 

(supervisor, supervie, materi, metode, 

sarana dan prasarana dan waktu 

supervisi klinis) diperoleh rerata skor 

sebesar diperoleh rerata skor sebesar 

249,75berada pada rentang nilai (231-

284) dalam kategori sangat penting. 

Aspek pendekatan Peer Coaching Grow 

Me yang meliputi (goal, reality, options, 

Gambar 2. Bentuk Model Faktuan Supervisi klinis dalam penilaian autentik bagi guru MTs Negeri 
di Kabupaten Brebes (Sumber: data diolah 2017) 
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what’s next dan monitoring) diperoleh 

rerata skor sebesar 69,35 berada pada 

rentang nilai (68-84) dalam kategori 

sangat penting. Secara ringkas hasil 

keseluruhan analisis kebutuhan model 

supervisi klinis dalam penilaian autentik 

dengan pendekatan Peer CoachingGrow 

Medisajikan ditabel 2. 

 

Tabel 2. Pendapat Responden tentang Analisis Kebutuhan Supervisi Klinis dalam 

Penilaian Autentik dengan Pendekatan Grow Me bagi Guru MTs Negeri di 

Kabupaten Brebes. 
No Substansi Item Rerata 

Skor 
Ren-tang  Kategori  

A. Kinerja Sistem Manajemen Supervisi Klinis 194,50 185-228 SP 

1. Perencanaan Supervisi Klinis dalam Penilaian Autentik 92,35 88-108 SP 

2. Pelaksanaan Supervisi Klinis dalam Penilaian Autentik 65,30 62-76 SP 

3. Evaluasi Supervisi Klinis dalam Penilaian Autentik 36,85 26-44 SP 

B. Komponen Sistem Manajemen Supervisi Klinis 249,75 231-284 SP 

1. Supervisor dalam Supervisi Klinis  72,60 68-84 SP 

2. Supervie/Guru yang Disupervisi Klinis  37,35 36-44 SP 

3. Materi yang Digunakan dalam Supervisi Kliniskan 61,80 59-72 SP 

4. Metode yang Digunakan dalam Supervisi Klinis  24,00 23-28 SP 

5. Sarana dan Prasarana Supervisi Klinis  26,65 26-32 SP 

6 Waktu Supervisi Klinis  20,35 20-24 SP 

C. Pendekatan Peer Coaching Grow Me  69,35 68-84 SP 

Total 513,60 478-558 SP 

Sumber data diolah (2017) 

Berdasarkan total dari seluruh 

jawaban responden tentang model 

pengembangan  supervisi klinis dalam 

penilaian autentik bagi guru MTs 

Negeri di Kabupaten Brebes mulai dari 

analisis kebutuhan kinerja sistem 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut), analisis 

kebutuhan komponen sistem mana-

jemen (supervisor, supervie, materi, 

metode, sarana dan prasarana dan 

waktu supervisi klinis), dan pendekatan 

Peer Coaching Grow Meyang berjumlah 

33 indikator dengan 147 item 

pertanyaan diperoleh hasil jawaban 

responden berkategori sangat penting 

dengan rerata skor sebesar 513,60 

berada pada rentang 478-558. Kategori 

sangat penting tersebut tersebar pada 

jawaban responden sebanyak 17 atau 

85% orang menjawab sangat penting, 3 

atau 15% orang menjawab penting, dan 

orang yang menjawab kurang penting 

dan tidak penting tidak ada. Ini berarti 

model pengembangan supervisi klinis 

dalam penilaian autentik dengan 

pendekatan Peer Coaching Grow Me 

sangat penting dan dibutuhkan oleh 

responden. Secara singkat dapat dilihat 

pada gambar Pie Chart 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Total Sebaran Jawaban Responden Analisis Kebutuhan Model Supervisi 

Klinis dalam Penilaian Autentik bagi guru MTs Negeri di Kabupaten Brebes. 
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Temuan hasil penelitian penda-

huluan mengenai kondisi fakual 

supervisi klinis dalam penilaian 

autentik bagi guru MTs Negeri di 

Kabupaten Brebes dapat disajikan 

dalam bentuk gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4 di atas, dapat 

dideskripsikan pengembangan model 

supervisi klinis dalam penilaian autentik 

kurikulum 2013 dengan pendekatan Peer 

Coaching Grow Me bagi guru MTs 

Negeri  di Kabupaten Brebes mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

tindak lanjut. Perencanaan supervisi 

klinis dalam penilaian autentik terdapat 

tiga kegiatan utama yaitu: analisis 

kebutuhan, analisis potensi SDM, 

penetapan program supervisi. 

Pelaksanaan supervisi klinis dalam 

penilaian autentik terdapat tiga tahapan 

kegiatan yang meliputi: tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan tahap akhir.  Evaluasi 

kegiatannya meliputi: evaluasi terhadap 

output dan tindak lanjut supervervisi 

klinis dalam penilaian autentik. 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil temuan dari 

model faktual supervisi klinis yang 

selama ini dilaksanakan di MTs Negeri 

di Kabupaten Brebes dalam kategori 

baik. Karena dalam pelaksanaan 

supervisi klinis sudah menerapkan 

kinerja sistem manajemen mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

tindak lanjut. Hal ini sejalan dengan 

pemikiran Waller dalam (Purwanto, 

2012:90) supervisi klinis adalah supervisi 

yang difokuskan pada perbaikan 

pengajaran dengan melalui siklus yang 

sistematis dari tahap perencanaan, 

pengamatan, dan analisis intelektual 

yang intensif terhadap penampilan 

mengajar sebenarnya dengan tujuan 

untuk mengadakan modifikasi yang 

rasional.  Sahertian (2008:40, Gultom, 

2014:12) menyebutkan tiga tahapan 

esensial dalam supervisi klinis yaitu 

tahap pertemuan awal, tahap observasi, 

dan pertemuan akhir. 

Dari temuan pengembangan mo-

del supervisi klinis dengan pendekatan 
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Peer Coaching Grow Me sangat penting 

dan dibutuhkan bagi guru MTs Negeri 

di Kabupaten Brebes untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam 

penilaian autentik kurikulum 2013. Hal 

ini sejalan dengan pemikiran Hayes 

dalam Gultom (2013:18) coaching adalah 

kunci dari keberhasilan dalam suatu 

proses managemen, karena coaching 

membawa orang-orang untuk selalu 

berkontribusi dan berpartisipasi sebagai 

mitra kerja yang aktif. Dalam pengem-

bangan model supervisi klinis dalam 

penilaian autentik dengan pendekatan 

supervisi klinis telah sesuai dengan 

NgPak Tee (2013:24) dari peer coaching 

meliputi:  (1) Goals (G) yaitu menetapkan 

tujuan, (2) Reality (R) yaitu:  realitas, (3) 

Options (O)  yaitu:  membuat alternatif,  

(4) What’s Next?/ Will (W) yaitu: langkah 

selanjutnya, (5) Monitoring (M) yaitu 

melaksanakan monitoring. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dam 

pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: model supervisi klinis dalam 

penilaian autentik kurikulum 2013 yang 

selama ini dilaksanakan dalam kategori 

baik; pengembangan model supervisi 

klinis dengan pendekatan Peer Coaching 

Grow Me sangat penting dan layak 

digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan guru MTs di Kabupaten 

Brebes dalam penilaian autentik 

kurikulum 2013. 

Saran  

Pendekatan Peer Coaching Grow 

Me dapat dikembangkan secara konsiten 

oleh pengawas, kepala madrasah, guru 

senior dalam kegiatan supervisi klinis 

untuk memberikan layanan dan bantuan 

kepada guru MTs yang mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan penilaian 

autentik kurikulum 2013. 
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